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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan
kebijakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar bidang urusan ketahanan pangan yang pelaksanaanya dalam kurun waktu
S (lima) tahun kedepan.

Dengan ditetapkanya Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234), maka dokumen Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen tekhnis dalam tataran
operasional, juga menyesuaikan.

Tahapan perencanaan terdiri dari empat tahap: (1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi
pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan
sehingga sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang
utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana
pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka
menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis
(Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima periode 5 (lima) tahun,
yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang
merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra
berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang
maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan
persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,
pelaksanaan forum Perangka Daerah/lintas Perangkat Daerah, erumusan
rancangan akhir, dan penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bima juga mempertimbangkan sejumlah
dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan
Pangan), Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara
Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Beberapa pertimbangan yang
digunakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023
adalah:

1. RPJMD Kota Bima memasuki tahun ke dua sehingga sisa masa RJMD
masih tiga tahun.




2. Perubahan regulasi perencanaan penganggaran daerah
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Terjadi perubahan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah, yang
berimplikasi pada  perubahan  nomenklatur kelembagaan,
tugaspokok dan fungsi serta aspek tata laksana yang harus
dilakukan penyesuaian,;

4. Terjadinya wabah Pandemi Virus Covid 19 menyebabkan perlu
dilakukannya langkah-langkah yang strategis disemua aspek
penyelenggaraan  Kepemerintahan  sehingga telah  dilakukan
penyesuaian terhadap Prioritas Program dan kegiatan dalam
rangka percepatan penanganan pandemi Virus Covid19;

S. Rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terhadap Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bima.

Dengan berubahnya RPJMD, maka Perangkat Daerah berkewajiban
untuk menyusun Perubahan Renstra.

Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
dengan Rangkaian Dokumen Perencanaan Lainya
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Gambar 1.2.
Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJPD Kota Bima
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Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah
daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan
kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana
strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan
Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.1. Hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan
RENSTRA Badan Ketahanan Pangan Pusat.

Bahwa perencanaan pembangunan di daerah tidak lepas dari
perencanaan pembangunan di pusat atau selaras. Karena keberhasilan
pembangunan di daeraha seperti yang direncanakan akan menjadi
bagian dari keberhasilan pembangunan  nasional. @ Rencana
Pembangunan Badan Ketahanan Pangan Pusat dalam kurun waktu 5
(lima) tahun yang tertuang pada RENSTRA BKP Pusat menjadi perhatian
Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima dalam merencanakan pembangunan didaerah khususnya
pembangunan ketahanan pangan daerah Kota Bima sesuai dengan
kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan
yang tertuang dalam agenda NAWACITA menjadi payung besar dari




rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2024. Dan menjadi bagian dalam perencanan BKP Pusat
untuk mendukung keberhasilanya.

Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil
Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya
saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) mendukung misi Kementerian
Pertanian yaitu “Mewujudkan Ketahanan Pangan”. (*Sumber Data
Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024).

Gambar.1.3.
Integrsi Multisektor Ketahanan Pangan
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1.1.2. Hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan
RENSTRA Provinsi NTB

Rencana Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam
kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yang tertuang dalam RENSTRA Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi NTB menjadi perhatian Pemerintah Kota
Bima dalam hal Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam
merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi
permasalahan dan isu strategis pembangunan propinsi lima tahunan
yang tertuang dalam agenda Membangun NTB Gemilang menjadi inti
dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan
RPJMD Tahun 2019-2024 yang selanjutnya menjadi bagian perencanaan
pada Dinas Ketahanan pangan Kota Bima.

Untuk mendukung misi kementerian pertanian dalam hal ini
Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan misi RPJMD Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Nusa Tenggara Barat mendukung misi ke-5 yaitu “NTB Sejahtera dan

ini




Mandiri” dengan tujuan “Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang
Beragam”

1.1.3. Hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan
RPJMD
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang
berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran
teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program
dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah
koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima.
Gambaran hubungan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
dengan RPJMD dapat digambarkan dengan
POHON KINERJA (CASCADING):
a. Sasaran Strategis Cascading
Gambar/ diagram hubungan/ keterkaitan Renstra OPD dan RPJMD
pada Tujuan dan Sasaran OPD, seperti yang tergambar pada Gambar
1. dibawah ini.
Upaya Dinas Ketahanann Pangan Kota Bima dalam mewujudkan
Misi Pertama RPJMD/ Misi Walikota dan Wakil walikota terpilih
2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2. Terlihat hubungan Proses
Bisnis Organisasi dengan level tertinggi antara Eseleon II dan
pimpinan daerah.

b. Indikator Kinerja Utama “Cascading”
Gambar/ diagram hubungan/ keserasian Renstra OPD dan RPJMD
pada Tujuan dan Sasaran OPD yang digambarkan dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal.
Secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. Indikator
Kinerja Utama atau IKU merupakan upaya eselon II dalam mencapai
Sasaran RPJMD yang menjadi Tujuan OPD yang ter ukur.




Tabel.1.1
Hubungan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat

Badan Ketahanan Pangan

RPJMD 2013-2023

Renstra PD 2013-2023

Misi Pokok-pokok Visi Misi Visi Misi | Tujuan Daerah | Sasaran Kota LT Sasaran PD Indikator
Sasaran Sasaran
Terwujudnya |1. Ketahanan [Kondisi terpenuhinya pangan . Memperkuat Mewujudkan Mewujudkan |Meningkatnya |Meningkatnya |Indeks . Meningkatnya Persentase
Ketahanan Pangan bagi negara sampai dengan penyediaan pangan Kota Bima yang |Masyarakat [Kualitas ketahanan Ketahanan Ketersediaan, Ketersediaan
Pangan yang perseorangan, yang tercermin yang beragam berbasis |berkualitas dan |Berkualitas [Sumberdaya [pangan Pangan Cadangan dan Pangan
berlandaskan dari tersedianya pangan yang sumber daya lokal; Setara Menuju |yang Berdaya |Manusia Distribusi Pangan |Utama
Kedaulatan cukup, baik jumlah maupun . Menurunkan jumlah Masyarakat Saing Masyarakat Stabilitas
dan mutunya, aman, beragam, penduduk rawan Yang Maju dan Harga
Kemandirian bergizi, merata, dan terjangkau | 3. Memperkuat sistem Mandiri Meningkatnya pola |[Persentase
Pangan serta tidak bertentangan distribusi pangan; konsumsi pangan [Pola
dengan agama, keyakinan, dan | 4 mMeningkatkan masyarakatyang |Konsumsi
budaya masyarakat, untuk konsumsi pangan keragaman dan Suplai
dapat hidup sehat, aktif, dan masyarakat untuk Pangan

produktif secara berkelanjutan

2. Kedaulatan
Pangan

Hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan
kebijakan pangan yang
menjamin hak atas pangan
bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi
masyarakat untuk menentukan
sistem pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya
lokal

3. Kemandirian

Pangan

Kemampuan Negara dan
bangsa dalam memproduksi
pangan yang beranekaragam
dari dalam negeri yang dapat
menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup
sampai di tingkat
perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber
daya alam, manusia, sosial,
ekonomi dan kearifan lokal
secara bermartabat

memenuhi kecukupan
gizi yang bersumber
dari pangan lokal;

. Meningkatkan

penanganan keamanan
dan mutu pangan segar.

Sumber Data : Renstra BKP Pusat; RPJMD 2019-2024




Gambar 1.4. Hubungan RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kota Bima
Tahun 2013-2018 (Sasaran Strategis Cascading)
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Gambar. 1.5. Proses Bisnis RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kota Bima Tahun
2013-2018 Pada Proses Bisnis Organisasi (Sasaran Strategis Cascading)
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Gambar.1.6. RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023
(Indikator Kinerja Utama “Cascading”)

KESERASIAN RPIMD DAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

IKU KOTA BIMA

SASARAN 1 SASARAM 2

Indeks Ketahanan Pangan

Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan proses penjabaran
dan penyelarasan IKU dan target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang
lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Pada gambar 2 diatas
menggambarkan IKU di level daerah (Walikota dan Wakil Walikota) dan IKU level
OPD (Eselon II).

Formulasi perhitungan Indikator Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel.1.1.




Tabel 1.2 . Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Perhiungan

KINERJA INDIKATOR PENJELASAN / FORMULASI PROGRAM INDIKATOR PENJELASAN / FORMULASI PENANGGUNG
UTAMA KINERJA PERHITUNGAN KINERJA PERHITUNGAN JAWAB
2 3 4 6 7 8 9

SASARAN
OPD
Meningkatnya | Persentase Ketersediaan Pangan = PROGRAM Angka Ketersediaan Energi (Kkal/ Kapita/ Kepala Dinas
Ketersediaan, | Ketersediaan PENINGKATAN ketersediaan | Hari) = Ketahanan
Cadangan dan | Pangan Y Cadangan Pangan DIVERSIFIKASI energi Pangan Kota Bim
Distribusi Utama X DAN
Pangan 100% KETAHANAN Ketersediaan pangan/kapita/hari
Masyarakat 2. Kebutuhan Pangan PANGAN X Kandugan Kalori X 8DD
MASYARAKAT 100

Definisi:

1. Ketersediaan Pangan adalah
kondisi tersedianya pangan dari
hasil produksi dalam negeri dan
Cadangan Pangan Nasional serta
impor apabila kedua sumber
utama tidak dapat memenuhi
kebutuhan. Cadangan Pangan
adalah persediaan Pangan di
seluruh wilayah daerah untuk
konsumsi manusia dan untuk
menghadapi masalah kekurangan
Pangan, gangguan pasokan dan
harga, serta keadaan darurat.

2. Jumlah ketersediaan pangan di
Kota Bima adalah hasil
penjumlahan dari CPP Kota Bima,
Cadangan Pangan di masyarakat,
Lumbung pangan di masyarakat
(LPM), Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM),
Penggilingan/Penguasaha,
Persediaan Beras Perum Bulog
Sub Devisi Wilayah Kota Bima
(GBB> Jatiwangi) yang menjadi
kewenagngan Kota Bima.

Angka Ketesediaan Energi:

- Adalah dihasilkan dari 11 kelompok
bahan makanan dengan tujuan
untuk memberikan gambaran
kualitas keragaman ketersediaan
energi pangan yang siap dikonsumsi
oleh penduduk/masyarakat.

- BDD = Bagian yang Dapat Dimakan

- Ketersediaan pangan per Kkal/
Kapita/ Hari sumbernya dari daftar
komposisi bahan makanan

- Standar ketersediaan energi sebesar
2.400 kkal/kapita/hari

Sumber : Neraca Bahan Makanan




4 6 7 8 9
a. Cadangan Pangan Pemerintah Angka Kepala Dinas
Daerah adalah cadangan ketersediaan ) . . Ketahanan
pangan milik dan dikelola oleh protein Ketersediaan PanEin/kapltaf hari Pangan Kota
pemerintah daerah, yang X Kandugan Protein X 80D Bima

memperkirakan kekurangan
pangan dan keadaan darurat,
sehingga penyelenggaraan
pengadaan dan pengelolaan
cadangan pangan dapat
berhasil dengan baik.

* Tersedianya cadangan
pangan pemerintah
ditingkat Kabupaten/Kota
minimal 100 ton ekuivalen
beras

¢ Tersedianya cadangan
pangan pemerintah, minimal
25 ton ekuivalen beras

Cadangan Pangan masyarakat
adalah persediaan pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh
masyarakat atau rumah tangga,
termasuk, petani, koperasi,
pedagang, dan industri rumah
tangga.

e Berfungsi untuk antisipasi
masalah pangan pada
musim paceklik, gagal
panen, bencana alam skala
local dan antisipasi
keterlambatan pasokan
pangan luar.

100

Angka Ketesediaan Protein, Adalah
dihasilkan dari 11 kelompok bahan
makanan dengan tujuan untuk
memberikan gambaran kualitas
keragaman ketersediaan Protein pangan
yang siap dikonsumsi oleh
penduduk/masyarakat.

BDD = Bagian yang Dapat Dimakan
Sumber : Neraca Bahan Makanan

Sumber Data: Data Konsumsi dari
Susenas BPS; Data Produksi Tanaman
Pangan; Data Impor dan Ekspor; Data
Produksi Perkebunan, peternakan,
perikanan; Data Stok diperoleh Perum
Badan Urusan Logistik (Bulog); Data
Jumlah Penduduk BPS; Laporan hasil
identifikasi ketersediaan dan kondisi
lumbung pangan.




PROGRA

C.

e Penyediaan cadangan
pangan sebesar 500 kg
ekuivalen beras ditingkat
rukun tetangga (RT) untuk
kebutuhan minimal 3 bulan,
yang bersifat pangan pokok
tetentu dan sesuai dengan
potensi lokal;

* Berfungsi untuk antisipasi
masalah pangan pada
musim paceklik, gagal
panen, bencana alam skala
local dan antisipasi
keterlambatan pasokan
pangan luar.

Lumbung Pangan Masyarakat
(LPM), adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat
desa/kota yang bertujuan
untuk pengembangan cadangan
pangan dengan sistem tunda
jual, penyimpanan,
pendistribusian, pengolahan
dan perdagangan bahan pangan
yang dikelola secara kelompok.

* LDPM (Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat), jumlah
ketersediaan pangan (beras)
di LDPM

* Penggilingan/pengusaha,
ketersediaan pangan (beras)
di penggilingan yang berada
di Kota Bima

Persediaan Beras Perum Bulog
sub Divre Wilayah Kota Bima
(GBB.Jatiwangi) yang menjadi
peruntukan Kota Bima.

PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN
PANGAN

Persentase
kelurahan
rawan/
rentan
pangan yang
ditangani

PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN

Presentase
bahan
pangan yang
aman
konsumsi

> Kelurahan Rawan/ rentan pangan
x 100 %
Ykelurahan yang ditangani

Kelurahan rawan/rentan pangan adalah
kelurahan yang ditetapkan melalui hasil
perhitungan dan analisis Peta
Rawan/Rentan Pangan (Peta FSVA)
sebagai daerah yang masuk kedalam
kategori rawan/rentan pangan.

> sampel yang aman hasil uji
x 100 %

> sampel yang diambil

Kepala Dinas
Ketahanan
Pangan Kota
Bima

Kepala Dinas
Ketahanan
Pangan Kota
Bima
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3. Kebutuhan Pangan adalah:
Kebutuhan pangan adalah jumlah
konsumsi per kapita per tahun
yang menjadi standar Provinsi
NTB adalah 120 kg di kalikan
dengan jumlah penduduk Kota
Bima Tahun N. Dengan rumus
perhitungan sebagai berikut:
Kebutuhan Pangan Utama Kota Bima = Konsumsi Per
Kapita Pertahun X § Penduduk
Stabilitas . 4
Harga Std. Deviasi Harga Pangan
Pangan = %100
(beras) .
ditingkat Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan
konsumen Pengertian: Memantau dan
(CV = 10%)

melakukan intervensi secara cepat
jika harga dan pasokan pangan di
suatu wilayah tidak stabil.

Definisi Opresional:

1. Harga dinyatakan stabil jika
gejolak harga di suatu wilayah
kurang dari 25 % dari kondisi
normal. Target nilai koefisien
variasi harga komoditas pangan
strategis nasional di tingkat
konsumen untuk Tahun 2020
ditetapkan di bawah 10 % untuk
beras.

2. Coefisien Variasi (CV) Komoditas
Pangan Pokok Strategis
menggambarkan stabilitas harga
pangan di tingkat konsumen.




PROGRA

Meningkatnya
pola
konsumsi
pangan
masyarakat
yang beragam

Persentase
Pola
Konsumsi
dan Suplai
Pangan

Std. Deviasi Harga Pangan
adalah nilai statistik harga
pangan yang dipakai guna
menentukan seberapa dekat
data harga pangan dari suatu
sampel statistik harga pangan

dengan data mean atau rata-rata

harga pangan. Rata-rata Harga
Pangan tahun Berjalan, adalah
nilai rata harga pangan pada
tahun berjalan.

Dari kumpulan data sama
dengan O menandakan bahwa
semua nilai dalam himpunan

tersebut yakni sama. Sedangkan

nilai deviasi yang lebih besar
menunjukkan bahwa titik data
individu jauh dari nilai rata —
rata nya.

Rata-rata Harga Pangan tahun
Berjalan adalah: rata-rta harga

pangan beras dalam satu tahun.

% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x
bobot masing-masing kelompok
pangan
Definisi:
1. Konsumsi pangan adalah jenis

dan jumlah pangan yang dimakan

oleh seseorang dengan tujuan
tertentu pada waktu tertentu

Kepala Dinas
Ketahanan
Pangan Kota
Bima




PROGRA

Penganekaragaman konsusmsi
pangan adalah, upaya
memantapkan atau
membudayakan pola konsumsi
pangan yang beraanekaragam
dan seimbang serta aman dalam
jumlah dan komposisi yang
cukup guna memenuhi
kebutuhan gizi untuk
mendukung hidup sehat, aktif
dan produktif.

Pola konsumsi pangan adalah
susunan makanan yang
mencukupi jenis dan jumlah
bahan makanan rata-rata per
orang per hari yang umum
dikonsumsi/dimakan penduduk
dalam jangka waktu tertentu.
Pola Pangan Harapan (PPH)
adalah susunan beragam
pangan yang didasarkan pada
sumbangan energi dari kelompok
pangan utama baik secara
absolut maupun dari suatu pola
ketersediaan atau konsumsi
pangan.

Cara Perhitungan Rumus

Nilai capaian peningkatan Skor
Pola Pangan Harapan (PPH),
adalah komposisi kelompok
pangan utama yang bila
dikonsumsi dapat memenuhi
kebutuhan energy dan zat gizi
lainya, dimana dengan semakin
tingginya Skor PPH, maka
konsumsi pangan semakin
beragam, bergizi dan seimbang.




PROGRA

Nilai capain peningkatan =

% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x
bobot masing-masing kelompok
pangan

Skor PPH =

Energi msing-masing komocitas x 100%

Prosentase (%) AKG =

Angka Kecukupan Gizi

Analisis konsumsi pangan
berdasarkan data Susenas tahun
2015-2020 menggunakan Angka
Kecukupan Energi sebesar 2.100
kkal dan Angka Kecukupan
Protein 57 gram.

Penilaian terhadap Konsumsi

Pangan Penduduk secara

kuantitas dapat ditunjukan

melalui volume Konsumsi

Pangan Penduduk

(gram/kap/hari dan

kilogram /kap/tahun), Konsumsi

Energi Penduduk

(gram/kap/hari).

a. Konsumsi Pangan
Penduduk (gram/kap/hari
dan kilogram/kap/tahun)
dihitung dengan
menjumlahkan bahan
pangan per jenis komoditas,
baik bentuk asal maupun
olahannya untuk bahan
pangan olahan, sebelum
dijumlahkan, terlebih




PROGRA

dahulu dikonversikan ke
bentuk asalnya
menggunakan angka
konversi yang telah
ditetapkan.

Total Konsumsi Energi
Penduduk (gram /kap/hari)
Total konsumsi energi
penduduk diperoleh dari
penjumlahan konsumsi
energi dari sembilan
kelompok pangan.
Konsumsi energy setiap
kelompok pangan diperoleh
dari penjumlahan konsumsi
energi dari jenis pangan
pada kelompok tersebut.
Penghitungan konsumsi
energi masing-masing jenis
pangan diperoleh dari
perkalian antara jumlah
(gram) pangan yang
dikonsumsi dengan
kandungan energy setiap
jenis pangan tersebut.
Total Konsumsi Protein
Penduduk (gram /kap/hari)
Total konsumsi protein
penduduk diperoleh dari
penjumlahan konsumsi
protein dari sembilan
kelompok pangan.
Konsumsi protein setiap
kelompok pangan diperoleh
dari penjumlahan konsumsi
protein dari jenis pangan
pada kelompok tersebut.
Penghitungan konsumsi




PROGRA

protein masing-masing jenis
pangan diperoleh dari
perkalian antara jumlah
(gram) pangan yang
dikonsumsi dengan
kandungan protein setiap
jenis pangan tersebut.




1.1.4. Hubungan RENSTRA dengan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima
Pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 setiap tahun
dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari
Rencana Kerja OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan
sampai tingkat Kota. Selanjutnya OPD dengan berpedoman pada Renstra
OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja
(Renja) OPD.
Pada Gambar berikut (Gambar. 4) menampilkan penjabaran Cascade
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran Strategis (IKU) ke dalam
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (pada level eselon II, eselon III dan
V).

Pada tabel. 1.1. menggambarkan Cascading perencanaan strategis
tingkat Pemerintah Kota Bima maupun pada perangkat Daerah.




Gambar.1.7. CASCADING RENSTRA OPD Tahun 2019-2020
(Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2007)
TUJUAN : Meningkatnya Ketahanan Pangan

PROGRAM

KEGIATAN

1. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan
Daerah

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan
Suplai Pangan

Pemanfaatan Pekarangan Untuk
Pengembangan Pangan

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan
Pokok

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Pengembangan Sumber Daya Pangan

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan Sitem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)

Pembinaan produk pangan berbahan baku
lokal

Pembinaan dan Monitoring Ketersediaan
Pangan Masyarakat

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi,
Seimbang dan aman (B2SA)

Program Peningkatan
Distribusi Dan Cadangan
Pangan

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan
Pokok

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Pengembangan Model Distribusi Pangan
yang Efisien

Program Peningkatan
Konsumsi dan Keamanan
Pangan

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan
Suplai Pangan

Pemanfaatan Pekarangan Untuk
Pengembangan Pangan

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi,
Seimbang dan aman (B2SA)

Penyelenggaraan Promosi Produk Pangan
Lokal

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi

Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah




Gambar. 1.8. CASCADING RENSTRA OPD 2021
(Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah)
TUJUAN : Meningkatnya Ketahanan Pangan

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

o [}

|

|

| - ANGARAN |

1. PROGRAM PENINGKATAN 1. Penyediaan dan Penyaluran 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
DIVERSIFIKASI DAN Pangan Pokok atau Pangan Neraca Bahan Makanan 53.234.400
KETAHANAN PANGAN Lainnya sesuai dengan 2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya 32.470.200
MASYARAKAT Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Lokal
Kota dalam Rangka Stabilisasi 3. Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga 63.109.700
Pasokan dan Harga Pangan Pangan
4. Pengembangan kelembagaan Usaha 33.145.100
Pangan Masyarakat dan Toko Tani
Indonesia
2. Pengelolaan dan Keseimbangan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 41.890.600
Cadangan Pangan Kabupaten/ Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
Kota 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan 18.762.500
Lokal
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 58.800.000
Kabupaten/ Kota
4. Pemeliharaan Cadangan Pangan 31.099.920
Pemerintah Kabupaten/ Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target 1. Penyusunan dan Penetapan Target 825.487.600
Konsumsi Pangan Perkapita/ Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
Tahun sesuai dengan Angka 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam 677.549.600
Kecukupan Gizi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
2. PROGRAM PENANGANAN Penanganan Kerawanan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 58.008.000
KERAWANAN PANGAN Kewenangan Kabupaten/ Kota Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN Pelaksanaan Pengawasan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
KEAMANAN PANGAN Keamanan Pangan Segar Daerah Segz?\r Daf:-rah Kabupaten/ Kota 58.008.000
Kabupaten/ Kota Registrasi Keamanan Pangan segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota 17.850.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan segar asal 42.014.000
tumbuhan




Tabel 1.3. Casecading Dinas Ketahanan Pangan

SASARAN IKU TARG TUJUAN OR TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ INDIKATOR TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Meningkat Indeks 63,53 Meningkat Indeks 63,53 Meningkat Persent PROGRAM Meningkat Angka 2.632 Penyediaan dan Tercukupinya Persentase
nya Ketaha % kan Ketahan % nya ase 22 PENINGKAT nya ketersedi kka/ Penyaluran Pangan ketersediaan jumlah
ketahanan nan Ketahanan an Ketersedia penyedi AN diversifika aan kap/ Pokok atau Pangan dan pangan
pangan Pangan Pangan Pangan an, aan DIVERSIFIKA si pangan energi hari Lainnya sesuai dengan penyaluran pokok dan
Masyarak Cadangan Pangan SI DAN masyaraka Kebutuhan Daerah pangan pokok pangan
at dan Utama KETAHANA t Kabupaten/ Kota dalam atau pangan lainnya 20% 181.959.4
Distribusi N PANGAN Rangka Stabilisasi lainnya sesuai yang 00
Pangan MASYARAK Pasokan dan Harga kebutuhan tersedia
Masyarak AT Pangan daerah terhadap
at total
kebutuhan
daerah
Stabilita <10 Angka 66,68 Penyediaan Informasi Tersusunnya Jumlah
s Harga ketersedi gram Harga Pangan dan Dokumen IHP dokumen 2 53.234.40
Pangan aan / Neraca Bahan Makanan dan NBM IHP dan Dokum B 0
(beras) protein kap/ NBM en
ditingka hari
t Penyediaan Pangan Terlaksananya Jumlah
konsum Berbasis Sumber Daya penyediaan Kelompok
en (CV< Lokal dan masyarakat 10
10%) pembinaan / 32.470.20
Kelomp
produk pengusaha ok 0
pangan olahan pangan
olahan yang
terbina
Meningkat Persent 87,0 Pemantauan Stok, Tersedianya Data
nya pola ase Pola Pasokan Dan Harga data harga Komoditi
konsumsi Konsum Pangan pangan pokok per bulan 17
pangan si dan (komoditi) " 63.109.70
! komodi
masyaraka Suplai (17 i 0
tyang Pangan Komoditi
keragama per bulan)
n
Pengembangan Terlaksananya Jumlah
kelembagaan Usaha Pengembanga lembaga
Pangan Masyarakat dan n Model distribusi 4
Toko Tani Indonesia Distribusi pangan LDPM, 33.145.10
Pangan yang masyarakat 1 0
Efisien (PUPM (LDPM) PUPM
dan TTI) yang

terfasilitasi




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN IN[()JI:AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ FI\TIZ?IIKA/ITAONé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Pengelolaan dan Tersedianya Jumlah
Keseimbangan keseimbangan cadangan
Cadangan Pangan cadangan pangan
Kabupaten/ Kota pangan Kota pemerintah
yang 150.553.0
tersedia ST 20
terhadap
total
kebutuhan
daerah
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Sinkronisasi Koordinasi Koordinasi
Pengendalian Cadangan dan dan
Pangan Kabupaten/ Kota S|nkromsa§| Slnkromsaﬁl ; 41.890.60
Pengendalian Pengendalia 2 kali 0
Cadangan n Cadangan
Pangan Pangan
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
Penyusunan Rencana Tersedianya Jumlah
Kebutuhan Pangan Lokal rencana dokumen
kebutuhan rencana 1 18.762.50
pangan lokal kebutuhan dokum 0
pangan G
lokal
Pengadaan Cadangan Tersedianya Penguatan
Pangan Pemerintah Cadangan Cadangan
Kabupaten/ Kota Pangan Pangan 15Ton 58'800'03
Daerah) Daerah (15
Ton)
Pemeliharaan Cadangan Terlaksananya Jumlah
Pangan Pemerintah Pemeliharaan cadangan
Kabupaten/ Kota Cadangan pangan
Pangan yang
Pemerintah terpelihara
Kabupaten/ 15 ton SiuERen
Kota ©




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN IN%I:AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ r’\f;b;rﬁoNé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Pelaksanaan Pencapaian Tercapainya Jumlah
Target Konsumsi Pangan Target konsumsi
Perkapita/ Tahun sesuai Konsumsi energi
dengan Angka Pangan 2,161,5
Kecukupan Gizi Perkapita/ kka/ 825.487.6
Tahun sesuai kap/ 00
dengan Angka hari
Kecukupan
Gizi
Penyusunan dan Terlaksananya Dokumen
Penetapan Target Analisis dan analisis PPH 1
Konsumsi Pangan per Penyusunan 677.549.6
Kapita per Tahun Pola Konsumsi dolen 00
dan Suplai en
Pangan
Terlaksananya Jumlah
kegiatan kelompok
pemanfaatan masyarakat
pekarangan yang
sebagai melaksanak 10 klp
sumber an kegiatan
pangan dan pemanfaata
gizi keluarga n
pekarangan
Pemberdayaan Terlaksananya Jumlah
Masyarakat dalam lomba B2SA Kelurahan
Penganekaragaman dalam yang
Konsumsi Pangan Penganekarag mengikuti M
Berbasis Sumber Daya aman Lomba Kelura 147.938.0
Lokal Konsumsi B2SA han 00
Pangan Tingkat
Berbasis Kota Bima
Sumber Daya
Lokal
PROGRAM Meningkat Persenta Penanganan Kerawanan Terlaksananya Jumlah
PENANGAN nya se Pangan Kewenangan Penanganan kelurahan
AN Penangan keluraha Kabupaten/ Kota Kerawanan yang 10
KERAWANA an n rawan/ 25% Pangan mendapat kelurah 20.229.20
N PANGAN Kerawana rentan Kewenangan penangana 0
n pangan pangan Kabupaten/ n an
yang Kota kerawanan
ditangani pangan




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
N SASARAN IKU TARG TUJUAN lN?:::AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ FI\TSIII?IITAONIQ TARGE ANGGARA
(0] KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Sinkronisasi Penanganan Koordinasi Koordinasi
Kerawanan Pangan dan dan
Kabupaten/Kota Sinkronisasi Sinkronisasi 20.229.20
Penanganan Penangana 2 Keg o
Kerawanan n
Pangan Kerawanan
Kabupaten/ Pangan
Kota
PROGRAM Meningkat Presenta Pelaksanaan Meningkatnya Jenis
PENGAWAS nya se bahan Pengawasan Keamanan pengawasan pangan
AN Pengawas pangan 85% Pangan Segar Daerah keamanan segar yang 20% 117.872.0
KEAMANAN an yang Kabupaten/ Kota pangan segar diawasi 00
PANGAN Keamanan aman daerah
Pangan konsumsi
Penguatan Kelembagaan Terlaksananya Jumlah
Keamanan Pangan Segar penguatan kelompok
Daerah Kabupaten/ Kota kelembagaan masyarakat
keamanan yang
pangan segar memperole 1
daerah Kota h 58.008.00
Kelomp
pemahama ok 0
n tentang
mutu dan
keamanan
pangan
(kelompok)
Registrasi Keamanan Terlaksananya Jumlah
Pangan segar Asal registrasi petani/
Tumbuhan Daerah keamanan pelaku 5
Kabupaten/ Kota pangan segar usaha yang _
asal di Registrasi petani/ 17.850.00
tumbuhan Keamanan Rkl ©
Kota Pangan usaha
segar Asal
Tumbuhan
Penyediaan Sarana dan Jumlah alat uji Jumlah alat
Prasarana Pengujian pangan uji pangan
Mutu dan Keamanan
Pangan segar asal
tumbuhan 1 Unit 42.014.08

PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN, PENDUKUNG PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN lN?:::AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ FI\EISIII?IITAONé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
PROGRAM Meningkat Persenta 100% Perencanaan, Meningkatnya Persentase
PENUNJAN nya se rata- Penganggaran, dan Kuantias dan jumlah
G URUSAN capaian rata hasil Evaluasi Kinerja kualitas dokumen
PEMERINTA pelaksana capaian Perangkat Daerah Perencanaan, Perencanaa
HAN an pelaksan Penganggaran n,
DAERAH kegiatan aan , dan Evaluasi Penganggar
KABUPATEN penunjang kegiatan Kinerja an, dan s G2
/ KOTA urusan penunjan Perangkat Evaluasi
pemerinta g urusan Daerah Kinerja
h daerah pemerint Perangkat
ah Daerah
daerah
Penyusunan Dokumen Terlaksanana Jumlah
Perencanaan Perangkat Penyusunan dokumen
Daerah Dokumen Ren_stra dan 2 Dok 2.424.400
Perencanaan Renja
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Terlaksananya Tersedianny
Penyusunan Dokumen Koordinasi a Dokumen 1
RKA-SKPD dan RKA el 561.000
Penyusunan en
Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Penyusunan Dokumen Koordinasi dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan RKA-P 1
Penyusunan dokum 561.000
Dokumen en
Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dokumen 1
dan DPA dokum 508.900
Penyusunan en
DPA-SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Penyusunan Perubahan Koordinasi dokumen
DPA-SKPD dan DPA
Penyusunan 1
PORETER dokum 541.200
DPA-SKPD en
Koordinasi dan Terlaklsana?nya Jumlah 2 1.700.600
Penyusunan Laporan Koordinasi laporan dokum




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN lN[()JI:AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ r[\lIESlIKA/I?ONé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Capaian Kinerja dan dan capaian en
Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan kinerja
SKPD Laporan SKPD
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Meningkatnya Persentase
Perangkat Daerah Kualitas pelaksanaa
Administrasi n keglétan : 3.072.940.
Keuangan administrasi 100% 117
Perangkat keuangan
Daerah perangkat
daerah
Penyediaan Gaji dan Terlaksananya Jumlah
Tunjangan ASN Penyediaan pegawai
Gaji dan yang 39 2.984.876.
Tunjangan memperole Orang 417
ASN h gaji dan
tunjangan
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah jasa
Penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausah
Pengujian/ Verifikasi Penatausahaa aan dan
Keuangan SKPD ndan Pengujian/ 100% 84.560.00
Pengujian/ Verifikasi 0
Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD
SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Penyusunan Laporan Koordinasi laporan 1
Keuangan Akhir Tahun dan keuangan Tepors
SKPD Penyusunan akhir tahun i 2.546.700
Laporan
Dokum
Keuangan en
Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah
Penyusunan Laporan Koordinasi dan laporan
Keuangan Penyusunan keuangan 2
Laporan
Bulanan/Triwulanan/Se Ve semesteran Semest 957.000
mesteran SKPD Bulanan/ &
Triwulanan/

Semesteran SKPD




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN lN%::AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ FI\TSIISITAO’\‘; TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Administrasi Barang Terlaksananya Persentase
Milik Daerah pada Administrasi pelaksanaa
Perangkat Daerah Barang Milik n kegiatan
Daerah pada Administras
Perangkat i Barang
Daerah Milik Loc ey
Daerah
pada
Perangkat
Daerah
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Jumlah
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Laporan
Barang Milik Daerah dan Barang 1
pada SKPD Penyusunan Milik Dokum 476.500
Laporan Daerah en
Barang Milik pada SKPD
Daerah pada
SKPD
Administrasi Meningkanya Persentase
Kepegawaian Perangkat Administrasi pelaksanaa
Daerah Kepegawaian n kegiatan
Perangkat administrasi 100% 4.992.200
Daerah Kepegawaia
n Perangkat
daerah
Pengadaan Pakaian Terlaksananya Jumlah
Dinas Beserta Atribut Pengadaan Pengadaan
Kelengkapannya Pakaian Dinas Pakaian
Beserta Dinas
Atribut Beserta SoR] g
Kelengkapann Atribut
ya Kelengkapa
nnya
Sosialisasi Peraturan Terlaksananya Jumlah PNS
Perundang-Undangan Sosialisasi yang
Peraturan mengikuti
Perundang- sosialisasi 30 PNS 0
Undangan Peraturan
Perundang-
Undangan
Administrasi Umum Meningkatnya Persentase
Perangkat Daerah Administrasi pelaksanaa
Umum n kegiatan
Perangkat administrasi 100% EeiE
00
Daerah Umum
Perangkat
Daerah




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN lN%I:AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ FI\TSIII?IITAONé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Penyediaan Komponen Terlaksananya Jumlah jenis
Instalasi Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan Komponen Instalasi
Bangunan Kantor Ir?stéla5| Listrik/ 3 Jenis 1.749.300
Listrik/ Penerangan
Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor
Kantor
Penyediaan Peralatan Terlaksananya Jumlah jenis
dan Perlengkapan Penyediaan peralatan 10 28.985.40
Kantor Peralatan dan dan 8
Jenis 0
Perlengkapan Perlengkap
Kantor an Kantor
Penyediaan Bahan Terlaksananya Jumlah
Logistik Kantor Penyedlaar\ ) pelayanan 250 20.033.20
Bahan Logistik makanan orang/
) 0
Kantor dan kali
minuman
Penyediaan Barang Penyediaan Jumlah jenis
Cetakan dan Barang belanja
Penggandaan Cetakan dan cetak dan . 26.047.40
8 Jenis
Penggandaan penggandaa 0
nyang
tersedia
Penyediaan Bahan Terlaksananya Jumlah
Bacaan dan Peraturan Penyediaan bahan
Perundang-undangan Bahan Bacaan bac.aan dan 5] A 5.400.000
dan Peraturan kerjasama Media
Perundang- Dengan
undangan Media
Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Jumlah
Koordinasi dan Penyelenggara rapat
Konsultasi SKPD an Ra;?at ) koordinasi ) 113.898.0
Koordinasi dan 6 kali 00
dan Konsultasi konsultasi
SKPD keluar
daerah
Pengadaan Barang Milik Meningkatnny Persentase
Daerah Penunjang a kuantitas pelaksanaa
Urusan Pemerintah dan kualitas n kegiatan
Daerah Barang Milik Pemelihara
Daerah an Barang
Penunjang Milik 100% 0
Urusan Daerah
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintah
an Daerah




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN lN%I:AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ rl\flflll?;'l'AoNé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Pengadaan Kendaraan Terlaksananya Jumlah
Dinas Operasional atau Pengadaan kendaraan
Lapangan Kendaraan dinas
q . 0 0
Dinas operasional
Operasional yang
atau Lapangan diadakan
Pengadaan Peralatan Terlaksananya Jenis
dan Mesin Lainnya Pengadaan peralatan
Peralatan dan dan 0 0
Mesin Lainnya Perlengkap
an Kantor
Penyediaan Jasa Meningkatnya Persentase
Penunjang Urusan kuantitas dan Penyediaan
Pemerintahan Daerah kualitas Jasa
pelaya-nan Penunjang 100% 88.188.79
Penunjang Urusan 5
Urusan Pemerintah
Pemerintahan an Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Jumlah Jasa
Menyurat Penyediaan surat 500 54.900.00
Jasa Surat menyurat surat 0
Menyurat
Penyediaan Jasa Terlaksananya Jumlah jasa
Komunikasi, Sumber Penyediaan komunikasi,
Daya Air dan Listrik Jasa o sumbe.r 4 Jasa/ 29.089.80
Komunikasi, daya air, bulan 0
Sumber Daya listrik dan
Air dan Listrik kebersihan
kantor
Penyediaan Jasa Terlaksananya Jenis
Peralatan dan Penyediaan peralatan
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan 22A £4.198.995
dan perlengkap Jenis
Perlengkapan an kantor
Kantor
Pemeliharaan Barang Meningkatnya Persentase
Milik Daerah Penunjang kualitas pelaksanaa
Urusan Pemerintahan Barang Milik n kegiatan
Daerah Daerah Pemelihara
Penunjang an Barang
Urusan Milik 100% 51'571'93
Pemerintahan Daerah
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
Penyediaan Jasa Terlaksananya Jumlah 1 Unit 20.881.65




INDIKATOR

INDIKAT SASARAN
SASARAN IKU TARG TUJUAN lN[()JI:AT TARG SASARAN 1KU OPD TARG PROGRAM SASARAN OR TARG KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ rl\flflll?;ﬁONé TARGE ANGGARA
KOTA KOTA ET OPD TUJUAN ET OPD ET PROGRAM PROGRA ET KEGIATAN SASARAN SUB SUB T N
M KEGIATAN KEGIATAN
Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Kendaraan 0
Pemeliharaan dan Pajak Jasa Dinas
Kendaraan Perorangan Pemeliharaan, Jabatan
Dinas atau Kendaraan Biaya
Dinas Jabatan Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Terlaksananya Jumlah
Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, Jasa Dinas
dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan, Operasional
Dinas Operasional atau Biaya atau
Lapangan Pernellharaan, Lapangan 10 Unit 2.850.000
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Terlaksananya Jumlah Alat
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Kantor dan
Peralatan dan | Rumah 3Jenis | 4.750.000
Mesin Lainnya Tangga
yang
terpelihara
Pemeliharaan/ Terlaksananya Cakupan
Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/ gedung
Ka‘ntor dan Bangunan Rehabilitasi kf-]ntor yang 50 23.090.31
Lainnya Gedung direhab/
Rt Persen 0
Kantor dan dipelihara
Bangunan
Lainnya




Tabel 1.4. Casecading Dinas

Ketahanan Pangan

Target Tujuan Sasaran sasaran indikator | 2"
Indikator Realisasi — Program/Kegiatan/ Program, Program/ Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
Tujuan Tivan |20 [ — TargetSasaran Realisasi Sasaran Sub Kegiatan Kegiatomdon | Kegiatany Sub
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Sasaran Satuan
2019 | 2020 | 2021 sasaran 2019 2020 | 2021 (2022 | 2023 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 SubKegiatan Kegiatan 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Meningkatnya |Indeks 59,96(63,00 [63,50 [ 63,58 [ 63,60 [ 63,65 | 63,00 | 63,50 | 69,28 % 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 10 | 22 | 34 : ~ [PROGRAM Persentase  |Angka kka/ | 2600 | 2.327,8 | 2632 | 2662 | 2692 | 2600 | 2.367,4 | 2684
kap/ hari
pangan Pangan Cadangandan |Pangan DIVERSIFIKASI DAN  |Pangan Utama |energi
Distribusi Utama KETAHANAN PANGAN
Pangan Stabilitas % <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 2,41 | <10 B - |MASYARAKAT Angka gram/ | 72,54 | 66,18 | 66,68 | 67,18 | 67,68 | 72,54 | 66,60 74,17
Masyarakat  |jarga Pangan. ketersediaan |kap/hari
(beras) protein
ditingkat
konsumen
(CV<10%)
% |8a5| 85 | 87 883|896 85 [857] 86 5 E y d: % 20 20 20 20 20 10 22 34
pola konsumsi  [Pola v Pangan
pangan Konsumsi Pokokatau Pangan [dan penyaluran |pangan pokok
masyarakat |dan Suplai Lainnya sesuai pangan pokok [terhadap
yang Pangan dengan Kebutuhan [ataupangan  |kebutuhan
beragaman Daerah Kabupaten/ lainnya sesuai |daerah
Kota dalam Rangka  [kebutuhan
Stabilisasi Pasokan |daerah
dan Harga Pangan
Penyediaan Tersusunnya  |Jumlah Dok 2 2 2 2
InformasiHarga  [Dokumen IHP  |dokumen IHP
PangandanNeraca [danNBM dan NBM
Bahan Makanan
Penyediaan Pangan [Terlaksananya |Jumlah Klpk 10 10 10 10
Berbasis Sumber  [penyediaan dan |Kelompok
Daya Lokal i
produkpangan  [pengusaha
olahan pangan olahan
Pemantauan Stok, |Tersedianya Data Komoditi |Komodit 17 17 17 17
Pasokan Dan Harga [data harga per bulan i
Pangan pangan pokok | (komoditi) (17
Komoditi per
bulan)
Pengembangan Terlaksananya | Jumlah LDPM & 4 4 4 4
Usaha lembaga PUPM
Pangan Masyarakat [Model distribusi
dan Toko Tani Distribusi pangan
Indonesia Panganyang  [masyarakat
Efisien (PUPM__|(LDPM) yang
Pengelolaan dan Tersedianya Jumlah Ton 15 17 18 13,59
i i cadangan
Cadangan Pangan  [cadangan pangan
Kabupaten/ Kota pangan Kota pemerintah
yangtersedia
terhadap total
kebutuhan
daerah
Koordinasi dan Terlaksananya |Jumlah Kali 2 2 2 2
isasi idan idan
Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota Cadangan Cadangan
Pangan Pangan
Penyusunan Tersedianya Jumlah Dok 1 1 1 1
Rencana Kebutuhan |rencana dokumen
Pangan Lokal kebutuhan rencana
panganlokal [kebutuhan
I3 i 8\ Ton 15 17 18 13,59
Cadangan Pangan  [Cadangan Cadangan
Pemerintah Pangan Daerah) |Pangan Daerah
Kabupaten/ Kota
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Pemeliharaan Terlaksananya [Jumlah Ton 15 17 18 13,59
CadanganPangan  [Pemeliharaan [cadangan
Pemerintah Cadangan pangan yang
Kabupaten/Kota  |Pangan terpelihara
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
Pelaksanaan Tercapainya Jumlah kka/ 2,161,5| 2.288 | 2.269 2.318,40
Pencapaian Target |Target konsumsi kap/ hari
Konsumsi Pangan  [Konsumsi energi
Perkapita/Tahun  [Pangan
sesuai dengan Perkapita/
Angka Kecukupan  [Tahun sesuai
Gizi dengan Angka
Kecukupan Gizi
Penyusunandan  |Terlaksananya |Dokumen dok 1 1 1 1
Penetapan Target  |Analisis dan analisis PPH
Konsumsi Pangan  |Penyusunan
per Kapita per Pola Konsumsi
Tahun dan Suplai
Pangan
Terlaksananya [Jumlah Kipk 8 8 8 8
kegiatan kelompok
pekarangan yang
sebagai sumber |melaksanakan
pangandangizi |kegiatan
keluarga pemanfaatan
Pemberdayaan Terlaksananya [Jumlah Kel 41 41 41 o
Masyarakat dalam [lombaB2SA  |Kelurahan yang
Penganekaragaman |dalam mengikuti
Konsumsi Pangan Lomba B2SA
Berbasis Sumber  |man Konsumsi | Tingkat Kota
Daya Lokal [Pz Jumlah Kali 2 2 2 2
[Feeeb pelaksanaan
sumberDaya  [oromosi
Jumlah kali 2 2 2 o
pelaksanaan
sosialisasi
825Adisekolah
PROGRAM % 25 20 20 33
rawan/rentan
PANGAN pangan pangan yang
ditangani
T keluraha 10 10 10 10
Kerawanan Pangan |, kelurahanyang [ n
Kewenangan
Kota
kerawanan
Hexzed pangan
Kewenangan
/
Koordinasi dan Terlaksananya [Jumlah keg 2 2 2 2
inkroni idan dan
Pangan
Kota
Pangan Pangan
Kabupaten/
Kota
PROGRAM % 85 85 85 88
bahan pangan
PANGAN yang
Pangan konsumsi
i Jenis pangan % 80 80 80 80
Pengawasan b segar yang
Pangan diawasi
Segar Daerah
keamanan
Kabupaten/Kota

pangan segar
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Tedaramama
penguatan
kelembag@an
keamanan
PIn@n seg@r
daerah kata

Tedaramma
registras
keamanan
PIn@n seg@r
253l tumitnihan
Kata

[lumiah atazuy
pang@n

PROGR AN
PIENLNIANG URLISAN
PIEMERINTAHAN
DR AH KABUP ATER|
KO

Meningatng

kegatan
penunfEng
urusan

pemerintah
daerah

capaian

100

100

dan

EvakiasiKiners
PeranghatDacrah

kualitas

[dan Evahasi
Kinerja

dan Braluasi
Kiner

i
Daerah

Dazrah

100

100

Tedaramm
Penyuzunan
Dakumen
Perencanaan
Perangiat
Daerah

Tedaramma
Kaardinasidan
Penyuzunan
Dakumen REA
zxPn

Tedaramma
Kaardinasidan
Penyuzunan
Dakumen
Perubahan REAL
zxPn

Tedaramma
Kaardinasidan
Penyuzunan
DRASKPD

Tedaramma
Kaardinasidan
Penyuzunan
Perubahan DPA
zxPn

Tedaramma
Kaardinasidan
Penyuzunan
Laporan
capaian Kinerp
dan ittizar
Realisasi

Heuangan
Dagrah

| ndministrasi

kegiatan

Perangkat
Daerah

kesangan
perangkat
darah

100

100
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2 [Teraisanama

[d2n Tunpngn
=

Teraksanama
Pelaksanaan
Panatausabaan
dan Penguyan/
veriiasi
Keuzngan SKFD

Terkaksananya
Koordinas dan
Penyusunan
Laparan
Eeuangan Ahir

[ternizanama
Koordimasi dan
Penyusunan
Laparan
Xeuangan
auianan/
Trwulanand
semesteran
)

Barang
pada

7er

Perangkat Dasrah

Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah

kegatan
[adminstras
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah

100

100

100

Teriaisanama

Penyusunan
Laparan Barang
Milik Daerah

pada SKPD

ngkat Daerah

kegatan

Dazrah

Kepegawaian
Perangkat
a2z rat

100

100

Teraizanama
sasiahizsn
Peraturan
Perundang.
Undangn

Umum
Dazrah

umum

Dacrah

100

100

Teraksanama
Penyedizan
Peralatan dan
Perlengapan
Kantar

Teraksanama
Penyedizan
Perakatan dan
Perlengapan
Kantor

Teraksanama
Penyediaan
Bahan Lagstic
Kantor
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Penyediaan
Barang Ctakan
dan
Penggandaan

Terl s ananys
Pemyediaan
Bafran Bacaan
dan Peraturan
Perumdang-
undangan

Terlgmananys
Penyelenggiras
nRapat
Kaardinasi dan
Konsult asi SKPD

Penunjang Urusan  |lantitasdan  [Penyediaan
Pemerintahan ralitas Jasa Penunjang
Dasrah pelayanan Unsan
Penunjang Pemerintahan
Urusan Dasrah
Pemerintahan
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1.1.5.

1.2,

Hubungan RENSTRA dengan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan di
Kementerian/Lembaga maupun di daerah, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB
bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta
pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi
berikutnya.

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan meliputi mencakup
tujuan dan strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan baik skala
nasional maupun skala daerah. Kebijakan umum pembangunan
berkelanjutan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus
enampuluh sembilan) strategi.

Pembangunan Ketahanan Pangan dalam hal ini yang menjadi
kewenangan Dinas Ketahanan Pangan mengambil bagian dari 17 (tujuh
belas) tujuan dan 169 (seratus enampuluh sembilan) strategi, Dinas
Ketahanan Pangan mendukung Tujuan Nomor 12 € Menjamin Pola
Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan”. Dengan Strategis:

a. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait
dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

b. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan
efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah;

c. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi
konsumen/ masyarakat mengenai manfaat produk tersebut;

d. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur;

e. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam
penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Stratejik Dinas Ketahanan

Pangan Kota Bima Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Bima Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5860);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumberdaya Lokal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/0OT.010/8/2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Klps/Rc.020/M/05/2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-
2023;




1.3.

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
20. Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kota Bima Tahun 2012 Nomor );

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 88);

22. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang
visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator
kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Sedangkan tujuan penyusunan
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah:

a.

Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan pemerintah Kota Bima dengan Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima.

Memberikan landasan operasional secara resmi dan arah pembangunan
ketahanan pangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bima,
sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil dengan rencana yang
ditetapkan;

Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada
Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
secara terpadu, terarah dan terukur.

Memudahkan seluruh jajaran dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023

disusun didasarkan pada:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klarifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran




h.

1.4.

Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023
(lembaran Daerah Kota Bima Tahun 20121 Nomor 234);

Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
melalui kebijakan dan progran ketahanan pangan dilaksanakan secara
sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber
daya secara efisien dan efektif;

Mewujudkan sinkronisasi dan sinegritas pembangunan ketahanan pangan
dengan arah kebijakan dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program RPJMD Kota
Bima Tahun 2018-2023 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dan
menyesuaikan rencana perubahan program di bidang tekhnis agar lebih
terarah dan terukur pada pemangku jabatan yang menjadi kewenangan
khususnya pada eselon III.

Hasil evaluasi Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi .

Hasil evaluasi Inspektorat Kota Bima,;

Sistematikan Penulisan

Adapun sistimatika Rencana Strategis Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota

Bima berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Pangjang dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang dan Rencana Pembangunan
jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

BAB I.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisasn
BAB 1I. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA BIMA
2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan




BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA
BIMA
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima
4.2.  Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PENUTUP




BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
65/Permentan/0T.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor) dan Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Ketahanan Pangan.

Berikut pelayanan dasar bidang ketahanan Pangan yang harus
dilaksanakan:

Gambar.2.1.
Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan
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2.1.1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil
produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk
memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas,
keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga
sumber yaitu : 1) produksi dalam daerah, 2) pemasokan pangan, dan 3)
pengelolaan cadangan pangan.

2.1.2. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan
Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan
efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat




memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu
dengan harga yang terjangkau.

Stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan untuk melindungi
pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha
pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap
pangan pokok. Dengan strategi penguatan system logistic daerah, stabilisasi
harga pangan di produsen dan konsumen, perluasan akses informasi
ketersediaan, pasokan dan harga pangan, Penguatan kelembagaan pangan yang
inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Daerah (di Bidang
Pangan).

2.1.3. Pelayanan Penganekaragaman konsumis dan Keamanan Pangan

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan
konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi
sumber daya lokal.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemenuhan kuantitas
dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui penetapan target pencapaian
angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan
gizi, penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan
pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi
Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Strategi yang dilakukan adalah dengan:
1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi
seimbang dan aman (B2SA).

- Pangan beragam artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan,
baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein,
vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam
jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda
sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi.

- Bergizi artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang
dibutuhkan oleh tubuh.

- Seimbang artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan
masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya
sesuai dengan Isi Piringku.

- Aman artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi
sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus
dilakukan dengan baik.

2. Peningkatan Konsumsi pangan berbasia sumber daya lokal

Keamanan Pangan terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar.
Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis,
bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah
kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,
merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Upaya yang dilakukan
adalah dengan penguatan system jaminan mutu pangan; peningkatan kapasitas




system pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan; dan
pembinaan dan pengawasan pangan.

2.1.4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Pelayanan Kerawanan pangan dan gizi dilakukan dalam rangka mencapai
kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Amanat UU
Pangan  kepada  pemerintah adalah membangun, menyusun, dan
mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi salah satunya terkait
sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan
gizi.

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan
pangan dan gizi. Kerawanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi
ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga
pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan standar fisiologi bagi
pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi
secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi
akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena : 1) tidak adanya
akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan
yang cukup, 2) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk
memperoleh pangan yang cukup, 3) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan
yang produktif individu/rumah tangga, 4) tidak terpenuhinya pangan secara
cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.
Kerawanan pangan sangt dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan
oleh tingkat pendapatannya.

Strategi yang dilakukan untuk pelayanan penanganan kerawanan pangan
adalah: Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; Penyaluran pangan
bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; Pengawasan
pemenuhan persyaratan gizi pangan; Peningkatan aksesibilitas pangan bagi
masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; Perluasaan akses informasi
kerawanan pangan dan gizi

2.1.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Oeganisasi berdasarkan Peraturan Walikota
Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam melakukan pelayanan dasar bidang ketahanan Pangan berikut
tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima:




Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

FUNGSI

TUGAS POKOK 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
Menyiapkan bahan koordinasi, pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
. 3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan,
perencanaa, rumusan kEb”akan' kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

pengendalian, pembinaan keamanan pangan;

administrasi, dan evaluasi kebijakan 4. Penmgkatlan }l‘uah‘tas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,. kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan

beserta pelaksanaanya dalam pangan;

Ilngkup ketatalaksanaan, 5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

kelembagaan, serta pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;

kinerja dan sumber daya aparatur 6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

7.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

[.  Kepala Dinas
Tugas :
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang ketahanan pangan.
Fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

C. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;

Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

II. Sekertaris
Tugas :
Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi
perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,, perlengkapan rumah
tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas

Fungsi :



a. Pengordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan
laporan dan evaluasi;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di
lingkungan dinas;
Pengelolaan urusan ASN; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,
urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan
barang milik daerah/negara.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian
umum dan kepegawaian;

b) Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan
pengembangan pegawai;

c) Pelaksanaan wurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan
pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun
pegawai;

d) Pelaksanaan wurusan tata usaha, kearsipan, rumah
tangga, keamanan dan kebersihan;

e) Pelaksanaan penataan administrasi barang milik
daerah/negara;

f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai;

g) Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program,
anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian
perencanaan dan keuangan;

b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

program;



II1.

c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di
bidang ketahanan pangan;

d) Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;

e) Pengupulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di
bidang ketahanan pangan;

f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang ketahanan pangan;

g) Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;

h) Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti
urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji
perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan
pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

i) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan
revisi anggaran; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan.

Fungsi :

a.

Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;

Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;

Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;

Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;



g.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

1.

Seksi Ketersediaan Pangan;

Tugas:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan
infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan laiinya.
Fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan
pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan
dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN);

c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan
pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;

e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan
Neraca Bahan Makanan (NBM);

f. Melakukan penyiapan bahan untuk penghitungan Pola Pangan
Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi
ketersediaan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang
ketersediaan pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, superfisi
dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumberdaya Pangan; dan
Tugas:
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi di bidang sumber daya pangan.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan
dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. Penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;




d. Penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan
infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan lainnya;

e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerawanan Pangan.
Tugas:
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan
Fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
b. Penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan penanganan kerawan pangan,;
Penyiapan bahan intervensi daerah arawan pangan;
e. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sitem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi;
f. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan
pangan daerah;
g. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang kerawanan pangan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Tugas :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan
cadangan pangan.

Fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga
pangan, dan cadangan pangan;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
distribusi pangan,harga pangan, dan cadangan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan,harga
pangan, dan cadangan pangan;

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi
pangan,harga pangan, dan cadangan pangan,;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan,harga
pangan, dan cadangan pangan;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;




g.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawabhi:
1. Seksi Distribusi pangan;

1.

Seksi distribusi Pangan:
Tugas:
Melakukan penyiapan koordinasi, penkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi
panga.
Fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;

b. Penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan,;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang distribusi pangan;

d. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan
distribusi pangan;

e. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan,;

f. Penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;

g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang distribusi pangan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Harga Pangan dan

Tugas:
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan,
pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
Fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga

pangan;
Penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan,;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan,;

d. Penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga

pangan;

e. Penyiapan bahan penyusunan prognosis neraca pangan;
f. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen

dan konsumen untuk panel harga;

g. Penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga

pangan;

h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang pasokan dan harga pangan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya



3. Seksi Cadangan Pangan.
Tugas:
Penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan
dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan
pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan
pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

d. Melakukan penyusunan pengadaan, pengelolaan dan
penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok
dan pangan pokok lokal);

e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan
pemerintah daerah;

f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan
pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan konsumsi dan keamanan pangan

Fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan,
penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di
bidangkonsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,
penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,;

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang,konsumsi pangan,
penganeragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

f.  Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
konsumsi pangan, penganeragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
1. Seksi Konsumsi Pangan;
Tugas:




Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian

pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi

pangan.

Fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi
pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi
pangan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan
per komoditas perkapita per tahun;

e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi
dan protein masyarakat per kapita per tahun;

f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan
untuk ketahanan pangan keluarga;

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi
pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan; dan

Tugas:
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian

pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi

pangan dan pengembangan pangan lokal.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan  koordinasi dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan
pangan lokal;

b. Penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan
pangan lokal;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi
panga dan pengembangan pangan lokal;

d. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal,;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;

f. Penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

g. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;




h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
penganekaragaman konsumsi pangan;

i. Penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan
pangan lokal;

j. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi panga dan
pengembangan pangan lokal; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Keamanan Pangan.

Tugas:
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan

pangan.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan
informasi keamanan pangan,;

b. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan
informasi keamanan pangan;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi
keamanan pangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang
beredar;

e. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan
segar;

f. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

g. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan
pangan;

h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerjasama dan informasi keamanan pangan,;

i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan
pangan;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah
sesuai dengan tugas dang fungsinya.
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2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan
asset/modal.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

1. Berdasarkan Golongan/ Pangkat
Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi.
Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan
data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai dilingkungan Dinas
Ketahanan Pngan kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.
Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima hanya
memiliki pegawai struktural tidak memiliki pegawai Fungsional.
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memiliki pegawai sebanyak 24 orang
terdiri dari 24 orang PNS dan 15 orang Pegawai Non PNS.
Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
terdiri dari :

Tabel 2.1.
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Berdasarkan Golongan/Pangkat
Tahun 2021
Golongan/ o
Pangkat A b c d Jumlah %
v 3 1 1 0 5 20,83 %
111 2 2 4 9 17 70,83 %
1I 0 0 0 2 2 8,33 %
I 0 0 0 0 0 0%
JUMLAH 5 3 5 11 24

Gambar. 2.3. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan
Golongan /Pangakat

Jumlah PNS Menurut Golongan
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2. Berdasarkan Jabatan
Gambar. 2.4. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS Menurut Jabatan
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Dari tabel pegawai berdasarkan golongan dan pangkat terlihat bahwa Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima didominasi oleh pegawai bergolongan III
sebanyak 70,83 %.

2. Berdasarkan Pendidikan

Gambar. 2.5. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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M Pria 2 6 0 1 0 1 0 0
m Wanita 0 13 0 0 0 1 0 0
B Jumlah 2 19 0 1 0 2 0 0

Dari Gambar 2.4 terlihat bahwa PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
tingkat pendidikan Strata-2 berjumlah 2 orang, Strata-1

berjumlah 19 orang, Diploma III berjumlah 1 orang, dan tamat SMU/sederajat
berjumlah 2 orang.




Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai pria di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima sebanyak 10 orang atau 42 %, dan jumlah
pegawai wanita tercatat sebanyak 14 orang atau 58 % dengan demikian
jumlah pegawai wanita di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melebihi
standar/komposisi anjuran pemerintah yaitu sebesar 20 % dari jumlah
keseluruhan pegawai.

Selain didukung oleh pegawai PNS, saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima dibantu oleh 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.
Dalam lima tahun ke depan masih terdapat kebutuhan pegawai sesuai dengan
rincian analisis jabatan yang ada. Jumlah pegawai yang ada saat ini dan
kebutuhan berdasarkan usulan Rencana SOTK Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Jumlah
Jumlah Kondisi
Kebutuhan | SDM Saat Tenaga
Nama Jabatan SDM s.d Ini (s.d 8
Kontrak
Tahun semester
2024 | Tahun
2021)
1 2 3 4 5 6=3-435
212 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan 1 1 0
Sekretariat Dinas Ketahanan
Pangan
213 Sekretaris Dinas Ketahanan 1 1 0
Pangan

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Ketahanan
Pangan

Kepala Sub Bagian Umum dan
214 Kepegawaian Dinas Ketahanan 1 1 0
Pangan

Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Dinas Ketahanan
Pangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan

Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

215

Kepala Bidang Ketersediaan dan

216 Kerawanan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan

Kepala Seksi Ketersediaan

217
Pangan

Seksi Sumberdaya Pangan

Kepala Seksi Sumberdaya

218 Pangan

Seksi Kerawanan Pangan 0

219 Kepala Seksi Kerawanan Pangan 1 1 0

Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan

220




Jumlah

Jumlah Kondisi
Kebutuhan | SDM Saat Tenaga Kurang-/
Nama Jabatan SDM s.d Ini (s.d = .g
Kontrak Lebih
Tahun semester
2024 [RELT
2021)
1 2 3 4 5 6=3-435
Seksi Distribusi Pangan 0
221 | Kepala Seksi Distribusi Pangan 1 1 0
Seksi Harga Pangan
222 | Kepala Seksi Harga Pangan 1 1 0
Seksi Cadangan Pangan
223 | Kepala Seksi Cadangan Pangan 1 1 0
Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan
294 Kepala Bidang Konsumsi dan 1 1 0
Keamanan Pangan
Seksi Konsumsi Pangan
225 | Kepala Seksi Konsumsi Pangan 1 1 0
Seksi Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
226 Kepala S§k5| Penganekaragaman 1 1 0
Konsumsi Pangan
Seksi Keamanan Pangan
227 | Kepala Seksi Keamanan Pangan 1 1 0
B Jabatan Fungsional, Pelaksana
. dan Jabatan Lainnya
1732 Analis Ketahanan Pangan 1 1
Pertama
1733 | Analis Ketahanan Pangan Muda 1 1
Sekretariat Dinas Ketahanan
Pangan
Pengelola Pemanfaatan Barang
1734 1 1
3 Milik Daerah 0
1735 | Pengelola Kepegawaian 1 1 0
1736 | Pranata Kearsipan 1 1
1737 | Sekretaris 0
1738 | Pengadministrasi Umum 1 2 -1
1739 | Pengemudi 1 -1
1740 | Pramu Kebersihan 1 -1
1741 | Petugas Keamanan 1 -1
1742 Penyusun Program Anggaran 1 1
dan Pelaporan
1743 | Bendahara 1 1 0
1744 | Pengelola Gaji 1 1 0
1745 Pengadministrasi Perencanaan 1 1
dan Program
1746 Pengolah Data Laporan 1 1
Keuangan
1747 | Pengadministrasi Keuangan 1 1




Jumlah
Jumlah Kondisi
Kebutuhan | SDM Saat
Nama Jabatan SDM s.d Ini (s.d
Tahun semester
2024 (RELUT]
2021)

1 2 3 4 5 6=3-435

Tenaga Kurang-/

Kontrak Lebih

Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

1748 | Analis Pangan 1 1
1749 | Pengelola Ketahanan Pangan 1 1
1750 | Pengadministrasi Umum 1 1 3 -3
Pengelola Budidaya dan
1751 | Pengembangan Tanaman 0
Pangan
1752 | Penyuluh Pangan 1 1
1753 | Pengelola Ketahanan Pangan 1 1
1754 | Pengelola Pola Pangan Harapan 1 1
1755 | Pengolah Data 1 1
0
Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan
1756 | Analis Pangan 1 1
1757 Pengelola Distribusi dan 1 1
Pemasaran
1758 | Pengelola Pemasaran 1 1
1759 | Pengawas Harga Pangan 2 2 0
1760 | Pengolah Data 1 1
1761 | Pengelola Ketahanan Pangan 1 1
1762 | Pengelola Gudang 1 1
1763 | Pengadministrasi Umum 3 -3
1764 | Penyuluh Pangan 0
Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan
1765 Analis Pola Konsumsi Pangan 1 1
Masyarakat
1766 | Pengelola Pola Pangan Harapan 1 1
1767 | Pengadministrasi Umum 1 1 4 -4
1768 | Pengolah Data 1 1
1769 Pengelola Penganekaragaman 1 1
Pangan
1770 | Analis Pangan 1 1
Pengelola Keamanan Pangan
1771 | Segar dan Pangan Jajanan Anak 1 1
Sekolah
1772 Pengelola Perlindungan 1 1
Tanaman Pangan
Jumlah 51 23 15 13




Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa kinerja 23 pegawai sesuai jumlah
kebutuhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima bisa ditangani oleh 23
pegawai ditambah dengan 15 tenaga kontrak.

2.2.2. Sumber Daya Sarana rasarana

Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya
secara efisien dan efektif, agar sumberdaya yang ada dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu sumber daya yang harus dikelola
dengan baik adalah barang milik daerah atau yang biasa dikenal dengan aset
daerah. Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dikelola dengan
baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Aset Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai Dinas
Ketahanan Pangan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan

lainnya yang sah.

Aset yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima per Desember 2020
adalah senilai Rp.1.759.173.179,89. Aset tersebut terdiri dari posisi BMD di
Neraca yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3. Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima per
Desember 2019-2020

Saldo Per 31 Saldo Per 31
Desember 2019 Desember 2020
1.

Aset Tetap
a. Tanah 3.575.000,00 3.575.000,00
b. Peralatan dan Mesin 1.172.120.733,31 1.219.344.533,31
c. Gedung dan Bangunan 1.757.075.375,90 1.757.075.375,90
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.500.000,00 11.500.000,00
2. Aset Lainya - -
3. Akumulasi Penyusustan (1.229.104.229,32) (1.058.336.679,32)
JUMLAH 1.759.173.179,89 1.882.716.929,89

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota bima Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.4 Aset tetap yang dimiliki dinas terdiri dari tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset
yang ada tersebut tidak semuanya dalam kondisi baik, dari total aset tersebut
terdapat aset yang merupakan aset rusak berat/ usang senilai
Rp.204.460.500,33, serta masih ada kebutuhan aset yang belum terpenuhi.
Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi
kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan
representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Ketahanan
Pangan pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai
berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan Internet, dan

mesin faksimili;



w

Perangkat komputer (laptop dan PC) untuk mendukung kegiatan
administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan
ketersediaan printer , dan server;

4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan
LCD proyektor;

Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam
melaksanakan pekerjaan, air conditioner (AC), kipas angin, dan televisi;

6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

o

Berikut tabel rekapitulasi dukungan sarana dan prasarana perkantoran

pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima:

Tabel. 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

No. ‘ Sarana Prasarana Jumlah Kondis:n((le::il;{?l;i::urang,
1, Meja 2 Biro 29 Kurang Mencukupi
2. Kursi Tamu / Sofa 1 Kurang Mencukupi
3. Laptop Note Book 1® Kurang Mencukupi
4. PC Unit 3 Kurang Mencukupi
S. Printer 8 Kurang Mencukupi
6. Kursi Tunggu 1 Kurang Mencukupi
7. Scanner 1 Kurang Mencukupi
8. Proyektor 2 Kurang Mencukupi
9. Kamera 3 Kurang Mencukupi
10. Alat pendingin/AC 4 Kurang Mencukupi
11. Lemari Es/Kulkas 1 Kurang Mencukupi
12. Kipas Angin S Kurang Mencukupi
13. Televisi 1 Kurang Mencukupi
14. Mobil Dinas 1 Kurang Mencukupi
15. Sepeda Motor 8 Kurang Mencukupi
16. Gps 1 Kurang Mencukupi
17. Filling Besi / Metal 4 Kurang Mencukupi
18. Kursi Kerja Pegawai 26 Kurang Mencukupi
19. Kursi Putar 9 Kurang Mencukupi
20. Peti Uang 1 Kurang Mencukupi
21. Kursi Kerja Esellon III 5 Kurang Mencukupi
22. Meja Rapat 6 Kurang Mencukupi
23. Papan Visual 4 Kurang Mencukupi
24. Rak Piring 1 Kurang Mencukupi
25. Handycam 1 Kurang Mencukupi
26. Warlees 1 Kurang Mencukupi
27. Ups 1 Kurang Mencukupi
28. Harddis 3 Kurang Mencukupi
29. Lemari Kaca/ Etalase 5 Kurang Mencukupi
30. Mesin Pompo Air 1 Kurang Mencukupi
31. Mesin Pemotong Rumput 1 Kurang Mencukupi

Sumber: Sekretaiat Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima (2021)




2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
2.3.1. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Tabel.2.5 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran di Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima Tahun 2020

No.

Bidang ‘ Jenis Pelayanan ‘ Rincian Pelayanan ‘

1. Sekretariat - Administrasi - Pejabat dan staf di Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima

- Pelayanan surat menyurat - Mitra pembangunan di Dinas Ketahanan
Pangan

- Data, rencana kerja, anggaran
dan evaluasi internal

2. Bidang Ketersediaan Pelayanan Ketersediaan - Menyusun sistem informasi ketersediaan

dan Kerawanan Pangan pangan

Pangan - Mengkaji ketersediaan dan kebutuhan
pangan

- Kondisi ketersediaan pangan di daerah-
daerah sentra produksi pangan,
distributor, RPH/RPA, penggilingan yang
mudah diakses jika terjadi gejolak harga
dan pasokan

Pelayanan Penanganan - Penyediaan data dan informasi tentang

Kerawanan Pangan situasi pangan dan gizi Kota Bima

- Pengembangan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG)

- Penanggulangan kerawanan pangan
melalui intervensi bantuan sosial
berdasarkan hasil invenstigasi Tim SKPG

- Menyusun Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan

3. Bidang Distribusi dan Pelayanan Dasar Distribusi - Pengembangan Lembaga Distribusi

Cadangan Pangan dan Cadangan Pangan Pangan Masyarakat (LDPM)

- Melakukan pengumpulan data/ informasi
dan menganalisis harga, distribusi dan
akses pangan

- Melakukan pengumpulan data dan
pemantauan harga, pasokan pangan,
akses pangan, kendala distribusi pangan,
kondisi sarana dan prasarana kelancaran
distribusi pangan

- Menyediakan informasi yang mencakup:
- Kondisi harga pangan ditingkat

produsen dan konsumen (harian/
mingguan/ bulanan)

- Kondisi iklim yang dapat mengganggu
kelancaran distribusi pangan

- Bulan-bulan yang sering terjadi
hambatan pasokan pangan, akses
pangan di wilayah-wilayah (daerah
terpencil dll)

- Kondisi jalur distribusi pangan dan
daerah sentra produsen ke konsumen

Pelayanan Dasar Cadangan - Informasi kondisi cadangan pangan di

Pangan Kota Bima

- Pengembangan cadangan pangan
pemerintah

- Masyarakat non sentra produksi pangan

4. Bidang Konsumsi Pelayanan Konsumsi Pangan - Sosialisasi dan apresiasi penanganan

Pangan dan keamanan pangan, penyusunan dan

Keamanan Pangan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan

Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha




No.

Bidang ‘ Jenis Pelayanan

Rincian Pelayanan ‘

Workshop penanganan keamanan pangan
segar. Dengan kelompok sasaran pelaku
usaha

Informasi Pola Konsumsi Pangan
Masyarakat

Pelayanan Keamanan Pangan

Pembinaan keamanan pangan, kepada
pelaku usaha

Sosialisasi dan apresiasi penanganan
keamanan pangan penyusunan dan
pemantapan Dokumen Sistem Keamanan
Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha

Pemantauan keamanan pangan segar




2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Hasil kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 2017-2018 sebelumnya sebagaimana tercantum
dalam table berikut :

Tabel 2.6.
(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Indikator Kinerja Target | Target Target Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No sesuai Tugas dan NSPK IKK Indikator
Fungsi SKPD Lainnya 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 2017 2018

1) @) ©) ) (5) © | @ | ® ©) a0 | ay | (g2 | a3 | (149 as) | ae | @ | a8 | (19 (20)
1. Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan
1.1 Harapan (PPH) - - - 90,00 95,30 - - - 90,00 95,30 100 100

Persentase 100
1.2 | Peningkatan - - - 0 5% - - - 0 5% 0

ketersediaan

Pangan Utama

Persentase Pola 100 100
1.3 Konsumsi dan - - - 84,9 85,4 - - - 84,9 85,4

Suplai Pangan

Jumlah 2.266, 100 100
1.4 Ketersediaan Energi - - - 2.231,6 7 - - - 2.231,6 | 2.266,7

Jumlah 100 100
1.5 ketersediaan - - - 96 93,99 - - - 96 93,99

protein
1.6 Penguatan ) B B 0 5 ) B B 0 5 100 100

Cadangan Pangan

Jumlah konsumsi 100 100
1.7 | energi kkal/ kap/ - - - 2.189 2.190 - - - 2.189 2.190

hari
18 Persentase mutu 30 30 80 30 100 100

keamanan pangan




Tabel 2.7.

(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Rasio antara Realisasi

Anggaran pada Tahun ke- Fepelisend Angglz:r el Celbin dan Anggaran Tahun P Rata—;at;l
Uraian @= . ertumbuhan
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran | Realisasi
5 -6 -10 11 -15 -16 17 -18

BELANJA 3.752.516.330,12 | 4.289.699.403,24 3.538.668.809 | 4.026.333.961 | 94,30% 93,86% 12,52% | 12,11%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.822.504.330 | 1.759.699.403,24 1.781.851.776 | 1.648.536.845 | 97,77% 93,68% -3,57% -8,09%
BELANJA LANGSUNG 1.930.012.000,00 | 2.530.000.000,00 1.756.817.033 | 2.377.797.116 | 91,03% 93,98% 23,71% | 26,12%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISRASI PERKANTORAN 697.006.600 661.134.900 600.651.902 598.307.786 | 86,18% 90,50% -5,43% -0,39%
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.932.200 156.600.000 73.485.000 156.591.000 | 98,07% 99,99% 52,15% | 53,07%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air 58.400.000 37.200.000 39.071.784 15.470.795 | 66,90% 41,59% -56,99% -
dan Listrik 152,55%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 13.767.800 13.767.800 2.804.800 6.677.800 | 20,37% 48,50% 0,00% 58,00%
Kendaraan Dinas/operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 44.388.000 46.488.000 42.930.000 46.488.000 96,72% 100,00% 4,52% 7,65%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 40.000.000 39.775.000 39.238.500 | 99,44% 98,10% 0,00% -1,37%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000 55.000.000 43.927.000 38.840.000 67,58% 70,62% -18,18% -13,10%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan o o _ _
Perandang undangan 62.580.000 22.260.000 62.460.000 10.780.000 | 99,81% 48,43% 181.13% | 479.41%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 34.000.000 25.834.200 23.700.000 25.688.500 | 69,71% 99,44% 31,61% | 7,74%
Eﬁi‘ra]t;:eiipat'}?apat Koordinasi dan Konsultasi Ke 278.938.600 228.054.900 247.538.318 | 225.598.191 | 88,74% 98,92% | -22,31% | -9,73%
gzge‘rﬁm Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 25.000.000 35.930.000 24.960.000 32.935.000 | 99,84% 91,66% | 3042% | 24.21%
EISSSAR%A%PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 136.490.000 141.890.000 82.331.731 88.547.102 | 60,32% 62,41% 3,81% 7,02%
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.490.000 53.890.000 45.331.500 53.800.000 97,51% 99,83% 13,73% 15,74%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 30.000.000 28.000.000 25.076.231 21.777.602 | 83,59% | 77,78% | -7,14% | -15,15%
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 30.000.000 40.000.000 5.424.000 8.254.500 | 18,08% 20,64% 25,00% | 34,29%
Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 30.000.000 20.000.000 6.500.000 4.715.000 | 21,67% 23,58% -50,00% | -37,86%
Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000 31.000.000 24.786.000 30.580.000 | 99,14% 98,65% 19,35% | 18,95%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 25.000.000 31.000.000 24.786.000 30.580.000 99,14% 98,65% 19,35% 18,95%
il;gSAR%AI}\fQPENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 12.950.000 10.000.000 12.950.000 9.250.000 | 100,00% 92,50% -29,50% | -40,00%
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 12.950.000 10.000.000 12.950.000 9.250.000 100,00% 92,50% -29,50% -40,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM . 0 . .
PELAPORAN CAPAIAN KINERJAGKEUANGAN 133.500.000 151.100.000 133.500.000 151.100.000 | 100,00% | 100,00% 11,65% | 11,65%
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 8.000.000 25.600.000 8.000.000 25.600.000 100,00% 100,00% 68,75% 68,75%




Rasio antara Realisasi

_ Realisasi Anggaran pada Tahun Rata-rata
Uraian Anggaran pada Tahun ke ke- dan Angg;ran Tahun Pertumbuhan
e-
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran | Realisasi
-5 -6 -10 -11 -15 -16 -17 -18

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja o o o o
Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 832.415.400 1.474.875.100 811.577.000 1.440.210.628 97,50% 97,65% 43,56% 43,65%
Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan 76.565.000 - 76.350.000 - 99,72% 0,00% #VALUE! | #VALUE!
Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 26.175.000 51.875.000 26.175.000 51.384.000 100,00% 99,05% 49,54% 49,06%
gﬁ%‘f;;r; frfgfls dan Penyusunan Pola Konsumsi dan 25.410.400 38.400.000 25.410.000 37.461.600 | 100,00% 97,56% 33,83% | 32,17%
g(;%ira;tlzlan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 26.750.000 101.565.000 26.750.000 100.332.600 100,00% 98,79% 73,66% 73,34%
Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk 77.695.000 141.765.000 77.382.000 136.288.000 | 99,60% 96,14% 45,19% | 43,22%
Pengembangan Pangan
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 37.600.000 269.935.000 37.600.000 268.927.218 100,00% 99,63% 86,07% 86,02%
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 55.790.000 422.720.000 53.060.000 416.342.108 95,11% 98,49% 86,80% 87,26%
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan 64.540.000 74.250.000 64.435.000 73.788.000 99,84% 99,38% 13,08% 12,68%
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman 89.240.000 65.840.000 88.790.000 65.555.000 99,50% 99,57% -35,54% -35,44%
Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa 26.800.000 22.950.000 26.800.000 22.765.263 100,00% 99,20% -16,78% -17,72%
ggﬁ‘éﬁm Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang 40.950.000 60.367.000 40.850.000 56.600.000 | 99,76% 93,76% 32,16% | 27,83%
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 51.275.000 45.157.100 42.985.000 42.572.100 83,83% 94,28% -13,55% -0,97%
Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 23.675.000 67.250.000 23.665.000 58.829.000 99,96% 87,48% 64,80% 59,77%
Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, 165.000.000 58.981.000 156.815.000 58.981.000 | 95,04% 100,00% |-179,75% |-165,87%
Seimbang dan Aman (B2SA)
Iéfzgi‘?;";‘{r;g?aksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan 44.950.000 53.820.000 44.510.000 50.384.739 | 99,02% 93,62% 16,48% 11,66%
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL o o B o ~ o
PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 92.650.000 60.000.000 91.020.400 59.801.600 98,24% 99,67% 54,42% 52,20%
Keglatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ 92.650.000 60.000.000 91.020.400 59.801.600 | 98,24% 99,67% | -54,42% | -52,20%
Pertanian Unggulan Daerah




2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mengahadapi beberapa tantangan dan
pelauang yang menjadi dinamika tersendiri dalam rangka mewujudkan
pencapaian Misi Pertama RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 “satu yaitu
“Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing”. Berikut adalah
beberapa tantangan dan peluang dimaksud:

2.4.1

2.4.2

a.

. Tantangan

a.Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik
demografinya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi;

b.Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam,
bergizi seimbang dan aman (B2SA);

c. Akses pangan masyarakat yang tidak merata;

d. Permasalahan gizi;

e. Perubahan Iklim global;

f. Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih
cukup tinggi;

g. SDM Pertanian, Regenerasi petani lambat.

h.Food loss and waste yang tinggi.

. Peluang

Adanya kebijakan regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,
Peraturan Walikota yang mendukung pembangunan ketahanan pangan;
Meningkatnya IPM, Peningkatan angka IPM nasional mendorong
perubahan pola konsumsi.

Tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk
menghasilkan dan mengembangkan produk yang mempunyai keunggulan
komparatif dan komperatif;

Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan
menjadi  peluang dalam  meningkatkan  ketersediaan  pangan,
mengembangkan  sistem  distribusi pangan yang efisien dan
meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.

Semakin mudahnya kelompok masyarakat mengakses informasi yang
dibutuhkan dan dapat membuka peluang dalam mengembangkan
kegiatan usahanya;

Kota Bima memiliki potensi pangan yang sangat besar dan
beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di
pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan
bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;

Banyaknya instansi yang terlibat dalam penanganan ketahanan pangan;
Keanekaragaman produk pangan lokal dari hulu hingga hilir dalam
bentuk olahan.




BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang
telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah tumbuhnya ekonomi
masyarakat. Tumbuhnya ekonomi diupayakan dengan memperkuat kapasitas
ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pemberdayaan
masyarakat masyarakat dan pembangunan usaha berbasis pertanian. Capaian
kinerja lainnya yaitu meningkatnya kualitas konsumssi pangan masyarakat
untuk mendukung peningkatan pembangunan sumber Daya Manusia menuju
masyarakat yang sejahtera.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam
menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal.
Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana
serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran
besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi
dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Bima.
Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara
optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana
serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran
besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi
dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Bima.
Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara
optimal guna mewujudkan pencapaian organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kota Bima selama lima
tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami
kemajuan atau keberhasilan. Dalam wupaya melanjutkan pembangunan
ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan
kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam
asek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan
ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu
ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana,
sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang ada di Kota
Bima:




Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalaahn Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

u Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah

Belum optimalnya
profesionalisme dan
kompetensi PNS.

- Persentase PNS
berpendidikan tinggi masih
perlu ditingkatkan

- Jumlah PNS bersertifikasi
teknis masih sedikit
Kesesuaian pendidikan
dan jabatan masih perlu
ditingkatkan

Kurangnya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur

2. | Belum optimalnya
ketersediaan dan
keterjangkauan
pangan yang
beragam, bergizi
seimbang dan aman

Belum optimalnya
ketersediaan energi dan
protein

1. Perlunya data ketersediaan

pangan

2. Keterbatasan sumber daya
pangan

3. Masih adanya daerah rawan
pangan

Keterjangkauan pangan
masyarakat tidak merata
antar waktu dan antar
wilayah.

1. Harga pangan strategis yang
fluktuatif.

2. Panjangnya rantai pasok
dan jaringan distribusi
pangan

3. Rendahnya akses pangan
pada kondisi tertentu

Konsumsi pangan
masyarakat yang belum
Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman

1. Kurangnya ketersediaan
pangan yang beragam,
bergizi seimbang dan
aman di tingkat rumah
tangga.

2. Kurangnya pemahaman
dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya
mengkonsumsi pangan yang
beragam, bergizi, seimbang
dan aman.

3. Belum optimalnya
pengembangan dan
pemanfaatan pangan
lokal di Kota Bima

Masih adanya pangan
segar tidak aman yang
beredar di masyarakat

1. Belum efektifnya
penanganan dan
pengawasan keamanan
pangan segar.

2. Kurangnya pengetahuan
dan kesararan produsen
tentang keamanan pangan

3. Kurangnya kesadaran
masyarakat akan
pentingnya pangan segar
yang aman.

Perlunya jaminan mutu pada
Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT)

1. Kurangnya pengujian
pangan segar yang beredar

2. Belum semua pangan segar
asal tumbuhan yang beredar
memenuhi persyaratan
jaminan mutu




3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Pemerintah Kota Bima merupakan gambaran kondisi masa depan yang

dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019-
2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode
perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kota Bima yang akan
diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada
umumnya.

3.2.1. Visi
Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Visi
pembangunan daerah jangka menengah Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah :

Tabel 3.2: Visi Pemerintah Kota Bima

Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

"Mewujudkan Kota Bima Kota Bima yang | terbentuknya suatu komunitas yang mampu
yang BERKUALITAS dan Berkualitas berfikir secara komperhensip dan selalu
SETARA menuju mengantisipasi tuntutan di masa depan,
masyarakat yang Maju dan memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan
Mandiri" berwawasan, serta memiliki kemampuan,

keterampilan, dan keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan diberbagai bidang serta
sector pembangunan. Masyarakat yang
berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek
penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek
psikis dan intelektual serta aspek kultural.

Masyarakat suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat
Sejahtera secara keseluruhan menjadi lebih baik dan
lebih menyenangkan dari keadaan

sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi
ini dapat dicapai dengan mengupayakan
peningkatan ekonomi produktif dan
pemerataan pembangunan serta Keadilan
sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat
dengan meningkatkan keberpihakan kepada
masyarakat lemah, kelompok rentan dan
wilayah yang masih tertinggal

Transparan keterbukaan atas semua tindakan dan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah
Akuntabilitas proses pertanggungjawaban terhadap

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dilakukan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

Lingkungan lingkungan Kota yang bisa memberikan akses
Perkotaan yang kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil
Ramah bagi seluruh warganya serta dapat

meningkatkan vitalitas, sumber daya serta
potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
Masyarakat masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan
Agamais hukum, memelihara kerukunan internal dan
antar umat beragama

3.2.2. Misi
Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh
peraturan perundangan kepada Pemerintah Kota Bima, maka terdapat 5 Pokok




Visi yang diturunkan menjadi Misi Pemerintah Kota Bima seperti tertera dalam
Tabel Berikut:

Tabel 3.3. Pokok Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima

Kota Bima yang | Misi Pertama : Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik
Berkualitas Mewujudkan masyarakat secara kolektif maupun individual memiliki
Berkualitas yang Berdaya wawasan yang luas, cara berfikir komperhensip
Saing dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa
depan, memiliki sikap positif, berperilaku
terpuji, serta memiliki kemampuan,
keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan
kebutuhan diberbagai bidang serta sektor
pembangunan.
Masyarakat Misi Kedua : e Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan
Sejahtera Mewujudkan Masyarakat masyarakat secara signifikan yang terlihat dari
Sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat
pemerataan pembangunan disertai denganpemerataan  pertumbuhan
dan ekonomi daerah. selain itu juga dengan
Peningkatan Ekonomi memberikan keberpihakan/affirmatif dalam
Masyarakat yang Berbasis peningkatan konomi khususnya kepada
Pengembangan Produk masyarakat lemah, kelompok rentan dan
Unggulan wilayah yang masih tertinggal.

e Peningkatan ekonomi masyarakat akan
berbasis pada potensi produk unggulan yang
ada di Kota Bima

e baik di sektor pertanian maupun non
pertanian, yang pada pengembangannya dapat
memberikan lapangan kerja baru dan nilai
tambah ekonomi;

Transparan dan | Misi Ketiga : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang
Akuntabilitas Menghadirkan Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotis
Penyelenggaraan memelalui pelaksanaan tahapan-tahapan
Pemerintahan dengan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan
mengedepankan Prinsip Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan
Yang Baik. pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi
masyarakat dan swasta dalam = proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Lingkungan Misi Keempat: Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa

Perkotaan yang
Ramah

Mewujudkan Lingkungan
yang Berkualitas dan
Ramah, melalui
Penyediaan Infrastruktur
Pendukung Perkotaan
yang terintegrasi dengan
Pengurangan Resiko
Bencana

memberikan akses kemudahan, kenyamanan,
keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta
dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta
potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota
Bima yang masih memiliki potensi terjadinya
bencana terutama bencana banjir, maka
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan
akan difokuskan terintegrasi dengan upaya
pengurangan risiko bencana;

Masyarakat
Agamais

Misi Kelima : Mewujudkan
Masyarakat yang
Berkarakter dan Agamais

Terwujudnya  masyarakat yang memiliki
keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi
aturan hokum negara dan agama, memelihara
kerukunan internal dan antar umat beragama
serta memiliki karakter individu dan komunitas
yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman
dan pengamalan yang benar dan baik.




3.2.3. Tuyjuan

Menjabarkan misi pembangunan ekonomi dari 5 misi utama Pemerintah Kota Bima, berikut

keterkaitan nya dengan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bima seperti terlihat pada gambar

dibawah ini:

Gambar. 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPIJMD
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Visi:
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Dalam setiap perspektif, dilakukan pengukuran atas Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2023, sesuai
dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD atau dokumen
pendukung lainnya.

Ketrkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta indikatorr kinerja
beserta Target tahunan dari Tujuan Pemerintah Kota Bima dengan Resntra Dinas
Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas

ViISI . X VIsI
WALIKOTA dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju
Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yan
Mmisl 1 wulu yarakat Berkualltasyang |y
Berdaya Saing
| — RPJMD
TUJUAN : ; TUJUAN
e MenmgkatnyiAKuallt_as Sumberdaya A
DAERAH anusia DAERAH
. SASARAN
S?:::C:‘ Meningkatnya Ketahanan Pangan KEPALA
DAERAH Indikator: Indeks Ketahanan Pangan DAERAH _J
|
TUJUAN Meningkatnya Ketahanan Pangan TUJUAN —> RENSTRA
ESELON II ESELONII Indikator: Indeks Ketahanan Pangan ESELONII
| 1
SASARAN | SASARAN Il
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan Meningkatnya pola k i pangan
dan Distribusi Pangan Masyarakat yang beragam
Indikator : Indikator: . . In:ira;or: »
Persentase penyediaan Stabilitas Harga Pangan EEED z;se | °_1 EnEEICED
Pangan Utama (beras) ditingkat uplai Pangan
| I
Meningkatnya diversifikasi Meningkatnya Penanganan
pangan masyarakat Kerawanan pangan

Meningkatnya Pengawasan

i " Keamanan Pangan
Angka ketersediaan energi Persentase kelurahan rawan/ ¢

rentan pangan yang
ditangani Presentase bahan pangan
yang aman konsumsi

Angka ketersediaan protein




Tabel. 3.4.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD, Tujuan Sasaran dan Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan

RPJMD *) Renstra Dinas Ketahanan Pangan
Inz;:(a Indikat Target Kinerja Tujuan OPD Target Sasaran
- . Tujuan Indikator Sasaran Tujuan or SASARAN Satu Tar,
Visi Ll : Sasara : Tujuan | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 oPD IKUOPD | s etg 201 | 202 | 202 | 202 | 202
n 9 0 1 2 3 9 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Mewujud Misi ke-1:] Meningkat Indeks Meningkat Indeks Meningkat Indeks 63, 63, 63, 63, 63, Meningkatn | Persentas % 25 18 20 22 24 25
kan Kota Mewujud| nya Pembangu nya Ketahan| nya Ketaha 00 50 58 60 65 ya e
Bima kan Kualitas nan Ketahanan an ketahanan nan Ketersediaa | Ketersedi
yang Masyarak| Sumber Manusia Pangan Pangan | pangan Pangan n, aan
berkualit at Daya Cadangan Pangan
as dan Berkualit§ Manusia dan Utama
Setara s yang Distribusi Stabilitas % <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Menuju Berdaya Pangan Harga
Masyarak | Saing Masyarakat | Pangan
at Yang (beras)
Maju dan ditingkat
Mandiri konsume
n(Cvs
10%)
Meningkat Persentas %
nya pola e Pola 89,6 84, 0,9 87, 88, 89,
konsumsi Konsumsi 5 0 3 6
pangan dan
masyaraka | Suplai
tyang Pangan
beragama
n

Sumber data *): RPJMD




Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan
(Meningkatnya Ketahanan Pangan) sangat berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang
dikuasai untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi, Sasaan Program Walikota dan Wakilwalikota Bima
Tahun 2018-2023

visi RPJMD 2018-2023: Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju
masyarakat yang maju dan mandiri

Misi RPJMD 2018-2023: ke-1: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing

Sasaran RPJMD Kota Bima 2018-2023: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Program
Walikota dan
Wakilwalikota

Permasalahan
Pelayanan Perangkat
IDETS ¢V

Penghambat

- Program

1 Peningkatan
Diversifikasi
dan Ketahanan
Pangan
Masyarakat

- Program
Penanganan
Kerawanan
Pangan

- Program
Pengawasan
Keamanan
Pangan

- Kualitas konsumsi

pangan masyarakat
belum memenuhi
kaidah B2SA
(Beragam, Bergizi,
Seimbang, dan
Aman)

Kualitas SDM masih
terbatas

Kualitas koordinasi
antar sektor, baik top
daown bottom up
belum sepenuhnya
optimal.

Inkonsistensi
kebijakan masih sering
terjadi

Keterbatasn
sumberdaya baik dari
sarana prasarana dan
anggaran

- Lingkungan kerja
yang kondusif
didukung dengan
sarana dan
prasarana kerja
yang relatif
memadai akan
menunjang
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
OPD

- Teknologi
informasi dan
komunikasi yang
semakin
berkembang
melalui berbagai
media, sangat
mendukung
proses
perencanaan,
pengambilan
keputusan dan
penetapan
program
pembangunan
kota.

3.3.

Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran utama RENSTRA Badan Ketahanan Pangan periode 2020-2024

adalah:
(1)

produksi dalam negeri;

(2)

Terwujudnya peningkatan distribusi
didukung dengan pengawasan distribusi

pangan

Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari

dan aksesibilitas pangan yang

untuk mencegah



spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam
rangka memperkuat stabilitas harga;

Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai
skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2020)

Tabel. 3.6.
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau dari Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementerian Pertanian/ Badan Ketahanan Pangan Pusat
Tahun 2020-2024

Sasaran Jangka

Permasalahan
Menengah
Pelayanan Perangkat
Renstra BKP Daerah Pengh )
Pusat enghambat Pendorong
- Tercapainya - Kualitas konsumsi - Kualitas SDM masih - Lingkungan kerja
1 peningkatan pangan masyarakat terbatas yang kondusif
ketersediaan belum memenuhi - Kualitas koordinasi didukung dengan
pangan yang kaidah B2SA antar sektor, baik top sarana dan
bersumber dari (Beragam, Bergizi, daown bottom up prasarana kerja
produksi dalam Seimbang, dan belum sepenuhnya yang relatif
negeri; Aman) optimal. memadai akan
- Terwujudnya - Inkonsistensi menunjang
peningkatan kebijakan masih sering pelaksanaan tugas
distribusi dan terjadi pokok dan fungsi
aksesibilitas - Keterbatasn OPD
pangan yang sumberdaya baik dari - Teknologi
didukung sarana prasarana dan informasi dan
dengan anggaran komunikasi yang
pengawasan semakin
distribusi berkembang
pangan untuk melalui berbagai
mencegah media, sangat
spekulasi, serta mendukung
didukung proses
peningkatan perencanaan,
cadangan beras pengambilan
pemerintah keputusan dan
dalam rangka penetapan
memperkuat program
stabilitas pembangunan
harga; kota.
- Tercapainya
peningkatan
kualitas
konsumsi
pangan
sehingga
mencapai skor
Pola Pangan
Harapan (PPH)
sebesar 92,5
(tahun 2020)

3.3.1. Telaahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Katahanan Pangan Kota Bima
adalah sebagai berikut:




Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
NTB

e Meningkatnya
Ketersediaan
Komoditas
Pangan Strategis;

e Meningkatnya
Stabilitas Harga
Komoditas
Pangan Pokok
Strategis;

e Meningkatnya
Konsumsi
Pangan
Masyarakat yang
Beragam, Bergizi,
Seimbang dan
Aman (B2SA).

Tabel 3.7.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Ditinjau

Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Dinas Ketahanan
Pangan

Meningkatnya
Ketersediaan,
Cadangan
Distrubisi
Masyarakat

dan
Pangan

dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas

Faktor

Penghambat

e Belum optimalnya
pemanfaatan
pangan lokal

e Belum optimalnya
pengadaan
Cadangan Pangan
Pemerintah

Pendorong

Tersediannya pangan
lokal

Gudang penyimpanan
tersedia

Adanya dukungan
program kegiatan
pusat dan provinsi
Jalur distribusi
pangan lancer

Meningkatnya pola

konsumsi pangan
masyarakat yang
beragam

e Penganekaragam
pangan belum
optimal

e Masih belum
idealnya PPH
Ketersediaan

e Belum optimalnya
pemanfaatan lahan
untuk
pengembangan
tanaman
hortikultura dan
perkebunan.Masih
tingginya fluktuasi
harga produksi
komoditi

e Tingginya
ketergantungan
petani terhadap
pupuk anorganik
dan
penggunaannya
melampaui dosis
rekomendasi.

e Masih tingginya
kesadaran tentang
kemanan pangan
dimasyarakat.

Adanya keinginan
Pemerintah Daerah
untuk melahirkan
payung hukum
(PERDA, dll) tentang
pemanfaatan
pekarangan sebagai
salah satu lahan
pertanian keluarga.
Partisipasi penyuluh
dalam pembinaan
kelompok

Adanya Pelatihan yang
terintegrasi
Perlunya Penguatan
kelembagaan
pedesaan seperti
Posyandu, PKK,
karang taruna dan
Dasa Wisma dalam
mendorong
pemanfaatan
pekarangan
berkelanjuta

e Kualitas SDM
masih terbatas

e Kualitas koordinasi
antar sektor, baik
top daown bottom
up belum
sepenuhnya
optimal.

e Inkonsistensi
kebijakan masih
sering terjadi

e Keterbatasn
sumberdaya baik
dari sarana
prasarana dan
anggaran

Lingkungan kerja yang
kondusif didukung
dengan sarana dan
prasarana kerja yang
relatif memadai akan
menunjang
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi OPD
Teknologi informasi
dan komunikasi yang
semakin berkembang
melalui berbagai
media, sangat
mendukung proses
perencanaan,
pengambilan
keputusan dan
penetapan program
pembangunan kot




3.3.1.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Pengembangan
ruang Kota Bima mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan selaras dengan RTRW Provinsi
antara lain; Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Bima
tidak terlepas dari penataan ruang diatasnya. Berdasarkan RTRWN, Kota
Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan
berdasarkan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima merupakan
simpul dari pertumbuhan Pulau Sumbawa bagian Timur yang memiliki
hinterland wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima adalah untuk mewujudkan
ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan
perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Pusat Pelayanan Kota meliputi
kawasan perdagangan dan jasa di sekitar Lapangan Sera Suba sampai
Kawasan Pantai Amahami dan Pelabuhan Laut. Sub pusat pelayanan
kota meliputi kawasan sekitar Lewirato dan penatoi yang merupakan
pusat  pemerintahan  serta ~ Kawasan  sekitar Lapangan Pahlawan
sebagai sub pusat pelayanan kota. Sedangkan pusat pelayanan lingkungan
meliputi Kelurahan Manggemaci, kelurahan Kodo, Kelurahan Kumbe,
kelurahan Jatiwangi, Sadia, Kelurahan Sambinae,
kelurahan Kolo.

Rencana

Kelurahan

Tabel 3.8.
Rencana Pusat Pelayanan dan Sistem Perkotaan Kota Bima

Hirarki dan sistem kota-kota

Sub Pusat
Pelayanan
Lingkungan

Pusat Kegiatan
Wilayah

Pusat Pelayanan
Kota

Sub Pusat Pelayanan
Kota

Kecamatan Rasanae

Di Kecamatan Mpunda:

Kel. Rabangodu Utara
Kel. Rabadompu Barat
Kecamatan Rasane Timur:
Kel. Oi Fo’o dan Kel Nitu

Kel Jatiwangi

Barat Kel. Penatoi Kel. Mande
Sebagian Kel. Sadia Kel. Jatibaru
Kecamatan Asakota | Kel. Sambinae Kel. Santi
Raba - Bima Sebagian Kecamatan Raba: Kel. Kodo
Kecamatan Mpunda | Kel. Rabangodu Timur Kel. Kolo

Sumber: Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012

Disamping tujuan umum tersebut, penataan ruang wilayah Kota Bima

juga memiliki beberapa tujuan khusus yaitu:
1. Mendorong pertumbuhan Kota Bima sebagai pusat kegiatan wilayah di
bagian timur Pulau Sumbawa melalui pengalokasian ruang secara efektif




dan efisien bagi kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata
dan industri.

2. Menciptakan keseimbangan alokasi pola ruang untuk peningkatan
pelayanan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah
yang baik dan berwawasan lingkungan.

3. Menetapkan pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan
budidaya yang dapat menjamin keberlanjutan lingkungan perkotaan yang
sehat dan pemanfaatan sumber daya alam perkotaan yang terkendali.

4. Menetapkan kawasan-kawasan strategis kota yang mampu menjamin
berlangsungnya fungsi lindung terhadap lingkungan maupun kawasan yang
dapat menjadi mesin penggerak laju pertumbuhan ekonomi wilayah

5. Merumuskan arahan pemanfaatan ruang maupun ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh
stakeholder pembangunan di Kota Bima dalam memanfaatkan potensi
ruang dan lahan yang ada.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program,
yang bertujuan mengidentifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan program
pembangunan Ketahanan Pangan terhadap berbagai aspek dan komponen
lingkungan hidup untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala
daerah.

Mengacu kepada RPJMD Kota Bima Tahun 2029-2023. Hasil telaahan
KLHS menunjukkan bahwa yang menjadi isu strategis di Kota Bima adalah:
1. Kemiskinan

a. Masih rendahnya pendapatan masyarakat.

b. Terbatasnya modal wusaha bagi UMKM sebagai akibat sulitnya
mendapatkan akses permodalan terutama pada lembaga keuangan
formal,

c. Rendahnya skill / keterampilan berusaha bagi pelaku usaha (UMKM)
dan pencari kerja;

d. Rendahnya kreativitas pelaku usaha yang berdampak pada terbatasnya
inovasi,

e. Masih terbatasnya akses pada penyediaan Rumah Layak Huni terutama
bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah;

f. Masih rendahnya akses terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah terhadap pelayanan umum di bidang kesehatan dan
infrastruktur dasar (Air Minum dan Sanitasi);

g. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat.

1. Ketahanan Pangan, Asupan Gizi dan Pertanian Berkelanjutan
a. Masih terbatasnya pemahaman ibu/orang tua akan pentingnya gizi dan
ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan kualitas balita;
b. Angka kekurangan gizi (underweight) pada anak balita masih relatif

tinggi;



Angka stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua
tahun / baduta masih tinggi;

Belum ada regulasi yang mengatur kawasan pertanian / pangan
berkelanjutan;

Belum ada kebijakan khusus yang mengatur peningkatan ketahanan
pangan masyarakat;

Air bersih dan sanitasi

o po g

gl

Keterbatasan ketersediaan Air baku untuk pemenuhan kebutuhan
pelayanan perkotaan;

Masih kurangnya jaringan transmisi air baku;

Masih kurangnya Instalasi pengolah air;

Tingginya nilai kebocoran air pada jaringan perpipaan,;

Semakin berkurangnya jumlah titik mata air dan daerah tangkapan air
yang mengalami degradasi;

Jaringan perpipaan yang buruk dan belum menjangkau seluruh wilayah
Kota Bima; Belum tersedia SPAL (IPAL) terpusat dan SPAL setempat;
Belum tersedia lahan yang cukup untuk pembangunan SPAL (IPAL);
Belum ada BUMD Pengelola Air Minum (PDAM).

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

a.

o po o

o

h.

Produksi dan produktivitas pertanian belum optimal,

Skala/kapasitas usaha masyarakat masih rendah;

Belum tersedia regulasi yang mengatur kemudahan berusaha,;
Terbatasnya Skill / keterampilan berusaha;

Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dan pencari kerja terutama
pada lembaga Keuangan formal,

Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana perekonomian;

Belum tersedia sarana Diklat untuk peningkatan skill/keterampilan
berusaha;

sarana prasarana destinasi wisata yang masih terbatas.

Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Tangguh

a.

b.
c.
d

S

Terbatasnya sarana prasarana kemitigasian;

Terbatasnya aparatur kemitigasian dan penanganan kebencanaan;
Kelurahan tangguh bencana masih berada pada level pratama;

Peralatan sistem peringatan dini kebencanaan, mulai dari sistem
peringatan dini gerakan tanah / tanah longsor, banjir/curah hujan
sampai tsunami belum tersebar secara merata di seluruh lokasi rawan
bencana (jumlahnya terbatas);

Terbatasnya sarana prasarana penanganan persampahan baik untuk
skala lingkungan maupun skala kota, seperti Amrol, Dump Truck,
Gerobak Sampah, dan Kontainer;

Terbatasnya jumlah SDM pengelola persampahan;

Terbatasnya lahan untuk penempatan kontainar sampah;

Belum optimalnya pelaksanaan pola Sanitary Landfill dalam pengelolaan
persampahan di TPA;

Terbatasnya lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau,;




j.  Belum tersedia regulasi yang mengatur pola konsumsi dan produksi
berkelanjutan.

Selain output yang diharapkan, program pembangunan daerah juga
tentunya memberikan dampak terhadap berbagai aspek dan komponen
lingkungan hidup. Hal ini dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) yang selanjutnya menjadi acuan dan terintegrasi kedalam
RPJMD Kota Bima yang dijabarkan dan didukung oleh program OPD yang
tertuang dalam RENSTRA OPD.

Tabel 3.9.
Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Telaahan Tata Ruang
Wilayah Beserta Faktor Penghamabat dan Pendorong Keberhasilan

Penangananya
Sebagai Faktor

Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan

Penjelasan

Fungsi OPD Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
Kawasan Peruntukan Kawasan pertanian Semakin Tersedianya
Pertanian tanaman pangan di bertambahnya pelaku usaha
Kota Bima meliputi: | jumlah pertanian;

Kecamatan Mpunda | penduduk setiap | Masih

seluas 303 Ha, tahun; tersedianya
Kecamatan Rasanae Alih fungsi lahan yang
Timur seluas 463 kawasan memadai;
Ha, Kecamatan Raba | peruntukan Pemanfaatan
seluas 489 Ha, pertanian ke non | pekarangan
Kecamatan Asakota pertanian; masyarakat
seluas 121 Ha. Penyediaan sebagai salah
Kawasan peternakan | kawasan khusus | satu upaya
diprioritaskan pertanian pemenuhan
dikembangkan di membutuhkan pangan

Kecamatan Rasanae dana yang besar | keluarga;
Timur, Kecamatan
Raba, Kecamatan
Mpunda dan
Kecamatan Asakota
dalam rangka
mendukung
program Bumi
Sejuta Sapi (BSS);
dan pengelolaannya
dilakukan dengan
cara peningkatan
jumlah ternak,
penggemukan
ternak, pembibitan
ternak, penyediaan
pakan ternak, dan
pengembangan
industri pengolahan
hasil ternak.
Adapun kawasan
peternakan ini
menyebar disemua
kecamatan yang ada
di Kota Bima dengan
komoditi unggulan

sapi.
Kawasan Peruntukan Pengembangan Konsumsi Payung hukum
Perikanan kawasan perikanan protein dalam bentuk




1

Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi OPD
2

3

Sebagai Faktor

4 5

tangkap, dilakukan
di Kelurahan Kolo,
Kelurahan Jatiwangi,
Kelurahan Melayu,
Kelurahan Tanjung,
dan Kelurahan Dara.
Sedangkan
pengembangan
perikanan budidaya,
dilakukan di
Kelurahan Dodu,
Matakando, Nungga,
Kelurahan Melayu,

perkapota per
tahun yang
bersumber dari
ikan masih
belum
memenuhi
standar B2SA;
Penyediaan
kawasan khusus
perikanan
membutuhkan
proses dan dana
yang besar;

RTRW;
Tersedianya
pelaku usaha
perikanan;
Tersedianya
lahan yang
masih
memadai;
Pemanfaatan
pekarangan
masyarakat
sebagai salah
satu upaya

Kelurahan Jatiwangi, pemenuhan
dan Kelurahan pangan
Panggi. keluarga;
Kawasan Peruntukan Perkembangan Belum Sebagai kota
Perdagangan dan Jasa kawasan optimalnya transit
perdagangan dan pengumpulan perdagangan
jasa di wilayah Kota data dan jasa,
Bima keberadaanya ketersediaan ketersediaan
memusat di pusat pangan pangan cukup

kota, tetapi ada

terutama data

tersedia. Fokus

indikasi berkembang ekspor dan pelayanan
secara linier pada impor. disribusi
jalan-jalan utama kelompok
kota. pangan
Untuk pusat strategis dan
perbelanjaan berupa menjaga
Pasar Raya Bima keseimbangan
sebagai pasar grosir harga pangan
Kawasan Peruntukan Rencana arahan Masih Sumberdaya
Pariwisata lokasi kurangnya pangan lokal

Pengembangan

promosi pangan

yang melimpah

Kawasan wisata di lokal. Dukungan
Kota Bima salah Produksi Kawasan
satunya adalah pangan lokal wisata sebagai
Pengembagan yang masih tempat
kawasan wisata sulit promosi
kuliner diarahkan produk pangan
di Kelurahan Dara, lokal
Kelurahan Paruga,
Kelurahan Sadia,
dan Kelurahan
Manggemaci.

Kawasan Peruntukan Rencana Luasnya Dukungan

Perumahan pengembangan cakupan wilayah dana dari
perumahan  di perumahan pemerintah
Kota Bima sehingga pusat terhadap
seluas 1.255 Ha sasaran prioritas Progaram
diklasifikasikan pengembangan Pangan
dengan perumahan program pangan Lestari,
kepadatan tinggi, lestari fokus di sebagai upaya
kepadatan sedang pemukiman pemenuhan
dan kepadatan pinggir kota konsumsi
rendah. Perumahan pangan
dengan kepadatan Kurangnya keluarga.

tinggi diarahkan di
kawasan pusat kota
dan sekitarnya

dukungan SDM
untuk
pendampingan

meliputi Kelurahan
Merlayu, Tanjung,

kegiatan dalam

rangka




Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas dan
Fungsi OPD
1 2

Sebagai Faktor
Penjel
R
3 4 5

Paruga, Dara, Sarae,
Nae, Monggonao,
Manggemaci, Pane,
Penatoi, Lewirato,
Mande, Santi,
Rabadompu Barat,
Rabadompu Timur,
Rabangodu Utara,
Penaraga,dan
Kelurahan Sadia.
Perumahan dengan
kepadatan sedang
diarahkan di
kawasan subpusat
kota dan sekitarnya,
meliputi kelurahan
Sambinae, Panggi,
Rontu, Kumbe,
Jatiwangi, Jatibaru,
Matakando, Rite,
Penanae, dan
Rabangodu Selatan.
Perumahan dengan
kepadatan rendah
diarahkan di
kawasan pinggiran
kota meliputi
kelurahan Kolo,
Ntobo, Kendo,
Nungga, Lelamase,
Dodu, Lampe, Oi
Fo’o, Nitu, dan Kodo

optimalisasi
program pangan
lestari yang
sasaranya pada
halaman rumah
masyarakat.

Tabel 3.10.

Arahan Program dalam Perwujudan Ketahanan Pangan Kota Bima

Meningkatnya
Ketersediaan,
Cadangan dan
Distribusi Pangan
Masyaarakat

Maningkatnya Pola
Konsusmsi Pangan
Masyarakat Yang
Beragam

1.
2.

3.

Dinas Pertanian Kota Bima 1.
Bappeda dan Litbang Kota
Bima

Dinas Perindustrian dan 2.
Perdagangan Kota Bima 3.
Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan 4.

dan Perlindungan Anak
Kota Bima

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bima

Peningkatan stok untuk menjaga
ketersediaan dan kelancaran
distribusi pangan bagi masyarakat;
Penyediaan pangan sehat dan bergizi;
Pemantauan stabilitas harga bahan
pokok;

Diversifikasi pangan masyarakat;

3.4. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan

dari isu strategis baik itu yang

bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu
strategis ketahanan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan
perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional,
nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang Ketahanan
Pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:




1)

2)

3)

4)

Neraca Bahan Makan Makann dan nilai PPH Ketersediaan belum
memenuhi standar yang diarapkan;

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat (Niai PPH Konsumsi)
masih belum sesuai hirarki yang di tetapkan Beragam Bergizi dan
Seimbang (B2SA).

Masih ditemukannya bahan pangan yang belum memenuhi standar mutu
dan keamanan pangan, disebabkan karena sebagian besar bahan pangan
yang beredar di Kota Bima berasal dari luar Kota Bima dan masih ada
pengusaha yang belum menerapkan satandar mutu dan keamaann
pangaan yang dipersyaratkan

Optimalisasi aktifitas mempercepat proses distribusi pangan dari
produsen ke konsumen atau dari produsen ke konsumen dan akses
pelaku usaha pangan lokal terhadap modal.




BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1. Tujuan:

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan Indikator
Tujuan Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan merupakan
indikaor yang mampu menjelaskan ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini
disusun dari tiga dimensi yaitu Ketersediaa, Keterjangkauan/ Akses pangan, dan
Pemanfaatan pangan.

Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran
Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu Menigkatnya Ketahanan Pangan yang
menrupakan salah satu penjabaran dari Misi Pertama dari Perubahan RPJMD
2018-2023 (Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing).

4.1.2. Sasaran
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang telah
ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran jangka menengah
dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah
sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator
kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2018-2023. Untuk
mendukung pencapaian tujuan (Meningkatnya Ketahanan Pangan) maka sasaran
Dinas Ketahanan Pangan adalah:
1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan Masyarakat;
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam.
Sebagaimana Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang
tercantum dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima beserta indikator kinerja
dapat dilihat pada gambar pohon kinerja dan tabel yujuan dan sasaran Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 berikut:




Gambar. 4.1.

Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
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Tabel 4.1.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Indikator
Sasaran Sasaran
Meningkatnya Persentase
Ketersediaan, penyediaan % 18 20 29 24 25
Cadangan dan Pangan Utama
Distrubisi —
Pangan Stabilitas Harga
Masyarakat Pangan (beras)
ditingkat CV % <10 <10 <10 <10 <10
konsumen (CV
< 10%)
Meningkatnya Persentase Pola
pola konsumsi Konsumsi dan
pangan Suplai Pangan % 84,5 85% 87 88,3 89,6
masyarakat

yang beragam

Sumber: RPJMD & Hasil analisis dan Casecading




4.2. Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan

Pada tabel dibawah ini (Tabel.4.2.) dapat dilihat Pencapaian kinerja
indikator tujuan dan sasaran dinas Ketahanan Kangan Kota Bima. Berikut
uraian singkat Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas ketahanan pangan
Kota Bima.

4.2.1. Penjelasan Tujuan

Tujuan :  Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan
Devinisi : Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari

beberapa indikator yang digunakan untuk
menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan
pangan di suatu wilayah.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap
situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan
melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan
untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjudnya
dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Indeks Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) disusun berdasarkan tiga
aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan
pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi
wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu
wilayah dibandingkan dengan wilayah lainya. IKP dapat menjadi salah satu alat
untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan
ketahanan pangan. Nilai IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan (FSVA). IKP tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi disusun oleh
Badan Ketahanan Pangan.

Berikut tabel pencapaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2019-2020:




Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2020, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Tabel. 4.2.

Visi :)Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri
Misi :| Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing
Realisasi Kinerj Realisasi Kinerj Capaian Kinerj
. ea 'fas' ineus Proyeksi Kinerja Tujua L CE IR Proyeksi Kinerja Sasaran EEIELANGIE
Indikator Target Kinerja Tujua Pada Tahun Tujua Pada Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Sasaran Pada Sasaran Pada
Tujuan PadaTahun Sasaran Satuan Pada Tahun (%)
Tujuan Tahun Sasaran Tahun Tahun
2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020
. Indeks Persentase
Meningkatnya )
Ketahanan 63 63,50 | 63,58 | 63,6 | 63,65 | 59,96 | 63,52 | 63,58 | 63,6 63,7 . penyediaan % 18 20 22 24 25 21 22 22 24 25 140 110
ketahanan pangan Meningkatnya
Pangan " Pangan Utama
Ketersediaan,
Cadangandan |Stabilitas Harga
Distrubisi Pangan (beras)
Pangan ditingkat V% <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 100
Masyarakat konsumen (CV <
10%)
Meni
enlngkatnya. Persentase
pola konsumsi .
Pola Konsumsi
pangan . % 84,5 85% 87 88,3 89,6 84,5 85,7 87 88,3 89,6 98 100,5
dan Suplai
masyarakat
Pangan
yangberagam

Ket:
IKP:

- Sumber data IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Jumlah Kota adalah 98
- Skor bernilai O — 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Kota dihitung dengan memperhitungkan IA dan IP. Sedangkan IK tidak dimasukkan dalam perhitungan IK
- Bobot IA = 0,45 dan IP= 0,55




Tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan
pemanfaatan pangan yang merupakan dasar penyusunan indeks ketahanan
pangan. Standarisasi dari tiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement
No Indikator Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN
1. | Rasio kosumsi normatif terhadap keteresediaan bersih per -
kapita per hari
Sub Total -
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN
2. | Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan 0,2
3. | Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk 0,125
pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
4. | Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,125
Sub Total 0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN
5. | Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,08
6. | Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,18
7. | Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap 0.08
tingkat kepadatan penduduk
8. | Prevalensi balita stunting 0.08
9. | Angka harapan hidup pada saat lahir 0,13
Sub Total 0,55

Sumber: Dokumen IKP BadanKetahanan Pangan Kementerian Pertanian

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance
to scale (0 — 100).

2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator
yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

Y(j)=X%n 1 aiXy

Dimana:

I : Indikator ke-1,2,3,...7,8 dan 9

J : Kabupaten ke-1,2,3,...414,415 dan kota ke-1,2,3,...96,97 dan 98

Y; : Indeks Ketahanan Panga Kabupaten/Kota ke-j

aj : Bobot masing-masing Indikator ke-i

Xi;  :Nilai Standarisasi masing-masing indikator pada Kabupaten/Kota ke-
J

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang
paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukan wilayah
yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Wilayah yang dikelompokan kedalam enam kelompok berdasarkan cut off
poin IKP, pada kelompok 1 adalah kelompok Kabupaten/ Kota yang cenderung
memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/ kota dengan
kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan
kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.




Tabel 4.4.
Cut off point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP Kabupaten

3 <=11,42 -59,58 <=41,44-51,29
4 <=59,58-67,75 <=51,29-61,13
5 <=67,75-75,68 <=61,13-70,64

Sumber BadanKetahanan Pangan Kementerian Pertanian

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam
enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam
kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat
kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota yang, sebaliknya wilayah
pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota berdasarkan yang memiliki
ketahanan pangan paling baik.

Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan 1-3 diindikasikan
oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
ii) tingginya angka balita stunting, iii) tingginya penduduk miskin.

Sementara kota-kota di kelompok 1-3 diindikasikan oleh: i) tingginya
pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, ii) tingginya rumah
tangga tanpa akses ke air bersih, iii) tingginya angka balita stunting.

Nilai IKP Kota Bima tahun 2019-2020 mengalami kenaikan 0,52 poin, dan
Cut Off Poin Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima masuk dalam kelompok 5
atau pada prioritas 5. Dapat dikatakan Kota bima jiak dilihat dari angka IKP
nya masuk dalam kategori BAIK artinya termasuk dalam kelompok kota yang
memiliki ketahanan pangan baik pada tahun tersebut. Dibandingkan dengan
nilai IKP provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 62.43 atau masih lebih besar
IKP Kota Bima sebesar 1,09 poin.

Sumber data:

Dari tabel 4.3 diatas dapat dikatakann pengampuh untuk mencapai nilai IKP
yang BAIK adalah

a. Data informasi Kemiskinan, BPS

b. Dinas Kesehatan

c. Bulog

d. Dinas Pertanian dan Peternakan

e. Dinas Kelautan dan Perikanan

Intervensi Kebijakan

Intervensi kebijakan yang dapat dilakukan terhadap hasil perhitungan nilai
IKP. Indentifikasi terhadap indikator utama pada wilayah rentan terhadap
kewaranan pangan di suatu wilayah akan memudahkan pemerintah dan
pemerintah daerah dalam menetapkan intervensi program yang akan
dilaksanakan serta target kelompok msyarakat/lokasi pelaksanaan program.
Ketepatan dalam pelaksanaan intervensi program berdampak positif terhadap
efisiensi dalam penggunaan sumberdaya (manusia dan alam), anggaran, serta
waktu yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan. Alternafif
intervensi dapat dilakukan di wilayah kota adalah sebagai berikut (tabel 4.5)




Tabel. 4.5.
Alternatif Intervensi di Wilayah Kota

B TN

Proporsi e Terbatasnya akses pangan e Pendekatan sumber pangan
pengeluaran rumah tangga rumah tangga
pangan e Fluktuasi harga pangan e Pengendalian harga pangan
strategis e Peningkatan pendapatan
e Tingkat pendapatan petani rumah tangga
Akses terhadap e Rendahnya infrastruktur air ¢ Penyediaan fasilitas dan
air bersih bersih layanan air bersih
e Rendahnya sanitasi e Sosialisasi dan penyuluhan
lingkungan
Prevenlensi e Rendahnya akses terhadap ¢ Penyediaan fasilitas dan
Stunting air bersih layanan air bersih
e Pola asuh e Sosialisasi dan penyuluhan
tentang gizi dan pola asuh
anak

4.2.2. Penjelasan Sasaran

Pelaksanakan fungsi Ketahanan pangan yang di dapat disebutkan
terbentuk oleh tiga pilar ketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas dan
Pemanfaatan pangan yang aman. Dan di telah disebutkan sebelumnya pada sub
bagian Indeks Ketahanan Pangan diatas, bahwa Indeks Ketahanan Pangan
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
Penetapan sasaran dan indikator sasaran dinas Ketahanan Pangan kota Bima
pada Sasaran 1 (satu) dan sasaran 2 (dua) dapat mewakili dalam mendukung
pencapaian tujuan dan indikator tujuan.

4.2.2.1. Sasaran 1, Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi

Pangan
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan.
Definisi : Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil

produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor
apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi
manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan,
gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
Indikator : 1. Persentase penyediaan Pangan Utama
2. Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV < 10%)

A. Indikator sasaran 1 (satu) adalah:

1). Persentase penyediaan Pangan Utama, yang dihitung dengan menggunakan
rumus:

Y~ Ketersediaan pangan utama tahun N (Kg)

~ Kebutuhan pangan




2). Pengertian
a. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam negeri/atau sumber lain.
b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, keragaman
dan keamanannya.

c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk
dalam negeri, (2) pemasok pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.
Data ketersediaan pangan utama diambil dari data:

1.

4.

Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan milik

dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang memperkirakan

kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan

pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan

baik. Gudang Cadangan Pangan Kota Bima yang berlokasi di jalan

gajah mada nomor 92 atau tepatnya berada di belakang kantor Dinas

Ketahanan pangan Kota Bima.

Cadangan Pangan Masyarakat

Cadangan Pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang

dikuasai dan dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga, termasuk,

petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), adalah lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan

cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan,

pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang

dikelola secara kelompok.

e LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), jumlah
ketersediaan pangan (beras) di LDPM

e Penggilingan/pengusaha, ketersediaan pangan (beras) di
penggilingan yang berada di Kota Bima

Persediaan Beras Perum Bulog sub Divre Wilayah Kota Bima

(GBB.Jatiwangi) yang menjadi peruntukan Kota Bima.

3. Definisi Operasional
a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah:

Tersedianya cadangan pangan pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota
minimal 100 ton ekuivalen beras dan ditingkat provinsi sebesar 200
ton ekuivalen beras;

Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen
beras.

b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat:

Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras
ditingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan,
yang bersifat pangan pokok tetentu dan sesuai dengan potensi lokal;
Berfungsi untuk antisipasi masalah pangan pada musim paceklik,
gagal panen, bencana alam skala local dan antisipasi keterlambatan
pasokan pangan luar.




c. Cara Perhitungan/ Rumus:

e Rumus yang digunakan
> Cad. Kab/Kota

Nilai capaian Bidang Kab/Kota = ---------—-———cmccceee- x 100%
100 ton
Persentase Kecamatan yang > kecamatan yang memp.
mempunyai cad.pangan = Cad.pangan x 100%
masy > kecamatan
. Cad. P ing?
a a angan masing _ > Cad. Pangan per desa % 100%
desa 500 kg
(X Cad. > Cad. > Cad.
b. Cad. Pangan = Panganl 4 Pangan .. + Pangan (n)) x 100%

er kecamatan
P 500 kg 500 kg 500 kg

d. Kebutuhan pangan:
Kebutuhan pangan adalah jumlah konsumsi per kapita per tahun yang
menjadi standar Provinsi NTB adalah 120 kg di kalikan dengan jumlah
penduduk Kota Bima Tahun N. Dengan rumus perhitungan sebagai
berikut:

Kebutuhan Pangan Utama Kota Bima = Konsumsi Per Kapita Pertahun X Y.
Penduduk

B. Indikator Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV < 10%)
a. Pengertian:
Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan
pangan di suatu wilayah tidak stabil.
b. Definisi Operasional:
o Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga di suatu wilayah kurang dari
25 % dari kondisi normal. Target nilai koefisien variasi harga komoditas
pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020
ditetapkan di bawah 10 - 30% (Untuk komoditas beras, jagung, kedelai,
gula pasir, dan daging sapi maksimal 10%; bawang merah maksimal
25% dan cabai maksimal 30%).
e Coefisien Variasi (CV) Komoditas Pangan Pokok Strategis
menggambarkan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
c. Cara Perhitungan/Rumus
Formula dalam perhitungan indikator Stabilitas harga pangan (beras) di
tingkat konsumen sebagai berikut:

Std. Deviasi Harga Pangan

Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan




Std. Deviasi Harga Pangan adalah nilai statistik harga pangan yang dipakai
guna menentukan seberapa dekat data harga pangan dari suatu sampel
statistik harga pangan dengan data mean atau rata-rata harga pangan.
Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan, adalah nilai rata harga pangan
pada tahun berjalan.
d. Sumber Data;

Data/ Informasi harga dari pengumpulan data/pemantauan instansi
ketahanan pangan (pasar, distributor), BPS, Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan.

4.2.2.2. Sasaran 2, Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang
beragam

Sasaran 2 : Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam.

Pengertian : Menggambarkan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang
menjadi salah satu entry poin sub system untuk memantapkan
ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan
masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan
penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri
maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa
volume dan jenis pangan yang mampu di produksi dengan
memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana
pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan
permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan
jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor.
Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan
masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi
pangan agar masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan
distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau panganyang
tersedia.

Indikator : Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Indikator Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
1. Pengertian

a. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh
seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.

b. Penganekaragaman konsusmsi pangan adalah, upaya memantapkan atau
membudayakan pola konsumsi pangan yang beraanekaragam dan
seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna
memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan
produktif.

c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencukupi jenis
dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum
dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang
didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik
secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi
pangan.




2. Definisi Operasional
a. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

C.

yang beragam, bergizi dan seimbang, sesuai standar kecukupan energi
dan protein per kapita per hari (PPH);
Peningkatan KAP (Knowladge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada
masyarakat tentang pangan local, tekhnologi pengolahan pangan,
pemanfaatan lahan pekarangan;
Cara Perhitungan Rumus
e Nilai capaian peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah
komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat
memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainya, dimana dengan
semakin tingginya Skor PPH, maka konsumsi pangan semakin
beragam, bergizi dan seimbang.
e Rumus:
Nilai capain peningkatan = % AKG x Bobot masing-masing
kelompok pangan

Skor PPH
Energi msing-masing komoditas x 100%
Prosentase (%) AKG = —---——-mmmmmmmmm e
Angka Kecukupan Gizi

Menghitung konsumsi energy masing-masing kelompok pangan
1. Penjelasan:
e Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum,
maka menggunakan skor maksimum.
e Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal,
maka menggunakan hasil perkalian.

2. Contoh PPH yang dicapai pada tahun 2020

Tabel.4.6. Skor PPH yang dicapai pada tahun 2020

L Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan
Kelompok Pangan Gram/ %
A
Hari Kapita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Padi-padian 365,0 1.490 64,3 69,3 0,5 32,1 | 34,7 | 25,0 | 25,0
2. |Umbi-umbian 11,0 12 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 2,5 0,3
3. |Pangan Hewani 154,4 267 11,5 12,4 2,0 23,1 | 24,9 | 24,0 | 24,0
4. |Minyak dan Lemak 29,5 265 11,4 12,3 0,5 5,7 6,2 5,0 5,0
5. |Buah/Biji Berminyak 5,1 28 1,2 1,3 0,5 0,6 0,7 1,0 0,7
6. |Kacang-kacangan 17,6 43 1,8 2,0 2,0 3,7 4,0 10,0 4,0
7. |Gula 15,2 58 2,5 2,7 0,5 1,3 1,4 2,5 1,4
8. [Sayur dan Buah 263,5 111 4,8 5,1 5,0 23,9 | 25,7 | 30,0 | 25,7
9. |Lain-lain 144,4 44 1,9 2,0 - - - - -
Total 2.318,4 | 100,0 | 107,8 90,6 | 97,7 | 100,0 86,0
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3. Sumber Data
a. Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan
tahun tertentu (bias bersipat t atau t-1).
b. Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik
Untuk perhitungan PPH konsumsi Kota Bima menggunakan data
sekunder.

Jadi Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan adalah, susunan
beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari
berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah
maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan
pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Skor maksimal adalah 100. Adapun
kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3)
pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6)
kacangkacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitafidan kualitatif,
melalui perhitungan konsumsi energy dan protein berdasarkan angka kecukupan
zat gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka kecukupan gizi (AKG)
yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat
gizi sehari bagi hamper semua orang sehat menurut golongan umur, jenis
kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai
derajat kesehatan yang optimal. AKG yang digunakan merupakan asupan rata-
rata yang dikonsumsi oleh populasi dan bukan merupakan kecukupan gizi
perorangan/individu. Di Indonesia, AKG dirumuskan dalam forum Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Analisis konsumsi pangan berdasarkan data
Susenas tahun 2015-2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100
kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram.

Penilaian terhadap Konsumsi Pangan Penduduk secara kuantitas dapat
ditunjukan melalui volume Konsumsi Pangan Penduduk (gram/kap/hari dan
kilogram /kap/tahun), Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari).

1. Konsumsi Pangan Penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun)
dihitung dengan menjumlahkan bahan pangan per jenis komoditas, baik
bentuk asal maupun olahannya untuk bahan pangan olahan, sebelum
dijumlahkan, terlebih dahulu dikonversikan ke bentuk asalnya
menggunakan angka konversi yang telah ditetapkan.

2. Total Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi energi
penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan
kelompok pangan. Konsumsi energy setiap kelompok pangan diperoleh dari
penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut.
Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari
perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan
energy setiap jenis pangan tersebut.

3. Total Konsumsi Protein Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi protein
penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari sembilan
kelompok pangan. Konsumsi protein setiap kelompok pangan diperoleh dari
penjumlahan konsumsi protein dari jenis pangan pada kelompok tersebut.
Penghitungan konsumsi protein masing-masing jenis pangan diperoleh dari
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perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan
protein setiap jenis pangan tersebut.
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Strategi

5.1.

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah
kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan
selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan
arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah
terdapat pada tabel 5.1.berikut.

Strategi

Memperhatikan arah kebijakan dan sasaran strategi pada RPJMD tahun
2018-2023, serta kondisi umum saat ini, maka Strategi Arah Kebijakan Dinas

Ketahanan Pangan Kota Bima sebagai berikut:

Tabel. 5.1.

(Tabel C.26 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023

Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang

Maju dan Mandiri

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Benjelazsn
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Meningkatkan
ketahanan Ketersediaan, ketersediaan kersediaan pangan ketersediaan energi
pangan Cadangan dan cadangan pangan | utama dan protein dengan
Distrubisi utama, distribusi, pangan tersedia
Pangan konsumsi dan cukup untuk
Masyarakat keamanan seluruh penduduk
pangan serta (volume,
diversifikasi keragaman, mutu,
bahan pangan aman dikonsumsi).
Menjaga stabilitas Meningkatkan
Meningkatnya Meningkatkan harga pangan distribusi dan
Pola Konsumsi Pola Konsumsi | ditingkat konsumen | akses pangan bagi
Pangan Pangan masyarakat,
Masyarakat Masyarakat yang dengan pasokan

yang beragam

beragam

pangan merata,
dan terjangkau
secara

berkelanjutan.
Peningkan Kualitas Meningkatkan
konsumsi pangan penganekaragaman
masyarakat yang konsumsi dan
aman Beragam keamanan pangan,
Bergizi dan dengan rumah
Seimbang tangga mampu
mengakses cukup
pangan dan
mengelola
konsumsi sesuai
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Visi  : Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang
: Maju dan Mandiri

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Penjelasan

kaidah gizi dan
kesehatan.

Tabel 5.1. dan 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 menunjukan relevansi dan
konsistesi Visi, Misi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dengan Tujuan,
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

5.2. Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian
sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan
tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang
berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian
pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang
berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan
secara berkelanjutan.
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Tabel. 5.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Tahun 2019-2023

Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat

Yang M

dan Mandiri

dkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing

Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi
2019| 2020| 2021 | 2022 |2023
Meningkatnya Meningkatnya | Meningkatkan Peningkatan kersediaan pangan
ketahanan Ketersediaan, | ketersediaan cadangan utama
pangan Cadangan pangan utama,
dan distribusi, konsumsi Menjaga stabilitas harga pangan
Distrubisi dan keamanan pangan | ditingkat konsumen
Pangan serta diversifikasi Peningkan Kualitas konsumsi
Masyarakat bahan pangan pangan masyarakat yang aman
Beragam Bergizi dan Seimbang
Meningkatnya | Meningkatkan Pola
Pola Konsumsi Pangan
Konsumsi Masyarakat yang
Pangan beragam
Masyarakat

yang beragam

Sumber: Hasil analisis dan Casecading
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Tabel. 5.3.
Keterkaitan sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Dinas
Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri
Tujuan Sasaran Strategi A'r.ah Program Kegiatan Bldang'
Kebijakan Penanggungjawab
Meningk | Meningka | 1. 1. Program Penyediaan dan | Kabid Ketersedian
atnya tnya Meningkat Peningkata peningkat Penyaluran dan Kerawanan
ketahan Ketersedi kan n an Pangan Pokok Pangan; dan Kabid
an aan, ketersedia kersediaan diversifika atau Pangan Distribusi dan
pangan Cadanga an pangan si dan Lainnya sesuai Harga Pangan
n dan cadangan 2. ketahanan | dengan
Distrubisi pangan Memudahk pangan Kebutuhan
Pangan utama, an masyaraka | Daerah
Masyarak distribusi, aksesibilita t Kabupaten/
at konsumsi s produk Kota dalam
dan pangan Rangka
Meningka keamanan strategis Stabilisasi
tnya Pola pangan 3. Pasokan dan
Konsumsi serta Memudahk Harga Pangan
Pangan diversifika an Pengelolaan Kabid. Distribusi
Masyarak si bahan aksesibilita dan dan Harga Pangan
at yang pangan s produk Keseimbangan
beragam pangan Cadangan
2. strategis Pangan
Meningkat | 4. Peningkan Kabupaten/
kan Pola Kualitas Kota
Konsumsi konsumsi Pelaksanaan Kepala Bidang
Pangan pangan Pencapaian Konsumsi dan
Masyaraka masyarakat Target Keamanan Pangan
t yang yang aman Konsumsi
beragam Beragam Pangan
Bergizi dan Perkapita/
Seimbang Tahun sesuai
dengan Angka
Kecukupan Gizi
Program Penanganan Kepala Bidang
penangana | Kerawanan Ketersediaan dan
n Pangan Kerawanan Pangan
kerawanan | Kewenangan
pangan Kabupaten/
Kota
Program Pelaksanaan Kepala Bidang
pengawasa | Pengawasan Konsumsi dan
n Keamanan Keamanan Pangan
keamanan | Pangan Segar
pangan Daerah
Kabupaten/
Kota

Sumber: Hasil analisis dan Casecading
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Gambar.5.1. Pohon Kinerja/ Croscuting Pelayanan Ketahanan Pangan
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BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam Perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023 terdiri dari rencana program kegiatan yang
menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk
pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah terdiri atas 3 (Tiga) Program Urusan Wajib Ketahanan
Pangan dan 1 (Satu) Program Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah, berdasarkan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada RENSTRA
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023 sebelum Perubahan yang
berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan 4 (empat) program Urusan Wajib Bukan pelayanan
Dasar dan 5 (lima) Program Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

6.1. Rencana Program
Dalam pelaksanaan program periode 2019-2020 (Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), dilaksanakan
melalui Program (tertuang pada tabel.6.1):
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan
Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
dan lima program pendukung:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

oo

Mg th o

Dalam  pelaksanaan program periode 2021-2023 (berdasarkan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), dilaksanakan
melalui Program (tertuang pada tabel.6.2):

a. Program Peningkatan Diversfikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan dan

d. Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci kerangka pendanaan dan program perangkat daerah
berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai salah satu dasar penyususnan RENSTRA dan
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Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai salah
satu dasar perubahan RENSTRA OPD, sebagaimana ditunjukan dalam tabel
berikut:
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Tabel 6.1.
(Tabel T-C.5. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima, Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator L
Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Capsin Kondisi Kinerja unit
Tujuan Indikator (CiED Program dan ST [EEE Pada Akhir L
J N r Kode 8! N Program Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 N Perang lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal kat
Perangkat Daerah
dan Perenca Daerah
Kegiatan naan Targ | ppoo) | ™' | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "8 | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(000)
(output) et et et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningka Program Persentas
tnya - Pelayanan e Capaian
Akuntabil Nilai Administrasi pelayanan
. SAKIP Aol 100 100 100 100 100 100 Dishan Kota
AKIP OPD |t.as ) DISHAN 3 Perkantoran a.drmmstra % 100% % 571.966 % % % % % B Bima
Kinerja PAN si
Aparatur perkantor
an
Penyediaan Jumlah B Kota
3 Jasa Surat Jasa surat Org 48 150.900 48 165.990 48 182.589 48 200.847 48 220.932 240 220.932 o Bima
Menyurat menyurat P
Penyediaan Jumlah
Jasa jasa
Komunikasi, komunikas .
. Dishan Kota
3 Sumber Daya i, Bulan 12 30.600 12 33.660 12 36.720 12 39.780 12 42.840 60 45.900 .
q Pt pan Bima
air dan Listrik sumberda
ya air dan
listrik
Penyediaan Jumlah
Jasa pemelihar
Pemeliharaan aan dan
i Unit/ Dishan Kota
3 dan Perizinan perijinan (niE 12 13.767 12 13.767 12 15.144 12 15.281 12 16.672 60 16.949 5an Bima
Kendaraan kendaraan
Dinas/ yang
operasional terlayani
Penyediaan Jumlah
Jasa Jasa
Administrasi P lol Dish: Kot:
3 drministrasi engelola | Orang/ 60 46.488 60 51137 60 | 55786 60 60434 60 65083 | 300 | 69.732 shan ot
Keuangan Administra Bulan pan Bima
si
Keuangan
Penyediaan Jumlah
jasa kebersihan jenis .
Q Dishan Kota
3 LT FErEED il 2o soo0 | 16 10000 | © 12000 | 1° 13000 | © 14.000 pan Bima
(cleaning pembersih
service)
Penyediaan Jumlah . o
Jasa Perbaikan eralatan i ishan ota
3 Peralatan Kerja Eeu.a unit 10 sooo | 1° gooo | ° 10000 | ° 15000 | 4 20.000 pan Bima
Penyediaan Cakupan
Alat Tulis alat tulis
Kantor kantor i
3 Jenis 120 | 26554 120 20554 | 120 32554 | 120 35554 | 120 38554 | 600 a1ssa | Dishan | Keta
yang pan Bima
tersedia
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Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Data
Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja Unit
Tujuan Indikator ety Program dan SEEED bacs Pada Akhir L
J " v Kode oL Program | Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 . Perang | lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal Perangkat Daerah kat
dan Perenca ng Daerah
Kegiatan naan Tare | pp(ooo) | "8 | Rp(ooo) | ™ | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | " | Rp(000)
(output) et et et et et et
Penyediaan Jumlah
Barang Cetakan bahan
1 m vang . Dishan Kota
3 1 Penggandaan dicetak Jenis 120 41.000 120 45.100 120 49.200 120 53.300 120 57.400 600 61.500 an Bima
dan 2
digandaka
n
Penyediaan Jumlah
peralatan dan peralatan
1 perlengkapan dan . Dishan Kota
3 Unit 5 8.500 5 12.600 3 16.700 2 20.800 3 24.900 19 29.000 N
3 kantor Perlengka pan Bima
pan
Kantor
Penyediaan Jumlah
Bahan Bacaan bahan
dan Peraturan bacaan i a
3 1| perundang- dan WELTEY 240 | 108460 | 60 | 112560 | 60 | 116660 | 60 | 120760 | 60 | 124.860 | 480 | 128960 | Dihen | Kew
5 N bulan pan Bima
undangan kerjasama
Dengan
Media
Penyediaan Jumlah
1 WELEnEmCEm PREVENED Orang/ 252 Dishan Kota
3 Minuman makanan 528 25.834 500 500 29.934 500 500 N
7 tahun 8 pan Bima
dan
minuman
Rapat-rapat Jumlah
Koordinasi dan rapat
1 Konsultasi koordinasi Dishan Kota
3 Keluar Daerah dan Kali B 128.362 20 20 132.462 20 20 115 ' "
8 N pan Bima
konsultasi
keluar
daerah
Program Persentas
Peningkatan e
Sarana dan ketersedia 100 100 100 100 100 100 Dishan | Kota
3 Prasarana an sarana % 100% "
% % % % % % pan Bima
Aparatur dan
prasarana
aparatur
Pengadaan Cakupan
Peralatan pengadaa Dish Kota
3 9 | GedungKantor | n Paket 4 118.556 4 122.656 3 122.656 3 126.756 3 130.856 17 134.956 P (e
peralatan P
kantor
Pemeliharaan Cakupan
Rutin/Berkala kendaraan o
3 2 | Kendaraan dinas yang Unit 1 17.000 1 21.100 1 21.100 1 25.200 1 29.300 5 33.400 BIER ket
4 Dinas/ layak (FET Bima
Operasional pakai
Pemeliharaan Jumlah
Rutin/ Berkala Sarana
3 2 | Perlengkapan dan Kali 4 21.000 4 25.100 4 25.100 4 29.200 4 33300 20 37400 | Dishan | Kota
6 Gedung Kantor Prasarana pan Bima
Gedung
yang
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Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Data
Tujuan, Capaian P —— Unit
Tujuan Indikator ety Program dan SEEED bacs Kol’:i‘:‘:ll(:ei:]a L
J " v Kode oL Program | Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 . Perang | lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal Perangkat Daerah kat
dan Perenca L Daerah
Kegiatan naan T8 | pooo) | ™% | Rp(ooo) | " | Rp(ooo) | ™ | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(000)
o o« p (000) o« p (000) @ p (000) - p (000) - p (000) - p (000)
dipelihara
Pemeliharaan Cakupan
Rutin/Berkal lat: Dish: Kot:
3 T e e Unit 10 12,650 10 16.750 10 | 16750 10 20.850 10 | 24950 50 | 29.050 shan ot
Peralatan gedung pan Bima
Gedung Kantor kantor
Rehabilitasi Gedung
Sedang/ Berat Kantor .

3 Gedung Kantor Yang Kali 0 0 1 4.100 1 1 3 B :."ta
Direhabilit e ima
asi

Program Persentas
Peningkatan e .
100 100 100 100 100 Dishan Kota
R~ q 0
3 Disiplin pem‘ngkavt % 100% % % % % % S Bima
Aparatur an disiplin
aparatur
Pengadaan Jumlah
Pakaian Dinas berpakaia
Dishan Kota
3 Beserta nseragam Stel 40 24.000 0 28.100 0 28.100 55 32.200 55 36.300 150 40.400 Bi
Kelengkapanny yang [ e
a dibagikan
Program persentas
Peningkatan e
Kapasitas peningkat "
3 Sumber Daya an % 100% 100 100 100 100 100 Dishan KPta
% % % % % pan Bima
Aparatur sumberda
ya
pegawai
Sosialisasi Jumlah
P Dish: K
3 eraturan Rt Orang 40 26.650 55 30750 4100 95 8.200 shan ota
Perundang- yang ikut pan Bima
undangan ialisasi
Program Persentas
Peningkatan e kualitas
Pengembangan penyajian .
3 Sistem laporan % 100% 100 100 100 1:)0 100 Dishan K})ta
Pelaporan kinerja % % % % % (Em Bima
Capaian Kinerja dan
dan Keuangan keuangan
Penyusunan Laporan
Laporan akuntabilit
3 Capalan‘Klnerja a§ da‘n Dokum 1 105.500 3 109.600 3 3 3 13 4100 Dishan KPta
dan Ikhtisar kinerja en pan Bima
Realisasi SKPD
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan
Laporan akuntabilit "
3 Keuangan as dan Dokum 1 3.750 1 7.850 1 1 1 5 4.100 Dishan | - Kota
Pl en pan Bima
Semester kinerja
SKPD
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Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Data
Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja Unit
Tujuan Indikator ety Program dan SEEED bacs Pada Akhir L
N r Kode N Program Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 n Perang lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal Perangkat Daerah kat
dan Perenca Daerah
Kegiatan naan Targ | pooo) | ™ | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "8 | rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(000)
(output) et et et et et et
Penyusunan Jumlah
Laporan Dokumen
Keuangan Akhir laporan "
3 Tahun keuangan | Pekum 1 6.250 1 10.350 1 1 1 5 4.100 Dishan | - Kota
N en pan Bima
akhir
tahun
SKPD
Penyusunan Jumlah
Rencana Kerja dokumen
3 Tahunan/RKA/ perencana Dokum 4 23.000 5 27.100 5 5 5 24 4100 Dishan K})ta
DPA Satuan an dan en pan Bima
Kerja Perangkat pengangga
Daerah ran SKPD
Penyusunan Dokumen .
3 Lakip, LPJ dan LAKIP dan Sokl 2 12.500 2 16.600 2 2 2 10 4.100 BSIER kol
LPPD LPPD en pan Bima
Meningka Indeks Persent Program Angka Kkal/
tnya Ketahana ase 3 Peningkatan Ketersedia kap/ 2572 2.57 2.60 2.63 2.66 2.69 2.69
Ketahana n Pangan penyedi Ketahanan an Energi hari ) 2 2 2 2 2 2
n Pangan aan Pangan
Pangan
— ek gl:;}/ s 65,6 66,1 66,6 671 67,6 67,6 Dishan | Kota
an protein hari 8 8 8 8 8 8 pan Bima
Stabilita Penguatan
s Harga Cadangan Ton 5,45 10
Pangan Pangan
(beras) Jumlah
ditingka konsumsi kkal/ 219
t energi kap/ 2.196 s
konsum kkal/ kap/ hari
en(Cvs hari
10%) Persentas
e mutu 80% 82%
keamanan
pangan
Laporan Jumlah
Berkala Kondisi Dokumen/
Ketahanan Laporan
Pangan Daerah yang
3 disusun Dokum 2 2 85.400 2 87400 | 2 89.400 | 2 91400 | 2 93400 | 10 93400 | Dishan | Kota
(Dokumen en pan Bima
NBM dan
PPH
ketersedia
an)
Analisis dan Dokumen
Penyusunan analisis .
3 Pola Konsumsi PPH Bokum 1 1 19.325 1 Bishan Kota
N en pan Bima
dan Suplai
Pangan
Pemanfaatan Jumlah
Pekarangan kelompok Kelomp Dishan Kota
3 Untuk yang 20 25 109.975 25 N
ok pan Bima
Pengembangan memanfaa
Pangan tkan
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Indikator
Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja Unit
Tujuan Indikator ety Program dan SEEED bacs Pada Akhir L
N r Kode N Program Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 n Perang lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal Perangkat Daerah kat
dan Perenca Daerah
Kegiatan naan Tare | pp(ooo) | "8 | Rp(ooo) | ™ | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | " | Rp(000)
(output) et et et et et et
pekaranga
n untuk
pengemba
ngan
pangan
Pemantauan Jumlah
2 3 2 3 1 7 1 dan Analisis Komoditi Kom.odi 17 17 25.600 17 Dishan KFta
1 Harga Pangan terdata ti pan Bima
Pokok Harganya
Pengembangan Penguatan
2 3 2 3 1 7 1 Cadangan Cadangan Ton 5 10 221.500 10 Dishan Kfzta
3 Pangan Daerah Pangan pan Bima
Daerah
Pengembangan Jumlah
Desa Mandiri kelurahan
Pangan yang
1 mendapat Kelurah Dishan Kota
2 3 2 3 t 7 4 kan an 10 10 73875 10 90.000 10 100.000 10 120.000 10 120.000 50 pan Bima
fasilitasi
kemandiri
an pangan
Pengembangan Terwujudn
Diversifikasi ya 2 2 2 2 2 2 )
2 3 2 3 1 7 é Tanaman D.iversifika 2 Pake t Pake 123&00' Pake 123'600000' Pak 123'%%00' Pak 123'600&' Pak 123'?& Pak 123'600006 Dls:s" :;52
si t t et et et et
Tanaman
Pengembangan Jumlah
Sumber Daya kelompok
Pangan binaan
203|231 ]| 7]} pengemba | Kelurah 5 7 123.600 8 123600 | 8 123600 | 8 123600 | 8 123600 | 39 | 123600 | Dihan | Kot
6 ngan an pan Bima
sumber
daya
pangan
Peningkatan Jumlah
Mutu dan kelompok
Keamanan masyaraka
Pangan tyang
memperol
2 eh kelomp Dishan Kota
2 3 2 3 1 7 pemaham 2 3 76.900 .
2 ok pan Bima
an tentang
mutu dan
keamanan
pangan
(kelompok
)
Pelaksanaan Jumlah
Sitem laporan
Kewaspadaan sistem "
203|237 ]2 Panga:dan Gizi | kewaspad Dokum 1 1 63.375 1 1 63.375 1 63.375 1 63.375 1 63375 | Dishen Kota
3 en 63.375 pan Bima
(SKPG) aan
pangan
dan gizi
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Indikator
Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja Unit
Tujuan Indikator ety Program dan SEEED bacs Pada Akhir L
N r Kode N Program Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 n Perang lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal Perangkat Daerah kat
dan Perenca Daerah
Kegiatan naan Tare | pp(ooo) | "8 | Rp(ooo) | ™ | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | " | Rp(000)
(output) et et et et et et
Pembinaan Jumlah
produk pangan Kelompok
berbahan baku masyaraka
3 lokal t/ kelomp
2337 pengusaha ok 10 gso0 | 1° 93s00 | ° 102850 | usass | 40| 12440
pangan
olahan
yang
terbina
Pembinaan dan Jumlah
3 Monitoring Laporan
2 3 2 3 1 7 6 Ketersediaan Pelaksana Kali 2 60.000 2 66.000 2 72.600 2 79.860 8 87.846
Pangan an monev
Masyarakat
Penyuluhan Masyaraka
Sumber Pangan tyang
Alternatif mendapat "
2032|3272 penyuluha | Ke2M2 5 5 21.000 5 Dishan | Kota
0 tan pan Bima
n sumber
pangan
alternatif
Lomba Cipta Jumlah
Menu Beragam, kelurahan .
203|231 7|3 | sega peserta Kelurah 38 41 141.907 ey Dishan Kota
2 . an pan Bima
Seimbang dan lomba
aman (B2SA)
Program Persentas
Peningkatan e
2 3 2 3 1 0 Distribusi Dan peningkat % 5% 5% 5% 5% 5% 5% Dishan KPta
9 Cadangan an pan Bima
Pangan Cadangan
Pangan
Pemantauan Data
dan Analisis Komoditi
0 0 Harga Pangan per bulng Komodi Dishan Kota
2323 1) g | g | Pokek :';‘;m"d'" ti E v 30000 | V7 3s000 | Y7 0000 | V7 aso00 | ©8 45.000 pan Bima
Komoditi
per bulan)
Pengembangan Penguatan
0 0 Cadangan Cadangan Dishan Kota
2 3 2 3 ! 9 2 Pangaﬁ Daerah Pangaf Ton 13 13 279.000 N 306.900 16 337.590 18 371.349 61 408.484 pan Bima
Daerah
Pengembangan Jumlah
0 0 Lumbung lumbung : Dishan Kota
213121311 g | 3 | panganbesa pangan unit 4 4 50.000 4 55.000 4 60.500 4 66.550 16 66.550 pan Bima
desa
Pengembangan Jumlah
Model lembaga
0 0 Distribusi distribusi Dishan Kota
2 3 2 3 1 9 4 Pan.ganyang pangan LDPM 4 4 50.000 4 55.000 4 60.500 4 66.550 16 36.750 pan Bima
Efisien masyarakat
(LDPM) yang
terfasilitasi
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Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja Data
Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja Unit
Tujuan Indikator ety Program dan SEEED bacs Pada Akhir L
N r Kode N Program Satuan tahun 2019 2020 2021 2022 2023 n Perang lokasi
OPD Tujuan Kegiatan Periode Renstra
Sasaran (outcome) awal Perangkat Daerah kat
dan Perenca Daerah
Kegiatan naan Tare | pp(ooo) | "8 | Rp(ooo) | ™ | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | "B | Rp(ooo) | " | Rp(000)
(output) et et et et et et
Persent Program Jumlah Kka/
ase Pola 3 Peningkatan konsumsi ap/ 23674 236 232 2.30 2.28 2.26 2.26
Konsum Konsumsi dan energi / . — 74 78 8 8 9 9
) hari .
sidan Keamanan Kkal Dishan Kota
Suplai Pangan Persentas pan Bima
Pangan e muty % 79 80 85 85 88 88 88
keamanan
pangan
Analisis dan Dokumen
Penyusunan analisis Dokum Dishan Kota
3 Pola Konsymsl PPH en 1 1 30.000 1 33.000 1 36.300 1 39.930 4 35.325 pan Bima
dan Suplai
Pangan
Pemanfaatan Jumlah
Pekarangan kelompok
Untuk yang
Pengembangan memanfaa
Pangan tkan Kelomp Dishan Kota
3 pekaranga ok 10 10 124975 10 137.473 10 151.220 10 166.342 40 144975 pan Bima
n untuk
pengemba
ngan
pangan
Peningkatan Jumlah
Mutu dan kelompok
Keamanan masyaraka
Pangan tyang
memperol
eh Kelomp Dishan Kota
3 pemaham K 2 2 76.900 2 84.590 2 93.049 2 102.354 8 102.354 pan Bima
an tentang
mutu dan
keamanan
pangan
(kelompok
)
Penyuluhan Masyaraka
Sumber Pangan tyang
Alternatif mendapat Kecama Dishan Kota
3 penyuluha tan 5 5 50.000 5 55.000 5 60.500 5 66.550 20 66.550 pan Bima
n sumber
pangan
alternatif
Lomba Cipta Jumlah
Menu Beragam, kelurahan
Bergizi, yang Kelurah Dishan Kota
3 Seimbang dan mengikuti an 38 0 141.907 4 156.098 41 171.707 41 188.878 123 188.878 pan Bima
aman (B2SA) lomba (41
keluraha)
Penyelenggaraa Jumlah Prov.
n Promosi pelaksana " Dishan Dan
3 Produk Pangan an Kali 2 2 120.000 2 132.000 2 145.200 2 159.720 8 159.720 pan Nasio
Lokal promosi nal
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Program Persentas
Peningkatan e
Pemasaran eningkat "
Hasil Produksi o % 100 100 Dishan | Kota

N % pan Bima
Pertanian/ pemasara
Perkebunan n hasil

produksi

Promosi Atas Jumlah
Hasil Produksi pelaksana Prov.
Pertanian/Perk an Kali ) 80.800.0 Dishan Dan
ebunan promosi 00 pan Nasio
Unggulan nal
Daerah
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Tabel 6.2.
(Tabel T-C.5. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Berdasarkan Permendagri Nomor
90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

. Kondisi
Kode Indikato Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai X . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an —— Kerja
N rem || e | B i PRI, IFRCEIRTiA, m Satu | P2da 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat | " | ok
0 X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju X an Daerah asi
Strateg ndan Sub Kegiatan dan Sub ndan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa U || @ | e | e Targ (000 Targ B5 Targ 2 Ter e ah
N R n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
1 Menin Inde Menin 2.09.03 PROGRAM Meningka Jumlah kka/ 2.632 2.63 1.31 2.66 1.451. 2.69 1.596. 2.6
gkatny ks gkatny PENINGKATAN tnya keterse kap/ 2 9.55 2 505 2 656 92 1.756.
a Keta a DIVERSIFIKASI diversifik diaan hari 0 321
ketaha hana Keters DAN asi energi
nan n ediaan KETAHANAN pangan
panga Pang B PANGAN masyarak
n an Cadan MASYARAKAT at
gan Jumlah gra 66,68 66,6 67,1 67,6 67,
dan keterse m/ 8 8 8 68
Distrib diaan kap/
usi protein hari
Panga
n
Masya
rakat
Menin 2.09.03. | Penyediaan dan Tercukupi | Persent % 20 20 20 20 20
gkatny 2.01 Penyaluran nya ase 130. 143.8 158.26 174.09
apola Pangan Pokok ketersedi keterse 800 80 8 5
konsu atau Pangan aan dan diaan
msi Lainnya sesuai penyalur pangan
panga dengan an pokok
n Kebutuhan pangan terhada
masya Daerah pokok p
rakat Kabupaten/ atau kebutu
yang Kota dalam pangan han
keraga Rangka lainnya daerah
man Stabilisasi sesuai
Pasokan dan kebutuha
Harga Pangan n daerah
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Kondisi

Kode Indikato Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L i o 8 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.03. | Penyediaan Tersusun Jumlah Dok 2 2 2 2 2 Dina Kot
2.01.01 Informasi Harga nya dokume ume Dok 30.0 33.00 36.300 39.930 s a
Pangan dan Dokumen n IHP n ume 00 0 Keta Bim
Neraca Bahan IHP dan dan n hana a
Makanan NBM NBM n
Pang
an
2.09.03. | Penyediaan Terlaksan Jumlah Kelo 10 10 10 10 10 Dina Kot
2.01.02 Pangan Berbasis anya Kelomp mpo Kelo 50.0 55.00 60.500 66.550 s a
Sumber Daya penyedia ok k mpo 00 0 Keta Bim
Lokal an dan masyar k hana a
pembina akat/ n
an pengus Pang
produk aha an
pangan pangan
olahan olahan
yang
terbina
2.09.03. | Pemantauan Tersedian Data kom 17 17 17 17 17 Dina Kot
2.01.04 Stok, Pasokan ya data Komodi oditi kom 25.8 28.38 31.218 34.340 s a
Dan Harga harga ti per oditi 00 0 Keta Bim
Pangan pangan bulan hana | a
pokok (komod n
iti) (17 Pang
Komodi an
ti per
bulan)
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Kode
Sasara Rek
Indik n Progra
. (Sasar m,
Tujuan ator an e
CHb Wy Strateg ndan
an X
is sub
OPD) Kegiata
n
2.09.03.
2.01.06
2.09.03.
2.02

Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Sasaran
Program,
Kegiatan
dan Sub
Kegiatan

Indikato
r
Progra
m,
Kegiata
ndan
Sub
Kegiata
n

Satu
an

Data
Capai
an
pada
tahun
awal
Peren
canaa

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode

Renstra
2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat
Daerah
Rp Rp Rp
Tar | (0 | Tar | (O | Targ (000 Targ Rp Targ Rp Tar Rp
get | 00 | get [ 00 et ) et (000) et (000) get (000)
) )
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Kode Indikato Data L L]
X Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (© Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.03. | Koordinasi dan Terlaksan Jumlah Kali 2 2 28.7 2 2 2 Dina Kot
2.02.01 Sinkronisasi anya Koordin 50 31.62 34.788 38.266 s a
Pengendalian Koordina asi dan 5 Keta Bim
Cadangan si dan Sinkroni hana a
Pangan Sinkronis sasi n
Kabupaten/ asi Pengen Pang
Kota Pengenda | dalian an
lian Cadang
Cadangan | an
Pangan Pangan
Kabupate Kabupa
n/ Kota ten/
Kota
2.09.03. | Penyusunan Tersedian | Jumlah doku 1 1 20.0 1 1 1 Dina Kot
2.02.02 Rencana ya dokume men 00 22.00 24.200 26.620 s a
Kebutuhan rencana n 0 Keta Bim
Pangan Lokal kebutuha rencana hana a
n pangan kebutu n
lokal han Pang
pangan an
lokal
2.09.03. | Pengadaan Tersedian Penguat Ton 13 15 250. 17 18 20 Kot
2.02.01 Cadangan ya an 000 275.0 302.50 332.75 a
Pangan Cadangan | Cadang 00 0 0 Bim
Pemerintah Pangan an a
Kabupaten/ Daerah) Pangan
Kota Daerah
2.09.03. | Pemeliharaan Terlaksana Jumlah Ton 13 15 40.0 17 18 20 Dina Kot
2.02.02 Cadangan nya cadang 00 44.00 48.400 53.240 s a
Pangan PemliEe an 0 Keta Bim
Pemerintah ngangan pangan hana a
Kabupaten/ Pangan yang n
Kota Pemerinta terpelih Pang
h ara an
Kabupaten
/ Kota




Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.03. | Pelaksanaan Tercapain | Jumlah kka/
2.04 Pencapaian ya Target konsum kap/ | 2,161, 2,16 850. 2.28 935.0 2.26 1.028. 2.2 1.131.
Target Konsumsi Konsumsi si hari 5 1,5 000 8,00 00 9,00 500 69 350
Pangan Pangan energi 0 0 kk
Perkapita/ Perkapita a/
Tahun sesuai / Tahun ka
dengan Angka sesuai p/
Kecukupan Gizi dengan ha
Angka ri
Kecukupa
n Gizi
2.09.03. | Penyusunandan | Terlaksan Dokum doku 1 1 1 1 5 Dina Kot
2.04.01 Penetapan anya en men 650. 715.0 786.50 865.15 s a
Target Konsumsi | Analisis analisis 000 00 0 0 Keta Bim
Pangan per dan PPH hana a
Kapita per Penyusun n
Tahun an Pola Pang
Konsumsi an
dan
Suplai
Pangan
Terlaksan | Jumlah Kelp 10 8 8 8 34
anya kelomp k
kegiatan ok
pemanfa masyar
atan akat
pekarang yang
an melaksa
sebagai nakan
sumber kegiata
pangan n
dan gizi pemanf
keluarga aatan
pekaran
gan
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Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i AR, IPReETRliay i, S || PR 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat R g
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.03. | Pemberdayaan Terlaksan | Jumlah Kelu 41 41 41 41 41 Dina Kot
2.04.02 Masyarakat anya Kelurah raha 200. 220.0 242.00 266.20 s a
dalam lomba an yang n 000 00 0 0 Keta Bim
Penganekaraga B2SA mengik hana a,
man Konsumsi dalam uti n Pro
Pangan Berbasis Penganek Lomba Pang | vins
Sumber Daya aragama B2SA an i
Lokal n Tingkat
Konsumsi Kota
Pangan Bima
Berbasis Jumlah Kali 2 2 2 2 10 Dina Kot
Sumber pelaksa s a
Daya naan Keta Bim
Lokal promosi hana a,
n Pro
Pang vins
an i
Jumlah Kali 2 2 2 2 10 Dina Kot
pelaksa s a
naan Keta Bim
sosialisa hana a
si B2SA n
disekola Pang
h an
2.09.04 PROGRAM Meningka | Persent % 20 20 20 20 10
PENANGANAN tnya ase 20.0 22.00 24.200 | 0%
KERAWANAN Penangan | kelurah 00 0
PANGAN an an
Kerawan rawan/
an rentan
pangan pangan
yang
ditanga
ni
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Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.04. | Penanganan Terlaksan | Jumlah Kelu 10 5 5 5 25
2.02 Kerawanan anya kelurah raha 20.0 22.00 24.200 26.620
Pangan Penangan anyang n 00 0
Kewenangan an mendap
Kabupaten/ Kerawan at
Kota an penang
Pangan anan
Kewenan kerawa
gan nan
Kabupate pangan
n/ Kota
2.09.04. | Koordinasi dan Terlaksan Jumlah Keg 2 2 2 2 2 Dina Kot
2.02.01 Sinkronisasi anya Koordin 20.0 22.00 24.200 26.620 s a
Penanganan Koordina asi dan 00 0 Keta Bim
Kerawanan sidan Sinkroni hana a
Pangan Sinkronis sasi n
Kabupaten/Kota asi Penang Pang
Penangan | anan an
an Kerawa
Kerawan nan
an Pangan
Pangan
Kabupate
n/ Kota
2.09.05 PROGRAM Meningka | Present % 80 85 88 90 95
PENGAWASAN tnya ase 113. 124.6 137.09 150.80
KEAMANAN Pengawa bahan 300 30 3 2
PANGAN san pangan
Keamana yang
n Pangan aman
konsum
si
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Kod Indikat Dat Kondisi
ode naikato ata Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tuien || ey | O i AR, IPReETRliay m G | PR 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i R Daer
OPD) Kegiata ¢ Kegiata canaa L | v (0 Targ (ogo Targ i Targ 2 Vel i ah
gn gn . get | 00 | get | 00 | et ) et | (000) | et (000) | get | (000)
) )
2.09.05. | Pelaksanaan Meningka | Jenis % 80 80 80 80 80
2.01 Pengawasan tnya pangan 113. 124.6 137.09 150.80
Keamanan pengawa segar 300 30 3 2
Pangan Segar san yang
Daerah keamana diawasi
Kabupaten/ n pangan
Kota segar
daerah
Penguatan Terlaksan Jumlah Kelo 11 11 10.3 11 11.33 11 12.463 11 13.709 Dina Kot
2.09.05. | Kelembagaan anya kelompo mpo 00 0 s a
2.01.01 Keamanan penguata K k Keta Bim
masyarak
Pangan Segar n e hana a
Daerah kelembag | memper n
Kabupaten/ aan oleh Pang
Kota keamana pemaha an
n pangan man
segar tentang
mutu
daerah dan
Kota keamana
n pangan
(kelompo
k)
2.09.05. | Registrasi Terlaksan | Jumiah peta 25 25 48.0 25 52.80 25 58.080 | 25 | 63.888 | Dina Kot
2.01.03 | Keamanan anya petani/ ni/ 00 0 s a
Pangan segar registrasi E:;T]l;u pela Keta Bim
Asal Tumbuhan keamana — ku hana a
Daerah n pangan Registrasi | usah n
Kabupaten/ segarasal | Keamana a Pang
Kota tumbuha n Pangan an
n Kota segar
Asal
Tumbuha
n




. Kondisi
Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i AR, IPReETRliay i, S || PR 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat R g
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.05. | Penyediaan Jumlah Jumlah Unit 1 55.0 1 60.50 1 66.550 1 73.205 Dina Kot
2.01.05 Sarana dan alat uji alat uji 00 0 s a
Prasarana pangan pangan Keta Bim
Pengujian Mutu hana a
dan Keamanan n
Pangan segar Pang
asal tumbuhan an
2.09.01 PROGRAM Meningka | Persent % 100 100 100 100 10
PENUNJANG tnya ase 3.45 3.796. 4.176. 0 4.594.
URUSAN capaian rata- 1.76 943 637 301
PEMERINTAHAN pelaksan rata 6
DAERAH aan hasil
KABUPATEN/ kegiatan capaian
KOTA penunjan pelaksa
g urusan naan
pemerint kegiata
ah n
daerah penunja
ng
urusan
pemeri
ntah
daerah
2.09.01. | Perencanaan, Meningka Persenta % 100 100 100 100 10
2.01 Penganggaran, tnya se jumlah 6.00 6.600 7.260 | 0 7.986
dan Evaluasi Kuantias e 0
) ) Perencan
Kinerja dan oI,
Perangkat kualitas Pengang
Daerah Perencan garan,
aan, dan
Pengangg Eyalufasi
aran, dan i
) Perangka
Evaluasi t Daerah
Kinerja
Perangka
t Daerah
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. Kondisi
Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L i o 8 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Penyusunan Terlaksan Jumlah doku 2 2 2 2.200 2 2.420 8 2.662 Dina Kot
2.09.01. | Dokumen ana dokume men 2.00 s a
2.01.01 Perencanaan Penyusun n 0 Keta Bim
Perangkat an Renstra hana a
Daerah Dokumen dan n
Perencan Renja Pang
aan an
Perangka
t Daerah
2.09.01. | Koordinasi dan Terlaksan Tersedi doku 1 1 550 1 605 3 666 Dina Kot
2.01.02 Penyusunan anya annya men 500 s a
Dokumen RKA- Koordina Dokum Keta Bim
SKPD sidan en RKA hana a
Penyusun n
an Pang
Dokumen an
RKA-
SKPD
Koordinasi dan Terlaksan | Jumlah doku 1 1 550 1 605 3 666 | Dina Kot
2.09.01. Penyusunan anya dokume men 500 S a
2.01.03 Dokumen Koordina n RKA-P Keta Bim
Perubahan RKA- si dan hana a
SKPD Penyusun n
an Pang
Dokumen an
Perubaha
n RKA-
SKPD
2.09.01. | Koordinasi dan Terlaksan Jumlah doku 1 1 550 1 605 3 666 Dina Kot
2.01.04 Penyusunan anya dokume men 500 s a
DPA-SKPD Koordina n DPA Keta Bim
sidan hana a
Penyusun n
an DPA- Pang
SKPD an




Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Koordinasi dan Terlaksan | Jumlah doku 1 1 550 1 605 3 666 | Dina Kot
2.09.01. | Penyusunan anya dokume men 500 s a
2.01.05 Perubahan DPA- Koordina n DPA Keta Bim
SKPD sidan hana a
Penyusun n
an Pang
Perubaha an
n DPA-
SKPD
Koordinasi dan Terlaksan Jumlah doku 2 2 2.200 2 2.420 6 2.662 Dina Kot
2.09.01. Penyusunan anya laporan men 2.00 s a
2.01.06 Laporan Koordina capaian 0 Keta Bim
Capaian Kinerja si dan kinerja hana a
dan Ikhtisar Penyusun SKPD n
Realisasi Kinerja an Pang
SKPD Laporan an
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
2.09.01. | Administrasi Meningka Persent % 100 100 100 100 10
2.02 Keuangan tnya ase 291 3.205. 3.526. 0 3.878. Dina Kot
Perangkat Kualitas pelaksa 4.26 693 262 888 s a
Daerah Administr | naan 6 Keta Bim
asi kegiata hana a
Keuangan | n n
Perangka adminis Pang
t Daerah trasi an
keuang
an
perangk
at
daerah
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Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada )
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L i o 8 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Penyediaan Gaji Terlaksan | Jumlah Oran 39 39 39 3.149. 39 3.463. 39 3.810. Dina Kot
2.09.01. | dan Tunjangan anya pegawa g 2.86 043 947 342 s a
2.02.01 ASN Penyedia iyang 2.76 Keta Bim
an Gaji mempe 6 hana a
dan roleh n
Tunjanga gaji dan Pang
n ASN tunjang an
an
2.09.01. | Pelaksanaan Terlaksan Prosent % 100 100 100 52.80 100 58.080 10 63.888 Dina Kot
2.02.03 Penatausahaan anya ase 48.0 0 0 s a
dan Pengujian/ Pelaksan kesesua 00 Keta Bim
Verifikasi aan ian hana a
Keuangan SKPD Penataus praktek n
ahaan penata Pang
dan usahaa an
Pengujian n
/ keuang
Verifikasi an SKPD
Keuangan | dengan
SKPD Standar
Operasi
onal
Prosedu
r (SOP)
penata
usahaa
n
keuang
an (%).
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Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i AR, IPReETRliay i, S || PR 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat R g
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Koordinasi dan Terlaksan Jumlah 1 1 2.750 1 3.025 1 3.328 Dina Kot
2.09.01. Penyusunan anya laporan Lapo 2.50 s a
2.02.05 Laporan Koordina keuang ran/ 0 Keta Bim
Keuangan Akhir si dan an akhir Dok hana a
Tahun SKPD Penyusun tahun ume n
an n Pang
Laporan an
Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
2.09.01. | Koordinasi dan Terlaksan Jumlah Sem 2 2 1.100 2 1.210 2 1.331 Dina Kot
2.02.07 Penyusunan anya laporan ester 1.00 s a
Laporan Koordina keuang 0 Keta Bim
Keuangan sidan an hana a
Bulanan/Triwula Penyusun semest n
nan/Semesteran | an eran Pang
SKPD Laporan an
Keuangan
Bulanan/
Triwulana
n/
Semester
an SKPD
2.09.01. | Administrasi Terlaksan Persenta % 100 100 100 100 10
2.03 Barang Milik anya = 500 550 605 0 666
Daerah pada Administr Z:Laksa"
Perangkat asi per—
Daerah Barang Relmfis:
Milik rasi
Daerah Barang
pada Milik
Perangka e
pada
t Daerah P
t Daerah
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Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Rekonsiliasi dan Terlaksan Jumlah Dok 1 1 1 550 1 605 1 666 Dina Kot
2.09.01. Penyusunan anya Laporan ume 500 s a
2.03.05 Laporan Barang Rekonsili Barang n Keta Bim
Milik Daerah asidan Milik hana a
pada SKPD Penyusun Daerah n
an pada Pang
Laporan SKPD an
Barang
Milik
Daerah
pada
SKPD
2.09.01. | Administrasi Meningka | Persent % 100 100 100 100 10
2.05 Kepegawaian nya ase 30.0 33.00 36.300 0 39.930
Perangkat Administr | pelaksa 00 0
Daerah asi naan
Kepegaw kegiata
aian n
Perangka adminis
t Daerah trasi
Kepega
waian
Perangk
at
daerah
Pengadaan Terlaksan Jumlah Stel 30 30 30 27.50 30 30.250 30 33.275 Dina Kot
2.09.01. | Pakaian Dinas anya Pengad 25.0 0 s a
2.05.02 Beserta Atribut Pengadaa | aan 00 Keta Bim
Kelengkapannya n Pakaian Pakaian hana a
Dinas Dinas n
Beserta Beserta Pang
Atribut Atribut an
Kelengka Kelengk
pannya apanny
a
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Kondisi

Keite it Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai - . Unit
Akhir Periode .
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
n n n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Sosialisasi Terlaksan | Jumlah PNS 30 30 30 5.500 30 6.050 | 30 6.655 | Dina Kot
2.09.01. Peraturan anya PNS 5.00 s a
2.05.10 Perundang- Sosialisasi | yang 0 Keta Bim
Undangan Peratura mengik hana a
n uti n
Perundan sosialisa Pang
g- si an
Undanga Peratur
n an
Perund
ang-
Undang
an
2.09.01. | Administrasi Meningka | Persent % 100 100 100 100 10
2.06 Umum tnya ase 343. 377.3 415.03 0 456.53
Perangkat Administr | pelaksa 000 00 0 3
Daerah asi naan
Umum kegiata
Perangka n
t Daerah adminis
trasi
Umum
Perangk
at
Daerah
2.09.01. | Penyediaan Terlaksan Jumlah jenis 3 3 3 2.200 3 2.420 3 2.662 Dina Kot
2.06.01 Komponen anya Kompo 2.00 s a
Instalasi Penyedia nen 0 Keta Bim
Listrik/Penerang an Instalasi hana a
an Bangunan Peralatan Listrik/ n
Kantor dan Penera Pang
Perlengka | ngan an
pan Bangun
Kantor an
Kantor
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Kondisi

Kode Indikato Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.01. | Penyediaan Terlaksan | Jumlah jenis 3 3 5 33.00 5 36.300 5 39.930 | Dina Kot
2.06.02 Peralatan dan anya peralat 30.0 0 s a
Perlengkapan Penyedia an dan 00 Keta Bim
Kantor an Perleng hana a
Peralatan kapan n
dan Kantor Pang
Perlengka an
pan
Kantor
2.09.01. | Penyediaan Terlaksan Jumlah oran 250 250 250 27.50 250 30.250 25 33.275 Dina Kot
2.06.04 Bahan Logistik anya pelayan g/ 25.0 0 0 s a
Kantor Penyedia an kali 00 Keta Bim
an Bahan makana hana a
Logistik ndan n
Kantor minuma Pang
n an
2.09.01. | Penyediaan Jumlah jenis 8 8 8 33.00 8 36.300 8 39.930 Dina Kot
2.06.05 Barang Cetakan Penyedia jenis 30.0 0 s a
dan an belanja 00 Keta Bim
Penggandaan Barang cetak hana a
Cetakan dan n
dan pengga Pang
Penggand | ndaan an
aan yang
tersedia
2.09.01. | Penyediaan Terlaksana Jumlah Med 5 5 5 6.600 5 7.260 5 7.986 | Dina Kot
2.06.06 Bahan Bacaan nya bahan ia 6.00 s a
dan Peraturan FemyElEe bacaan 0 Keta Bim
n Bahan
Perundang- Bacaandan | dan hana a
undangan Peraturan kerjasa n
Perundang ma Pang
-undangan Dengan an
Media
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Kondisi

Kode Indikato Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L | v (0 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.01. | Penyelenggaraa Terlaksan Jumlah Kali 10 10 25 275.0 25 302.50 25 332.75 Dina Kot
2.06.09 n Rapat anya rapat 250. 00 0 0 s a
Koordinasi dan Penyelen koordin 000 Keta Bim
Konsultasi SKPD ggaraan asi dan hana a
Rapat konsult n
Koordina asi Pang
sidan keluar an
Konsultas daerah
i SKPD
2.09.01. | Penyediaan Jasa Meningka Persent % 100 100 100 100 10
2.08 Penunjang tnya ase 85.0 93.50 102.85 0 113.13
Urusan kuantitas Penyedi 00 0 0 5
Pemerintahan dan aan
Daerah kualitas Jasa
pelayana Penunja
n ng
Penunjan Urusan
g Urusan Pemeri
Pemerint ntahan
ahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Terlaksan Jumlah Sura 500 500 500 55.00 500 60.500 50 66.550 Dina Kot
2.09.01. | Surat Menyurat anya surat t 50.0 0 0 s a
2.08.01 Penyedia masuk 00 Keta Bim
an Jasa dan hana a
Surat yang n
Menyurat | dikirim Pang
selama an
setahun
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. Kondisi
Keite it Datav Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada :
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
T | eren | G i IAReEfin, IPReETRliay i, Saty | P2da 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR | e
. an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren iR iR Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa WL (@ || ‘ver w Targ (000 Targ b Targ 2 el 9 ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.01. | Penyediaanlasa | Terlaksan | Jumlah 4 4 4 33.00 4 36.300 4 39.930 | Dina Kot
2.08.02 Komunikasi, anya jasa Jasa/ 30.0 0 s a
Sumber Daya Penyedia komuni bula 00 Keta Bim
Air dan Listrik an Jasa kasi, n hana a
Komunik sumber n
asi, daya Pang
Sumber air, an
Daya Air listrik
dan dan
Listrik kebersi
han
kantor
2.09.01. | PenyediaanlJasa | Terlaksan | Jenis jenis 22 22 22 5.500 22 6.050 | 22 6.655 Dina Kot
2.08.03 Peralatan dan anya peralat 5.00 s a
Perlengkapan Penyedia andan 0 Keta Bim
Kantor an Jasa perleng hana a
Peralatan kapan n
dan kantor Pang
Perlengka an
pan
Kantor

2.09.01.
2.09




Kondisi

Kode Indikato Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
X an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L i o 8 Targ (000 Targ i Targ 2 Vel i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
2.09.01. | Penyediaanlasa | Terlaksan | Jumlah Unit 1 1 1 22.00 1 24.200 1 26.620 | Dina Kot
2.09.01 Pemeliharaan, anya Kendar 20.0 0 s a
Biaya Penyedia aan 00 Keta Bim
Pemeliharaan an Jasa Dinas hana a
dan Pajak Pemeliha Jabatan n
Kendaraan raan, Pang
Perorangan Biaya an
Dinas atau Pemeliha
Kendaraan raan dan
Dinas Jabatan Pajak
Kendaraa
n
Perorang
an Dinas
atau
Kendaraa
n Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Terlaksana Jumlah Unit 10 10 10 3.300 10 3.630 10 3.993 Dina Kot
2.09.01. | Pemeliharaan, nya. Kendar 3.00 s a
2.09.02 | Biaya :ej';‘s’:d'aa aan 0 Keta | Bim
Pemeliharaan, pemelihara Dinas hana a
Pajak, dan an, Biaya Operasi n
Perizinan Pemelihara | onal Pang
Kendaraan an, Pajak, atau an
Dinas dan Lapang
Operasional [P an
Kendaraan
atau Lapangan Dinas
Operasiona
| atau
Lapangan

136




Kondisi

Kode Indikato Data‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Pada .
Sasara Rek r Capai Akhir Periode Unit
Indik n Progra Sasaran Progra an Renstra Kerja
Tujuan: | ator (| 252 i PRI R iy G | P 2019 2020 2021 2022 2023 Perangkat PR ||
. an Kegiata Kegiatan dan Kegiatan Kegiata tahun ngka .
OPD Tuju . an Daerah asi
Strateg n dan Sub Kegiatan dan Sub n dan awal t
an is sub Kegiatan Sub Peren i i Rp Daer
OPD) Kegiata Kegiata canaa L i o 8 Targ (000 Targ i Targ 2 W i ah
N N n get 0)0 get 0)0 et ) et (000) et (000) get (000)
Pemeliharaan Terlaksan Jumlah Jenis 3 3 3 27.50 3 30.250 3 33.275 Dina Kot
2.09.01. | Peralatan dan anya Alat 25.0 0 s a
2.09.06 Mesin Lainnya Pemeliha Kantor 00 Keta Bim
raan dan hana a
Peralatan Rumah n
dan Tangga Pang
Mesin yang an
Lainnya terpelih
ara
Pemeliharaan/ Terlaksan Cakupa % 50 50 50 27.50 50 30.250 50 33.275 Dina Kot
2.09.01. | Rehabilitasi anya n 25.0 0 s a
2.09.09 Gedung Kantor Pemeliha gedung 00 Keta Bim
dan Bangunan raan/ kantor hana a
Lainnya Rehabilit yang n
asi direhab Pang
Gedung / an
Kantor dipeliha
dan ra
Banguna
n Lainnya
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BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 menunjukkan kinerja
yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam 5 tahun
mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2018-2023. Berikut Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima yang secara langsung mnunjukan kinerja yang akan dicapai:

Tabel 7.1.
(Tabel T-C.6 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Indikator Kinerja Perangkat
Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
Indikat awal Pada
ndtkator periode Akhir
RPJMD Periode
Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun RPJMD
Tahun O
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 3

Persentase
1. penyediaan 10% 18 % 20 % 22 % 24 % 25 % 25 %
Pangan Utama
Stabilitas Harga
Pangan (beras)

2. iRt <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
konsumen
Persentase Pola

3. Konsumsi dan 84 84,5 85 87,0 88,3 89,6 89,6

Suplai Pangan

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi
perumusan isu strategis RPJMD Kota Bima adalah Sustainable Development
Goals (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan
pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk
pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan,
kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur,
kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan,
ekosistem, institusi dan kemitraan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis ini beberapa
tujuan dalam SDGs telah diakomodir oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
baik secara langsung sebagai target perangkat daerah dan secara tidak langsung
berhubungan dengan pencapaian target SDGs melalui target hasil capaian
program maupun target keluaran capaian kegiatan sebagaimana disajikan dalam
tabel 7.2. berikut.
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Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Target SDGs

Iﬁ(aifl:;::r Target Indikator Kinerja I]?i):::if
NO Irln{cil:ll:a?or Satuan }:;:?‘
a 2018 2019 2020 2021 2022 2023 S
Periode
RPJMD
1. Tujuan 2.
Tanpa Kelaparan (zero hunger- End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture)
Target 2.1. Pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan jaminan akses bagi semua orang. Khususnya orang miskin
dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup
sepanjang tahun
11 Indikator 2.1.1.Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). (Indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan)
Indikator A.2.UWD.2.15 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang
digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/ (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)
Jumlah konsumsi kkal/
energi kkal/ kap/ kap/ 2.196 2.367,4 2.327,8 2.308,1 2.288,3 2.268,6 2.268,6
hari hari
Indikator 2.1.1.(a.1.) Angka Ketersediaan Energi (Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima)
Ketersediaan kkal/
Energi kap/ 2.572 2.572 2.602 2.632 2.662 2.692 2.692
hari
1.2 Indikator 2.1.2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala
Pengalaman Kerawanan Pangan. (Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
Indikator A.1.AKM.30 Penanganan daerah rawan pangan (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)
Persentase
Penyediaan % 15% 18% 20% 22% 24% 25% 25%
Pangan Utama
Stabilitas  Harga
Pangan  (beras) | ¢, <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
ditingkat
Konsumsi
1.3 | Indikator. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari (Indikator
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
Indikator A.2.UWD.2.15. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar
yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)
Ketersediaan kkal/
Energi kap/ 2.572 2.572 2.602 2.632 2.662 2.692 2.692
hari
Angka kkal/
ketersediaan kap/ 56 65,68 66,18 66,68 67,18 67,68 67,68
protein hari
1.4 | Indikator. 2.1.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Indikator A.2.UP.8.2 Konsumsi lkan (Indikator Kinerja Permendagri 86/2017)

Persentase PPH

. % 85,3 84,5 85 87 88,3 89,6 89,6
Konsumsi
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BAB VIII
PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun
2018-2023 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan
proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada
Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023. Revisi Renstra
diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program
kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya hingga tahun 2023. Perlu komitmen yang kuat
dalam menjadim kontinuitas dan konsistensi program pembangunan
dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta
komitmen emua unsur. Hal yang tidak kalah penting keberhasilan
pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan dari rencana strategis ini kepada seluruh pegawai, mitra,
dan pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota
Bima.

Kota Bima, 2021

\\Pembifia Utama TK\. 1. VI/C
NIP:+19620103 199203 1 006
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PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No. 92 Kel. Penatoi Kec. Mpunda, email : dkpkotabimal7 @gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA
NOMOR : 521/089 /DISHANPAN/ V11 /2021
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018-2023

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menenga Kota Bima Tahun 2018-2023, setiap
OPD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD;

Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang efektif, efisien bersasaran, dan berkesinambungan
tentang pembangunan ketahanan pangan tahun 2018-2023 secara sistematis
dan selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menenga Kota
Bima Tahun 2018-2023, perlu disusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima tentang Perubahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di
Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
dan Gizi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
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Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Menetapkan

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 103);
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 103);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menenga Kota Bima Tahun 2018-2023;

Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan

MEMUTUSKAN

PERTAMA . Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023
KEDUA . Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA sebagai
acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2021-2023;
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KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan
Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,

Ditetapkan di Raba - Bima
Pada tanggal, 2021

NIP. 19620103 199203 1 006

Tembusan. disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bima di Raba;

2.Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima di Raba;
3.Yang bersangkutan masing-masing untuk maklum.
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Croscuting Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Mesufudkan Kota Bima yang berkualtas
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Casecading Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Reatsast JRaso sasarn | it
apeian
. T I - Target PD Tabun Ke- (Copaian | paga Tahun N I I Target Kinera rogram Realisasi KBGIATA peNaN
o Misi Tujua ! N KU - ke~ PROGR RAN ATOR RS St KEGIATAN/ N, satu GGUN
wom | n | R om | i moo | proc | RS | SUBKEGIATAN | SaSARA an G
Tz ]z 22272 R | RAM 7 N SUB s
an o o o o o o o 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 o 20 KEGIATA
A T I T T TN I T B wo|lw |2 [ 2| s | [ w | a2 | N
I N o S I S N A 2
Progeam Kegiatan Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagr Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasi Verifkasi, Validasi dan Inventarisssi Pemutahiran Klarifikas, Kodefikssi
1 Misi Menin Inde Menin rse % 1 2 2 2 2 1 2 56 11 PROGR Menin Angk 2. 2. 2. 2. 2. 2. Penyediaan dan Tercuku Persenta. % 100% Kabid
ke- gkatn ks gkatny ntase 8 o 2 4 5 o 2 % 0 M gkatny a 2.6 kk 57 60 63 66 69 57 60 Penyaluran pinya Keterse
Mewu va Keta a Keter % PENING. a keters 92 a/ 2 2 2 2 2 2 Pangan Pokok ketersedi ketersedi dian
judia | kewn | ham | Kewss | sedw Karan | dversi | edon | ke | ke atan aan san can
n i | o ciizan | an DERS | fas | n ol e Luinnyasesai | pemyalue | pangan Keravea
Masy | panga | Pane | Panga FIKAST | panea | emers | ap | har ngan I pokole an
araka an Cagan | n DAN n i ; Kebutuhan pangan | dan Pangan
: Dram Kot | masya nari ah Dok Pangan " aan
Berica H Avan e Kabupaten/ oy Lainnya cabia
aias PANGA Kota dalam pangan | Terhaa Discry
yang lainnya P usi dan
Berda MASYA Stabilisasi sesuai Kebutuh Harga
va RAKA Pasokan dan kebutuh an Pangan
Seing Horga Pangan | an Dacran
Stabil % < < < < < < < 10 10 Angk 3 3 3 o7 &7 & 6 dacrah
itas [ T T T O O . L T T I I I IO e
Harga o o o o o o o % % keters 68 m/ 8 8 8 8 8 8 Penyediaan Tersedia Informas Lapo 4 Sub
Panga i R Informast Farga | oy i Hargs T | L Koo
n n m/ o/ Pangan dan Informas Pangan n nator
(beras protei kap har Neraca Bahan i Harga lan Keterse
n U i Makanan Pangan Neraca diaan
siting nari an Bahan Pangan
: Neraca Makana
ons Bahan
umen Makana
(Vs
%)
Nomn [ Perse | % o[ % Penyediaan Tersedia mn | e 7 B
gamy | nisse s o | s [ s e e | s | X | % Pangan va Berbasis | ren | Lapora  Kood
Spaa | Fois A R A O A O A Berbasis nga Sumber n nator
fome | Kons EI I I I I I umber Daya Berbasis | Dava Sumbe
msi ums Sumber | Lokl  Daya
panga | dan ava yang Pangan
. Supla Lol Tersedia
masa | Pemantaun Terlaioa | Pemanta | Lapo 7 B
rakat Panga Stok, Pasokan nanya uan ran Dokum Koordi
yang Dan Harga Pemanta | Stok, e ator
beraga Pangan uan Pax Farga
man St dan Pangan
Pasokan | Harsa
an Pangan
Harga
Pangan
Fengerbangan | Terlaksa | Jumian | Ome | T0mt ED
o va Kelemba Koordi
Usaha Pangan gaan avor
Masyarskat dan Usana Distin
Toko Tani Pangan i
Indonesia Masyara Pangan
kat dan
“Toko
Tani
Indonesi
avan,
Dikemba
Pengelolaan dan. Tersedia Persenta. “Ton 20% Kabid.
Keseimbangan nya se. Distrib
Cadangan keseimb Cadanga usi dan
Pangan n Harga
Kabupaten/ cadanga Pangan
Kota n pemerint
pansan | an
Kota fersedia
dan
dikelola
terhadan
otal
kebutuh
daerah
Roordinasi dan | Tenaioa | Jumlan | Lam z ED
Sinkoonisas nanya Koordina | ran | Lapora | Koordi
Pengendalian Koordina | s dan . narorC
Cadangan s dan Sinkrons adanga
Pangan Sinkroni | sast o
Kabupaten/ sasi Pengend Pangan
Kota. Pengend lian
o Cadanga
Cadanga | n
n Pangan
Panga Kabupat
Kabupat | en/Kota
en) Kota
Penyusunan Tersedia Rencana Dok 4 Sub
Rencana Kebutah | ume | dokum | Koo
Kebutuhan Rencara | an n en nator
Pangan Lokal Kebutuh | Pangan Sumbe
o Lol “Dava
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Rasio

Realisasi d SASARA INDIKAT
. . X apaian " N OR
. ndi o . Target PD Tahun Ke- Copaian e sasa INDIK . . Target Kinerja Program Realisasi KEGIATA KEoRTA PENAN
o " Tujua a o KU o ke PROGR RAN ATOR o S KEGIATAN/ N N/ satu TARGE GGUN
n OPD Toju obn OPD - AM PROG PROG e - SUB KEGIATAN SASARA INDIKAT an T G
2 2 2 2 2 2 2 RAM M 2 NSUB OR SUB JAWAB
an 0 o o 0 0 0 o 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 KEGIATA KEGIATA
1 2 2 2 2 1 2 19 20 19 20 21 2 23 19 20 21 2 23 N N
9 o 1 2 3 9 o 2
Pangan Pangan
Lokal
Pengadaan Tersedia Jumlah Ton 17 Ton Sub
Cadangan nya Cadanga Koordi
Pangan Cadanga n nator
Pemerintah n Pangan Cadang
Kabupaten/ Pangan Pemerint an
Kota Pemerint ah Pangan
ah Kabupat
Kabupat en/Kota
en/Kota
Pemeliharaan Terpeliba Jumlah Ton 17 Ton Sub
ranya Cadanga Koordi
Pangan Cadanga n nator
Pemerintah n Pangan Cadang
Kabupaten/ Pangan Pemerint an
Kota Pemerint ah Pangan
ah Kabupat
Kabupat en/Kota
en/Kota ing
Terpeliha
ra
Pelaksanaan Tercapai Jumlah ka/ 2.288 Kepala
Pencapaian nya konsums kap/ kka/ Bidang
Target Target i energi hari kap/ Konsu
Konsumsi Konsum hari msi
Pangan si dan
Perkapita/ Pangan Keama
Tahun sesuai Perkapit nan
dengan a/ Pangan
Kecukupan Gizi Tahun
sesuai
dengan
Angla
Kecukup
an Gizi
Penyusunan Terlaksa Target Dok a Sub
dan Penctapan nanya Konsum ume. dokurm Koordi
Target Penyusu si n en nator
Konsumsi nan dan Pangan Konsu
Pangan per Penetapa Per msi
Kapita per n Target Kapita Pangan
Tahun Kons Per
si Tahun
Pangan
Kapita
-
hun
Pemberdayaan Terlaksa Jumlah Lapo @ Sub
Masyarakat nanya Pemberd ran Lapora Koordi
dalam Pemberd n nator
Penganekaraga ayaan Kelompo Pengen
man Konsumsi Kelompo Kk ekarag
Pangan Masyara aman
Berbasis Masyara Kat Pangan
Sumber Daya t dalam.
Lokal dalam. ngan
Penganc Karagam
karagam
an Konsum
Konsum
si ingan
ngas Berbasis
Berbasis Sumber
Sumber Daya
Daya Lokal
Lokal
PROGR Menin Perse 20 % 33 20 20 3 Penanganan Terlaksa Jumlah Kelu 5 Kepala
M gkatny ntase % Kerawanan nanya keluraha raha kelura Bidang
PENAN a kelur Pangan Penanga n yang n han Keterse
GANAN Penan ahan Kewenangan nan mendapa diaan
KERAW ganan rawa Kabupaten/ Kerawan dan
ANAN Keraw / Kota penanga Kerawa
PANGA anan renta ga n nan
panga Kewenan Kerawan Pangan
panga an
n Kabupat pangan
yang en/ Kota
ditan Koordinasi dan Terlaksa lah Lapo B Sub
gani Sinkronisasi wa Koordina ran Lapora Koordi
Penanganan Koordina si dan n nator
Kerawanan si dan sinkroni Kerawa
gan Sinkroni sasi nan
Kabupaten/Kot sasi Penanga Pangan
a Penanga an
nan Kerawan
Kerawan
an Pangan
Pangan Kabupat
Kabupat en/Kota
en/ Kota
PROGR Menin Prese 90 % 85 8 Eg 85 Pelaksanaan Meningk Jenis % 80% Kepala
AM gkatny ntase % Pengawasan atnya Bidang
PENGA a baha Keamanan pengawa segar Konsu
WASAN Penga n Pangan Segar san yang msi
KEAMA wasan panga v keamana, diawasi dan
NAN Keam Kabupaten/ n Keama
PANGA anan yang Kota pangan nan
N Panga aman segar Pangan
n kons daerah

146




Realisasi Jasio SASARA INDIKAT
: apaian N
. ndi o . Target PD Tahun Ke- (Sepsion e sasa INDIK . . Target Kinerja Program Realisasi KEGIATA KEoRTA PENAN
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o o 1 2 3 o o 2
Penguatan Penguata Kelemba Dok 0 Sub
Kelembagaan n gaan ume. Dokum Koordi
Keamanan Kelemba Keamana n en nator
Pangan Segar gaan n Keama
ah Keamana, Pangan nan
Kabupaten/ n Segar Pangan
Kota Pangan Daerah
Segar Kabupat
Dacrah en/Kota
Kabupat yang
en/Kota dibina
Registrasi Teregistr Jumlah Dok 0 Sub
amanan asinya Registras ume. Dokum Koordi
Pangan segar Keamana i n en nator
Asal Tumbuhan n Keamana Keama
rah Pangan n nan
Kabupaten/ Segar Pangan Pangan
Kota Asal Segar
Tumbuh Asal
an Tumbuh
Daerah n
Kabupat Daerah
en/Kota Kabupat
en/Kota
Penyediaan Tersedia Jumlah Dok T Sub
Sarana dan nya Sarana ume. Dokurm Koordi
Prasarana Sarana an n en nator
Pengujian Mutu dan Prasaran Keama
Prasaran nan
Pangan segar a Pengujia Pangan
asal tumbuhan Pengujia Mutu
n Mutu dan
ian Keamana
Keamana n
Pangan
Pangan Segar
Segar sal
Asal Tumbuh
Tumbuh an
an Daerah
Daerah Kabupat
Kabupat en/Kota
en/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi
PROGR Menin rse 00 % 0 0 ) o Perencanaan, Meningk Persenta % 100% Sekreta
AM gkatny ntase % o o 0 0 Penganggaran, atnya se ris
PENUN a rata- dan Evaluasi Kuantias jumlah Dinas
JANG capaia rat Kineria dan dokume
URUSA n hasil rangkat kualitas n
N pelaks capai Daerah Perencan Perencan
PEMER anaan an aan, aan,
INTAHA kegiat pelak Pengang Pengang
an sanaa garan, garan,
DAERA penun dan
jang kegiat Evaluasi, Evaluasi
KABUP urusa n Kinerja Kinerja
ATEN/ penu Per Perangka
KOTA pemer njang t Daerah t Dacrah
intah urusa Penyusunan Tersedia Jumlah Dok 2 Sub
dacra n Dokumen nya Dokume ume Dokum Koordi
peme Perencanaan Dokume n n en nator
rintah Perangkat n Perencan Ferenc
daera Daerah Perencan anaan
aan Perangia dan Ke
Perangka t Daerah
tDaerah
Koordinasi dan Tersedia Jumlah Dok 2 Sub
Penyusunan nya Dokume. ume. dokum Koordi
Dokumen RKA- Dokurme nRKA- n en nator
D n RKA- SKPD Prenca
SKPD an naan
ian Laporan
Laporan Hasil
asil Koordina
Koordina si
si Penyusu
Penyusu an
an Dokume
Dokume n RKA-
1 RKA- SKPD
PD
Koordinasi dan Tersedia Jumlah Dok 2 Sub
Penyusunan nva Dokume ume dokum Koordi
Dokumen Dokume n n en nator
Perubahan n Perubah Prenca
RKA-SKPD Perubah n RKA- naan
an RKA- SKPD
SKPD an
ian Laporan
Laporan Hasil
asil Koordina
Koordina si
si Penyusu
Penyusu an
nan Dokume
Dokume
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o Perubah
Perubah an RKA-
an RKA- SKPD
SKPD.
Koordinasi dan Tersedia Jumlah, Dok 2 Sub
nyusunan ya Dokume. ume dokum. Koordi
DPA-SKPD Dokume n DPA- n en nator
n DPA- SKPD Prenca.
SKPD. an naan
dan Laporan
Laporan asil
asil Koordina
Koordina si
si Penyusu
Penyusu an
nan Dokume
Dokume n DPA-
n DPA- SKPD
SKPD.
Koordinasi dan Tersedia Jumlah Dok 2 Sub
Penyusunan nya Dokume ume dokum Koordi
bahan Dokume n n en nator
DPA-SKPD n Perubah Prenca.
Perubah an DPA- naan
an DPA- SKPD
SKPD. dan
dan Laporan
Laporan Hasil
Hasil Koordina
Koordina. si
si Penyusu
Penyusu nan
nan Dokume
Dokume n
n Perubah
Perubah an DPA-
an DPA- SKPD
PD
Koordinasi dan Tersedia Jumlah Dok 2 Sub
Penyusunan nya Laporan ume dokum Koordi
ran Laporan Capaian n en nator
Capaian Kinerja Capaian Kinerja Prenca
dan Ikhtisar Kinerja dan naan
Realisasi dan Ikhtisar
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja
Kinerja KPD
SKPD. an
dan Laporan
Laporan asil
asil Koordina
Koordina si
Penyusu
Penyusu an
an Laporan
Laporan Capaian
Capaian Kinerja
Kinerja ian
dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD
SKPD.
Administrasi Meningk. Persenta % 100% Sekreta
Keuangan atnya se. ris
Perangkat Kualitas pelaksan Dinas.
Daerah Administ aan
rasi kegiatan
Keuanga administ
n rasi
Perangka ke
t Daerah n
peran;
t daerah
Penyediaan Gail Tersedia Jumlah, Oran 39 Sub
dan Tunjangan nya Gaji Orang &/ Orang Koordi
ASN dan yang Bula Bulan nator
Tunjang Menerim n Prenca.
an ASN a Gaii naan
dan
Tunjang
an ASN
aan Terlaksa, Jumlah, Dok 112 Sub
Penatausahaan nanya Dokume. ume Dokum Koordi
dan Penguiian/ Penataus n n en nator
Verifikasi ahaan Penataus Prenca.
Keuangan SKPD n ahaan naan
Penguiia dan
Pengujia
Verifikasi
Keuanga Verifikasi
n SKPD
n SKPD
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an 0 0 0 0 0 0 0 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 o 20 KEGIATA KEGIATA
1 2 2 2 2 1 2 19 2 19 2 21 2 23 19 2 21 2 23 N N
9 0 1 2 3 9 0 2
Koordinasi dan Tersedia Jumlah, Lapo 1 Sub
Penyusunan ya Laporan ran Lapora Koordi
poran Laporan Keuanga n nator
Keuangan Akhir Keuanga n Akhir Prenca.
Tahun SKPD n Akhir Tahun naan
Tahun SKPD
SKPD. an
n Laporan
Laporan Hasil
asil Koordina
Koordina si
si Penyusu
Penyusu nan
nan Laporan
Laporan Keuanga
Keuanga, n Akhir
n Akhir Tahun
Tahun SKPD
SKPD.
Koordinasi dan Tersedia Jumlah’ Lapo 0 Sub
Penyusunan ya Laporan ran Lapora Koordi
Laporan Keuanga n nator
Keuangan Keuanga Prenca
Bulanan//Triwul Bulanan aan
anan/Semester Bulanan
an SKPD Triwulan
Triwulan an/
an/ Semester
Semester an SKPD
an SKPD dan
dan Laporan
Laporan Koordina
Koordina si
si Penyusu
Penyusu nan
nan Laporan
Laporan Keuanga
Keuanga, n
n Bulanan
Bulanan
Triwulan
Triwulan an/
an/ Semester
Semester an SKPD
an SKPD
nistrasi Terlaksa, Persenta % 100% Selareta
Barang Milik anya se. ris
Dacrah pada Administ pelaksan Dinas.
rangkat asi aan
Daerah Barang kegiatan
Milik Administ
Daerah rasi
pada Barang
Per: Milik
t Daerah, Dacrah
t Daerah
Rekonsiliasi Terlaksa, Jumlah Lapo 1 Kasuba
Laporan ran £
Penyusunan Rekonsili Barang Umum
Laporan Barang asi dan ilik
Milik Dacrah Penyusu Dacrah
pada SKPD an pada
Laporan SKPD
Barang
Milik
Daerah
pada
SKPD.
‘Administrasi Meningk, Persenta % 100% Selareta
Kepegawaian anya se ris
Perangkat Administ pelaksan Dinas.
Daerah rasi aan
Kepegaw, kegiatan
aian administ
Perangka rasi
t Daerah Kepegaw
an
Perangka
t daerah
Sosialisasi Terlaksa, Jumlah, Oran 30 Kasuba
Peraturan nanya NS e e
Perundang- Sosialisa yang Umum
Undangan si ‘mengiku
Peratura, t
n sosialisa,
Perunda. si
ng- Peratura
Undanga n
n Perunda
ng-
Undanga
n
“Administrasi Meningk Persenta 100% Sekreta
Umum atnya se ris
Perangkat Administ pelaksan Dinas.
Daerah asi aan
Umum kegiatan
1 admini
t Daerah rasi
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an 0 o o 0 0 0 o 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 KEGIATA KEGIATA
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Perangka
t Dacrah
Penyediaan Tersedia Jumlan Pake T Paket Kasuba
Komponen nya Paket t [
Instalasi Kompone Kompone Umum
Listrik/Peneran n
gan Bangunan Instalasi Instalasi
or Listrik/
eneranga Penerang,
Banguna Banguna
n Kantor n Kantor
yang
Disediak
Penyediaan Tersedia Jumlah Pake T Paket Kasuba
Peralatan dan nya Paket t &
Perlengkapan Peralata Peralata Umum
Kantor n dan dan
Perlengk Perlengk
apan pan
Kantor Kantor
ang
Discdiak
Penyediaan Tersedia Jumlah Pake T Paket Kasuba
Bahan Logistik Paket t [
Kantor Bahan Bahan Umum
Logistik Logistik
Kantor Kantor
yang
Disediak
an
Penyediaan Tersedia Jumiah Pake 2 Paket Kasuba
Barang Cetakan Paket t [
dan Barang Barang Umum
Penggandaan Cetakan Cetakan
dan dan
Penggan Penggan
daan daan
yang
Disediak
Penyediaan Tersedia Jumlan Dok 5 Kasuba
Bahan Bacaan nya Dokume ume Dokum [
dan Peraturan Bahan Bal n en Umum
und: Bacaan Bacaan
undangan dan an
Peratura Peratura
Perunda Perunda
ng- ng-
undanga Undanga
n n yang
Disediak
Penyelenggaraa. Terlaksa Jumlah Lapo 10 Kasuba
n Rapat nanya Laporan ran Lapora &
Koordinasi dan Penyelen Penyelen n Umum
Konsultasi Rearaan gearaan
KPD Rapat pat
Koordina Koordina
si dan sidan
Konsulta Konsulta
5i SKPD 51 SKI
edi Meningk Fersenta, % 100% Sekreta
Jasa Surat atnya se ris
enyurat Kuantita Penyedia Dinas
s dan an Jasa
Kualitas Penunja
pelayana
n Urusan
Penunia Pemerint
ng an
sa Daerah
Pemerint
n
era
Penyediaan Terlaksa Jumlah Lapo 12 Kasuba
Jasa Surat nanya Surat ran Lapora &
Menyurat Penyedia masul n Umum
an Jasa dan yang
Surat dikirim
Menyura selama
setahun
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Penyediaan Terlaksa, Jumlah, Lapo 12 Kasuba
Jasa nanya sa ran Lapora 2
Komunikasi, Penyedia komunik n Umum
umber Daya an Jasa asi,
Air dan Listrik Komunik sumber
asi, daya air,
Sumber listrik
Daya Air an
lan kebersih
Listrik an
Kantor
Penyediaan Terlaksa, Jenis, Lapo T Kasuba
Jasa Peralatan nya peralata ran Lapora 7
dan Penyedia dan n Umum
Perlengkapan an Jasa perlengk
Peralata apan
n dan Kantor
Perlengk
apan
Kantor
Pemeliharaan Meningk, Persenta % 100% Sekreta
Barang Milik atnya ris
erah kualitas. pelaksan Dinas.
Penunjang Barang
Urusan Milik kegiatan
Pemerintahan Dacrah Pemeliha
1 Penunja raan
ng Barang
Urusan Milik
Pemerint Daerah
ahan. Penunia
Dacrah
Urusan
Pemerint
an
Daerah
Penyediaan Tersedia Jumlah Unit 1 Unit Kasuba
Jasa nya Jasa Kendara 2
Pemeliharaan, Pemeliha n Umum
ia raan, Perorang
Pemeliharaan Biaya an Dinas.
dan Pajal Pemeliha atau
Kendaraan raan dan Kendara
rorangan jak an Dinas
Dinas atau Kendara Jabatan
Kendaraan yang
Dinas Jabatan Perorang Dipelihar
an Dinas
atau dibayark
Kendara an
an Dinas Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Tersedia Jumlah, Unit 11 Unit Kasuba
Jasa nya Jasa Kendara &
Pemeliharaan, Pemeliha an Dinas Umum
Biay raan, Operasio
Pemeliharaan, Biaya nal atau
Pajak, dan Pemeliha Lapanga
Perizinan raan, n yang
Kendaraan Pajak Dipelihar
inas dan adan
Operasional Perizinan dibayark
atau Lapangan Kendara an Pajak
an Dinas dan
Operasio Perizinan
nal atau
Lapanga
n
Pemeliharaan Terlaksa Jumlah Unit 8 Unit Kasuba
Peralatan dan nanya Peralata
Mesin Lainnya Pemeliha n dan Umum
an Mesin
Peralata Lainnya
an yang
Mesin Dipelihar.
Lainnya a
Pemeliharaan/ Terlaksa, Jumlah Unit TUnit Kasuba
Rehabilitasi nanya Gedung 2
edung Kantor Pemeliha Kantor Umum
dan Bangunan dan
Lainnya Rehabilit Banguna
asi n
Gedung Lainnya
Kantor yang
dan Dipelihar
Banguna a
Direhabil
Lainnya itasi
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